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DENGAN RAHMAT TUOHAN YANG MAHA FSA

FRESIDEN KEPUBLTE ITNDONESLA,

bahwa uniuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 15
Pasal 27, Pasal 115, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang
Momor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera, perlu
menctapkan Peraturan Pemermtah tentang
Penvelenpgaraan Bidang Kelauran dat Perikanan;

l. Fasal 5 avat (1] Undane-Undang Dasar MNegara
Repubidik Tndonesia Tahun 194.3;

2. Undang-Undang Momor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan {Lembaran HNegara Republik Indonesia
Tahun 2034 Nomor 118, Tambahan Lembaren Negara
Republik Indenesia Nomor 4433) sehagwirnana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Peénlcanan {(Lembaran Negara
Repubdlik  Tndonesia  Tabun 2009 Nomoer 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5073},

3. Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2007 wenlang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kegil
iLcmbaran Megara REopublik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739 eebagaimana telah diubah
dengan Undanp-Undang Nomoaor 1 Tahun 20014 lentang
Pocrubahan atas Undang-Undang Momor 27 Tahun
FHT  tentang Pengelolaan  wWilayah Pesisir dan
Pulau-Pulavy  Kecil {Lembaran Nepara Repuhlik
[ndonesia Tahun 2014 Momor 2, Tambohan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Momor 54904

4. Thndang-Undang . ..
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tabhun 2014 tentang
Kelautan {Lembaran Negara Repuhlik Indoneszia Tahun
2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5603,

&, Undang-Bndang Nomor 7 Tahun 200 tentang
Perlindungan Jan Pemberdayaan Melayan, Pemtuds
Dava lkan, dan Petambak Oaram [Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Mogara Roputidik Indonesia Nonnor 5870,

6. Uncdang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Cipta
Kerja [Lembaran Negara Eepublik Tndonesia Tahun
2020 Nomeoar 245, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 657 3);

MEMLUTLUEKAN:

PERATURAN PEMERINTAII TENTANG PENYELENGGARAAN
BIDAN{ KELAUTAN DN PERIKANAN.

BAB I
RETENTLIAN DMLTM
Baman Kesaly

Umumn

Pasal 1
Dalarn Feraturan Pemerinlab ind yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah rmang perairan i muoka bumil yang
menghubungkan daratan dengan daraten dan bentuk-
bentulk alomiah lainnya, ysng merdpakan  kesatuan
senprafis dan ckolopis beserta sepenap unsur terkait,
dan wang batas dan siwlermnya  ditentukan  aleh
peraturan perundang-undangan dan hukum
imternasional.

2. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lemh kecil ata
sama Jengan 2.000 km? (dua nbu kilometer persegi)
beserta kesaluan skosistemnya,

J. Perikanan . .
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Perikanan adalah sermua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelolaan dan pemnanfaatan sumber daya
ikan dan lbnpkungantya mula dari praproduksi,
proculkisi, pengolaban sampal dengan  pemasaran,
vang ddilaksanakan dalam  suatu sistern bisnis
perikanan.

Pembudi Daya Ikan keoeoll adalah pembudi daye ikan
vang  melakukan  pembudidavesn ikan  uanruk
memennuhi kehutnhan hidup sehari-hari.

Konsultas Publik adalabh prozes pengealian masukan
yang clapat dilakukan melalui rapat, musyawarah,
danfatau bentuk pertemuan lainnya vang mehbatkan
berbagal unsur pemangku kepentingan atama.

Reacana Zinasi  Kawasan  Antarwilavah  yang
selanputnya dismgkat RE KAW adalah rencana yang
disusun untuk menentukan araban pemanfazian
ruang lant di kawasan antarwilayah.

Eeneana Zonasi Kawasan Strategis Nagional Tertentu
vang sclanjuthva disingkat RZ KENT adalab rencana
vang disusin untuk menentukan arahan permanfaatan
ruang di kawasan strakegis nasinhal tereentu,

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kel
vang selanutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana
varg menentukan arab pengeunaan sumber dava yang
diserrai  dengan  penetapan alokasi roang  pada
kawasan perencanaan yeng memuat kegiatan yang
boleh dilakukan dan tdak boleh dilakukan serta
kegiatan vang hanva dapat dilakukan serelah
memperoleh s,

Kawasan Koensermrasi adalah kawasan  vang
mempunyal cirnl khas tertentu schapal satu kesatuan
ekosistem vang dilinduengi, dilestarikan, dan/atau
dimanfaatkan secare berkelanjutan.

Zona Inti adalah bagisn dari Kawasan Konservasi di
wilavah pesisir dan pulau-pulau kecil vang dilindungi,
vang clitujukan untuk pelindungan habitat dan
populasi sumber dava pesisic dan polau-pulan kecil
sorta  pemanfaatanoya hatnya  terbatas untuk
penclitian.

11. Bangunan . .
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Bangunan dan [nswlasi di Lawt adalah setisp
konswuksi, baik vung berada di atas dan/ateu di
hawah permukaan Laut baik yang menempel peda
daratan maupun yang tidak menempe! pads darafan
serta didirikan di wilayah peratran dan wilayah
yurisdikst.

Pipa Bawsh Taut adalah tabung berongga dengan
diameter dan panjang bervariasi vang terletak di ataw
tertanam di bagian bawah Laut.

Pantai adalah dacrabh aotara muka air sural 1erendah
dengan muka air pasang terlimggn.

Sumber Daya Kelautan adalab sumber daya Laul, Laik
vang dapaf diperbarui maupun yang tidak dapat
diperbarui yang memiliki keunggulan kemparatif dan
koempetitif serta dapat dipertahankan Jalam jangka
parjang.

Barang Milik Negara vang selanjutnya disingkar BMN
adulah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban anggaran pendapsian dan belanja negara alau
berasal duri peralehan lainnya yang sah.

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang
varg secara turbn-temurun bermukim diowilayah
geografis tertentu di Negara  Kesatuarn Republik
Indonesia karena adanys ikastan pada asal wsul
lelubiur, hubungan yang kuaat dengan tanah, wilayals,
sumber dava alam, memiliki pranata pemerintahan
adat, dan tatanan bukum adat Jdi wilayah adatnys
sesuai  denpan  kKetentuan peraluran  perundang-
Ltwdangan.

Masvarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang
menjalankan tata kehidupan sehari-harti berdasarkan
kebiasaan vang sudah diterima sebagal rulai-rulai yang
hertaktu umum, tetapi 1dak sepenuhnya bergantung
pada sumber daya pesisic den pulau-pulall kecil
tertentu.

Masayarakat Tradisional adalah mesvarakat perikanan
tradizivnal yang masih diakui hak tradisionalnya
dalam melakulan kKegiaran penangkapan ikan ataa
kegiatan lainnya vang sah di daerah tertentu yang
berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan
kaidah bukum laul internasional.

19. Pemrakarss . . .
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Pemrakarsa sdalah kementenian/ lembaga, Pemerintah
LDraerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, badan usaha swasta, atay perscorangan yang
bertanggung jawab atas swatu usaha  danfalau
kegiatan yang akan dilaksanaltan.

Standar Latk  Operasi  Kapal Perikanan  yang
sefanjuinye disebul SLO adalah surat keterangan yang
menvalakan bahwa kapal perikanan telah memenuahi
persyaratan administrast dan kelayakan teknis upniuk
melakukan kegiatan Perikanan.

Pengawas Perikanan adalah pegawsai negen sipil yang
mompunyal  tupas  mengawasi  lerlib pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Perikanan.

Perizinnn Berussha adalah legalitas vang diberikan
kepada pelaka usaha untuk mermnulai dan
merjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Berita Acara  Hasil  Pemerniksaan Kapal  yang
selanjutnya disinglat BA-HFE adalah [ormulir yang
memuat hasil pemernksasn persyaratan administrasi
dan kelavakan eknis kapal perbkanan sebagai dasar
penertutan SLO.

hapal Perikanan adalash kapal, perabu, atau alal
apung lsmm yang diperpunalkan unmk  melakukan
penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan
ikan, permbudidayazan 1kan, peneanekutan  ikan,
pengrlaban ikan,  pelalihan perikanan,  dan
penelitian fekaplorasi perikanan.

Kapal Penangkap Ikan adalah kapal vang digunakan
urmnluk menangkap kan, termasuk  menampung,
menyimpan, mendinginkan, denfatan menwawerkan
ikan.

kKapal Pengangkut Ikan adalah kapal vang memiliki
palka dan/atau secara khusus digunekan untuk
mengangkut, memuat, menamping, mengumpulkan,
menyimpan, mendinginkan, danfalau mengawetkan
tkean.

27, Pelabuhan . ..
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Pelabuhan Penikanan adalah tempat vang terdir] ates
daratan dan perairan di zekiternya dengan bakas-
batas tertentu sebagai termpal kewiatan pemerinlahan
dan kegiatan sistermn  bisniz  perikanan yang
dipergunakan  schagal  tempat  HKapal Derikanan
bersandar, berlabub, danfatau bongkar muat ikan
vang cdilengkam denpan fasilitas keselamatan
prlavaran dan kegiatan penunjang Perikanar.

Pelabuhan Pangkalan adalabh Pelabuban Perikanan
atau  pelabohan  umutm  sebagai lempat | Kapal
Perikanan bersandar, bedabuh, bongkar muat ikan,
dan/alau mengsi pertbekalan vane dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan  pelayaran  dan kegiatan
penunjane Penokanan,

Pelabuhan Muat adalah Pelabuhan Perikaman alauw
pelabuhan umum sebapai empat Kapal Perikanan
antuk memuat ikan den rmengisi perbekalan ataw
keperluat operasiong] l"inmya,

Melayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya
melakulkan  penangkapan ikan wntek memenubi
kebutuhan hdup seharn-hari, baik vang menggunakan
Kapal Penangkap lkan maupun  yang  tidak
menggunalan Kapal Penangkap [han.

Sistern Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya
dizingkat SPKP adalah galah salv sistem pengawasan
hapal Prrikanan dengan mengpunakan peralatan vang
lelah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan
aktivitas Kapal Perikanan.

Transmiter SPKP adalah alar vang dipasang dan
diaktifkan pada Kapal Perikatan terienll yang
berfungsi untul menginmban duta posisi kapal dan
data lainnya dart Kapal Perikanan secara lanesung
kepada pusat pemantrushn Kapal Perikanan dengan
Lantuar JAFIREAT aatclit dalam rangka
penvelengrarasan SPKP.

A5, Burat . . .
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Surat  Keterangan  Akbivasi Transmiter  yang
selanjatnya disingkat EKAT adalah dokumen tertulis
vang menyatakan bahwa Transmiter 3PKP aonlire pada
Kapal Perikanan tertentu telah dipazang, diakeifkan,
dan dapat dipantau pads pusat pemantauan Kapal
Penkanan,

Penvedia BSFXP adalah badan hukum penyedia
Transmiter SFPKP dan jasa komunikasi satelit yang
memberikan layanan komunikasi data pemantauan
Kapal Perikanat.

Pengguna SPREP adalah orang  perseorangan,
perusahaan perikanan, Pemerintah Pusat, Pemerintah
Darrah, atau perguruan tngel vang memmililk atau
menpoporasikan Kapal Perikanan vang menggunakan
Transmiter SPKP.

Potensi Lahan Pembudidayaan lkan adalah scluruh
lahan yang depat dirmanfaatkan untuk  kcgiatan
pembudiclayazan  ikan  &esAn cencana fata roang
dan//atau TencEna 20TAau.

Alokasi Lahan Pombudidayaan [kan adalabh s#luruh
lahan untuk melakukan kegiatan pembuodidayaqan
ikan berdasarkan rencana detall tata ruang atau
kepulusan mentert) pebernur/bupati/wall kota sesual
Lewenangannya.

Wahah Pepvakit Tkan adalah kejadian luar biasa
scrangan penyakit ikan dalam suaiu populas pada
waktu dan daerah  wertentu vang  menimiialkare
kerapgian fisik, sosial, dan skonomm,

Standar adalah persyaratan teknis atay scsuatut vang
dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang
e ETRENN Ny betdasarkean konsensus o TR
pibak/pemennlsh /kepulusan internasienal  yvang
terkait deppan memperbarikan syarar keselamatan,
bearnanan, kesehatarn, lmgkungan hidup,
perkembangan  ilmu pengetabian Jdan tekoolog,
pengalaman, dan perkembangan masa kim dan masa
depan untuk memperolch manfasl YHTLE
scbrsar-besarnya.

40, Standardisas: . . .
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Standardisas] adalah PrOSCS MCTENCANAKATL,
merumuskan, menerapkan, menetapkar,
memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar
vanp dilaksanakan secara weriib dan bekera swma
dengat: semua pemangku kepentingan.

Hasil Perikanan adalah ikan yang ditanpani, dislah,
danSatan diyadikan produk akbier yapg betopa kan
hidup, ikan gegar, ikan bcku, dan olahan lainnya.

Umit Pengolaban lkan vang selanjulnya disingkat LP]
adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan akinitas
penangandn dan) alou pengolaban ikan,

Bahan Baku adalsh ikan termasuk bagan bagiannya
vang berasal dan hasll tangkapan maupun budi daya
vang dapat dimanfaatken sebagai fakoor produksi
dalam pengolahan Hasil Penkanan,

Bahan Penolong adalah baban,  ldak  reemasulk
peralatan, vang lazimnya tidak dikonsumesl sebagat
panpdan, digunskan dalam proses pengolaban Hasil
Perikanan untuk memenuhi tujuan reknolegl tertenta
dan tdak meninpealican resull pada produke akhiar,
lelap apabiala tidak mangkin dibiodar maka eesidoa
danfatau mumanannya dalam preduk akhir tidak
tnenitnhulkan risiko terbhadap kesehatan serta tidak
mempunyai funpsl teknologl,

fkan adalah segala penis organisme yang selunih atau
sebaman dari sikluz hidupnva berada di dalam
LingkLinesan perairan.

Penanganan lkan adalab suatu rangkaian kegiatan
dan/atau perlakuan terhadap lkan tanpa mengubah
bentuk dasar.

Fengolahan lkan adelah reanegkaian kegatan dan/alan
perlakuan dari Bahan Baku lkan sampai menjadi
produk akhir,

G5, Muatua ..
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Mutu adalah nilad vang citeniukan atas dasar kricena
keamanan dan kandungan gizi.

{3izi adalah zat atau senvawd vang lerdapal dalam Hean
vang lerdirl atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin,
mineral, =erat, air, Jdan komponen lain vANR
bermanfaal  bagl  peclumbuban Jan kesehatan
manusia.

Sistem Ketertelusuran adalab sisiem uniuk menjamin
kermampuan menelosuri riwayat, aphkas: atau lokasi
dari suatu produl atag kepgiatan unmik mendapaRikan
kembali data dan informast melalui 2uata idenoiikas
terhadap dekumen yang rerkat,

Standar  Nasional  Todenmesia vang  selanjutnya
disingkat SM! adalah standar yonp ditetapkan oleh
Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayvah
Megara Kezatuan Republik Indonesia.

Perusahaan Perkanan  adalzh petuysshean yang
melakukan  wsaha di bidang  Perikanan  baik
mcrupakan badan hukum maupun bukan badan
hulkam.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara  Bepuhblik
Indonesia vanp welanjainya disinpgllar WPPNEL adalah
wilavah perngelolaan perikanan untuk penanpkapsn
ikan dan pembudidayasn iKan yang meliputi perairan
Tnduneszia, #ona ekonomi eksklusil Indonesia, sungad,
danau, waduk, rawa, dan genangan @ lsnnya yang
potensial  untuk  dinsahakan dir wilayah  Negara
Republik [Indenesia,

Laut Lepas zdalah bapian dari Laut yang tdak
termasuk dalam zona ckonomi cksklusi) Indomesia,
Laut  temtonal  Indonesia,  perairan kepulauan
Indonesia, dan perairan pedalaman ndothe s,

25 Pengelolaan . .



SK Mo OBOA3E A

a3

e,

24,

0.

-,

FRESIDEM
REPLIELIE INMLOME =8

- 10 -

Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk
proses  vang  kerintegrasi dalam pengumpulan
informasi, analisis, PErENCAnant, konsultaz,
pemiratan keputusan, alokas asumber daya ikan, dan
mplementast serts penagakan hukum darn peraturan
prrundang-undangan di bidang Perikansn,  yvang
dilakukan oleh Pemenntah atau otoritas lain yang
diarahlan untuk mMEenCcapal kelangsungan
produkrivitas sumber dava hayatt perairan dan tujuan
yang [elah disepakat.

Siglem Reterielusuran ¢lan Logistik ikan Nasional
adalah sistem untuk memashikan ketertelusaran Tkan,
rantai pasck dan produk Penkanan secdara cleklronk
dengan mengintegrastkan sistem informast mulal dan
penangkapan, pembudidayaan, diztribusi,
pengrlahan, dan pemasaran.

Sertilikar Keahlian Awalk Kapal Perikanan adalah
peneakuan  lerhadap  keahlisn untuk  melakukan
pokerjann sebapyal Awak Kapal Perikanan setelah lulus
ujian kompctensi yane disclengearakan oleh Dewan
Penpuji Keahlian Awak Kapal Perikanan untuk semus
jenjang pendrdikan dan  pelatihan Awak Kapal
Perikanan.

Sertifkat Kererampilan Awak Kapal Perikanan adalah
penpakuan erhadap ketetampldan untukl melakukan
pckerjaan tortontu di Kapal Penkoanan selclab Julus
ujian keterampilan yang diselengearabkan cleh lembaga
pelaksana pendidikan dan pelatthan awak kapal
perikanan  yang  telah mendapartkan Pengesahan

fpprovo).

Pengukithan adalal pembenat kewenangan jabatan
di atas hapal Perikanan sesual dengan jemis den
linghkal sertifikat dlan ukaran Kapal Perikanat,
Pendidikan <an Pelatihan Awak Kapal Perikanan
adalah pendidikan  dan/alag pelatthan untyk
mencapal ongkat keahlian danfalsu kelerzampilan
tertentu sesual dengan enjang, kompetenst, dan
jabatan untuk awak Kapal Prrikanan.

&1, Kompetensi . . .
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Kompetens: adalah kemampuan dan karaktersnk
vang dimiliki wleh sessorang berupa scperangkat
pengelahuan, keterampilan, dan perilaku vang harus
dihayatt dan dikuasai untuk mclaksanakan tugas
keprofesionalannya.

Bertifikat  Pengukuhan  adalah sertifikat  yang
tnenvatakan kewenangan jabatan kepada  pemilik
serliikat  keahlian awak Kapal Penkanan unluk
melabsdnakan tupas dan Tungsi sesual dengan ngkat
ranggung jawabnya,

Pengesahan adalah penpgakuan program pendidikan
dan pelatihan, simulator, laberatorium, bengkel kerja,
pengalaman di Kapal Perikanan latih, masa layar,
rumah sakit, dan hentuk pengakuan lainnya.

Fenpeszhian Program Pendicikan dan Pelatihan adalah
pengakdan  program pendidikan dan pelatihan
dilaksanakan sctelah ditakukan audit clch konute
pengesahan dan disahkan oleh Menteri.

Ferjanjian Kerja Laut yanpg selanjutnya dizingkat PKL
adalah kesepakaran tertulis antara awak HKapal
Perikanate dengan permlik Kapal Perikanan ataul
eperaior Kapal Perikanan ataug Nakhoda slaw agen
dawalk Kapal Penkanan.

Awak Kapal Ferikanan adalah orang vang bekerja atau
dipckerakan di atas Kapal Penkanan elchh pemilik
atau operatowr Kapal Perikanan untuk melakukan
tugas i atas Kapal Perikanan sesuai dengan
jabatannya Yang fercaniiim dalam buka sipl.

Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal Perikanan selain
Nakhuea dan Ahh Penangkapan lkan {Fishmg Maszer),

MNakhoda Kapal Penkanan yang sclanputnya discbut
Makhoda adalah seorang dari awak kapal yang mengadi
pemimpin  tertinggl  di Kapal Perikanan dalam
pelayaran dan operasl penangkapan [kan.

&8 Perwira - .,
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Peowira adalah Awak Kapal Penkanan yang ditunjulk
berdasarkan hukum nasional atau peraturan
perundang-undangan.

Ahll Penenglapan kan (Fishing Master] adalah Awak
Kapal Perikanan yang memiliki Kompetensi dalam
mengenall wilavah  penanekapan lkan dan
peecncanaan  oporasl  penangkapan lkan yang
bertanggung jJawab scrta melaporkan kegialan
penangkapan ikan.

Serang [(Senlor Dechhandl adalah Anak Buah Kapal
vang bertahpgung jawab rerhadap pengoperasian alat
penangkapan  lkan  dan/atau penanganhan Ikang
oenvimpanan hasil tangkapan.

Kelasi (Deckhand! adalah Anak Bush RKapal yang
melakukan operasi penangkapan lkan danfatan
penanganan ikan.

Operator Mesin Pendingin adalah Anak Buah Kapal
yang mengoperasikan  omesin pendingin . antok
penyimpanan (kan dan  alad baban makanan di Kapal
Perikanan.

Juru Minyvak adalah Anak Buah Kapat yang membantu
masinis dalam melakukan pelumasan, pemeliharaan,
tan perawalan mesin Kapal Pemkanan.

Eepelabuhanan Perikanan adalah sepala sesuatu yang
berkaitan  dengan  prlaksanaan  lungst Pglabuhan
Ferikanan dalam menunjang kelancdaran, keamanan,
dan ketertiban arus dalu lintas Kapal Perikanan,
kramanan dan  kesclamatan operasional Kapal
Perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan
perekpnotman  nasional dan daerah yvang  rerkair
denean Legialan Perikanan denigan tetap
memperiimbangkan lala ruang wilayat.

Penyelengeara Pelabuhatn Penikanan adalah menceri,
gubecrnur, atal permbik Pelabuhan Perikanen yang
tidak dibangun pemetinlah.

77, Bencana . .,
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Rencana Induk Pelalwohan Perikanan Nasionasl vanp
zelanjutnya disingkal EIPPIY adalah pengaturan riang
Pelabuhan Perikanan yang memual lentang keldjakan
Felabuhan Fernkanan, pelabwhan vang sudah ada dan
rencana lokasi Pelabuhan Perikanan vang merupakan
pedmmen  dalam penctapan  lokasit, peroncanaan,
permbatgunan, dan pengembangan Pelabuhan
Perikanan secara oasional.

Fcncana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah yang
selanjutnya dizcbut RIPPD adalah pengaturan ruang
Pelabuhan Perikanan yang memual tentang kebijakan
Pelalwhan Perikanan, pelabuhan vang sudah ada dan
rencana Inkasi Pelabuhan Perikanan yang merupakan
pedoman  dalatn penetapan  lokasi, peorencanaan,
pembangunan, dan pengembangan  Pelabuhan
Perikanan di wilavah  maging-masing pemermntah
dacrah provinsi,

Rencana Induk  Pelabuhan Pernkanan  adalah
penpgaturan ruang Pelabuhan Penkanan  berupa
peruntukan rencana tata guna tanah dan peratran dh
geliap Pelabuhan Perikanan.

Pelabwuhan  Peribanan vang Tidak  Dibanpun
Femerintah Pusat dan Pemerintab Daerah  adalah
Pelabuhan Perikanan yang iava  pembangunan
fasilitas dan  pengusahzannya berasal  dari
pErseCrangan atan Korporass.

Wilayah  Kerja  dan Pengoperasian Pelabuhan
Perikanan vang selanjotnya disebut WKOPP adalah
suaty tompat vang merupakan boagisn dararan dan
perairan yang  menjadi wilayeh kerja dan
pengoperasian Prlabuhan Penkanan.

Kolam Pelabuhan adalah perairan i depan dermaga
vang dipunakan unluk  kepentingan  aperasional
sandar dan olah gerak Kapal Perikanan.

Kesyahbandaran di Pelabuhan Ponkanan adalah
pelaksanaan  tugas dan fungs) pemenniahan
Pelatiihan Perikanan untuk menjamin keamanan dan
keselamatan  operasional  Kapal Perikanan  dan
membaniv pengendalian sumber daya ikcan.

84. Syahbandar . . .
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Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat
pemeriniab yang dilempatkan secars khusus
Pclabubhan Perikanan untak pengunasan administraf
dan menjalankan bangsi menjaga keselamatsn
pelayaran.

Hurat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan
vang selanjuinya disebut STBLKK adalab surat yang
menyatakan babwa Kapal Perkatan telah tiba i
Pelabubhan Penkanan,

Fersectwyuan Berlayar adalah dokumen negara vang
dikelnarkan oleh Syahbandar d1 Pelabuhan Penkanan
kepada setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar
meninggalkzan Pelabuhan Perikanan dan pelabuhan
lain yang ditunjuk setelah Kapal Perikanan telah
mementhi PUT SWETE LRI kelaiklaulan kapal,
kelatktangkapan, dan kelailesimpanan,

Kesclamatan Operasional Kapal Penkanan adalah
rangkaian tindiakan pemcriksaan terhadap
kelatklautan Kapal Perikanan, kelatktangkapan, dan
kelmiksimpanan vang dinyatakan dengan dokumen
Kapal Perikanan.

Goram  adalabh o senyaws Kimia  vang Komponer
utamanvya borupa natnum  klonida dan dapat
mengandung unsur lam, sepertl magnesium, kalsium,
best, dan kalium dengan bahan tambzahan atau tanpa
bahan tambahen wdiom,

Petamlak Craram adalah getiap orang vaong melakukan
kegiatan usaha pargaraman.

Petambak Garam Kecll adalah Petambak Garam vang
melakuksan usaha pergaraman pada lahannya sendin
dengan luas lahan palbing luas 5 (lima) hekrare dan
pocrcbus Garam.

Kemoditas Pergaraman adalab hasil dari usaha
perpararman yang dapat diperdagangkan, disimpan,
dan fatau diperiukarkan.

92, Importir . ..



5K No (86633 A

o2,

33,

04,

Dy

.

OH.

L

104y

101,

PRE.ILE M
REFPUBLIK IHMOMNE LA

- 15 -

[mpertr Garam addalabh karporasi vang melabukan
keplatan impar  Romodilas Perpgaraman anfule
kebutulian usahanya.

Lahan Pembudidayvaan ikan adalah tcmpat melakukan
kegiatan pembudidavaan lkan.

Perairan Darat sdaleh persiran yang bukan malik
peroranegan danfatal korporasi, vang diukar muolai
dan garls pasang sunat terendah ar Laut ke daratan.

Pembudidavaan Ikan  adalah kepiatan untuk
memelihara, membesarkan, dan/ataun membiakkan
[kan serta memanen hasilnva dalam ngkungan vang
lerkontral, wermasuk kepiatan yang menggunakan
leapal  untak  memuAr, mengangkat,  menvinpate,
mendinginkan, menanganm,  metgolah,  danfatan
menpawetkannya.,

Jenis lkan Bamu yvang Akan Dibudidayakan adalah
[kan yang berasal dar hasil domestikasi, introduksi,
pemuliaan, dan produk rekayasa genetik.

Perangkapan Ikan Eerbasiz Budi Dava adalah
penangkapan sumber daya ikan vang berkembang
biaks dart hasil peoeharan kembglo

Rescsuialan Keglatan Pemanfastan Ruang Lanl adalah
ktesesualan antara rcncana kcglatan pomanilaatan
tuang dengan rencana tata ruang.

Setiap {drang adalah crang perssorangan  ataul
korporasi, baik  yang  becbentuk  badan hokam
mAupun yang liclak erbadan hukum.

Pelaku Usaha adalah oraty perseorangan atsu badan
usaha vang mclakukan wsaha danfatau kegiatan pada
bidang tertentu.

Peimenntah Pusat adalah Presiden Bepublik indonesia
vang momogang kckuasaan pemermtahan necpara
Republik Indoncsia yang dibantu oleh Wakil Presiden
den mentent sebapaimana dunaksud dalam
Endang-Undang Dazar MNegara Republik Indonesia
Tahun 1945,

102, Pemerintahy . - .
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Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebaga
unsur  penvelengpara  pemerintahan  daerah yvang
memirmnpin pelaksanaan urusan pemerintaban vang
meanjarh kewenangan deerah ntonmn.

Kementenan adalah kementenan YATR
menyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan penkanan,

Menteri sdalah menteri yang menvelenggarakan
urusen Pemerintabhan i bideng  kelautan  dan
perikanan.

Bapgian Kedua
Fuang Lingkup

FPasal 2

Fuang ingkup Peraturan Pemenneah inl meliputn:

.

h.

.

perubahan status Zona Inti;

kriteria dan  persvavatan  pendirian, penempatan,
danfarau pembonpkaran Bangunan dan Instalasi di
Laat;

pengelnfaan sumber days 1ikan;
Standar Mutu Hasil Penkanan;

penangkapan lkan dan/atau Pembudidayaan lkan di
Wilavah Pengelolaan Perikanan WKegara ERepublik
Indomesta hukan anfuk rojpan Kamersial;

Kapal Perkanan,
Kepelabuhanan Perikanan;
F.L; dan

pengendalian impor kemoditas Perikanan den impor
Komodilas Pergaraman.

BARIL . .
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BAB II

PERUBAHAN STATLS ZONA INTI

Pasal 3

Pcrubahan status Zona Intl pada Kawasan Konsorvasi
untuk kegiatan pemanfaztan hanyva dapat dilakukan
dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional yang
diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakun nasional sebagaimana chmaksud pada avat
(1) berupa ponetapan provel stralegis nasional,

Pasal 4

Berdasarkan  kebijiakan  nasonal  sebagannang
dimaksud dalam Pasal 3, Menteri membentuk um
untuk melakukan penelitian «orpada.

Tim  =ebagaimana dimaksud pada ayal (1]
berangpotakan kementerianflembapa terloait.

Pazal 5

Penelitian terpadu  sebagmimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat |1] meliput Kajian perubahan:

g, stalus Zond Inty dan/atal
b, lkalexor Kowasan Konseras.

Untuk mendulkuneg penechuan terpady sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), um melaksanakan Konsullam
Publil:.

Penelitian terpadu sebaganmana dimaksud pada ayat
1Y) menghasilkan rekomendast permabahan status Zona
Inti dandaran karegnr Kawasan Konserias.

Pernbahan stats Zona Intn danfarmu Kategori
Kawasan Konservas, sebhagaimanag dicmaksud pada ayat
3 tidak mengubab slokast tuang uniuk Kawasan
Konservast dalam RAWP-G-K, RZ KAW, RZ KSHNT, atau
pola ruang dalam rencana tata raang laal/tencans
tata ruang wilayah nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenat penelitian terpadn
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) diatur dengan
Peraturan Mentori.

Pazal&a . ..
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Pazal &

Perubahan  status Zona  [nti danfaran kategon
Kawasan Konservasi yang tidak mengubah alokasi
raang schagaimana dimaksad dalam Pasal 5 ayat [4)
ditctapkan oleh Mentenn sesual dengan ketenfgan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lcbih lanput mengenal prnctapan slalus
Zoma Inty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialur
dengan Peraturan Menteri

Paszal 7

Perubmhan status Zona 1ntl sebagaimana dimaksad
dalam Pasal & avat (1] sebapai dasar dalam perubahan
rencana zonasl Kewasan Konservas..

FPerubahan  rencana zomast Kawasan Kobservasi
schagaimana dimaksud pada avat (1] dhitetapkan oleh
Mentern.

BAL I

KRITER1A AN FERSYARATAN PENDHELAN, PENEMPATAN, TIAN ATAL
PEMBONGEKARAN BANGUNAN DAN INSTALAS L) LALUT

S Mo 086630 A

{1

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 8
Kriteria Bangunan dan Instalasi di Laut meliput;
a. wujud lisik hasil pekerjaan konstruksi,

I, lerada di atas danjatau di bawah permukaan
Laut secara menetap.

. mepempel atag tidak mencmpel pada daratan;
tJmr

d.  memubkl lungsi fertentu.

12 Krilerig . .,
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Kriteria  wijird  Osik  hasil pekerjpan  kKomstruksi
schagrimann dirmaksud pada aval [1) hucal a henipa
struktur kcras atau struktur lunak.

Kriteria berada di atas dan/ atau di bawah permukaan
Laur gecara menetap sebagaimana dimaksud pada
ayat {1] hurof b berupa:

@, mengapuing o permuakaan Laut;
B berada o kolom o clan/ atan
c. berada di dasar Laut,

Kriternia mencmpel atau tidak menempel pada darmtan
sebagainana dimaksud pada oyat {1] huraf ¢ berupa:

a. bangunan vang menempel pada Pantai; dan, atau

k. hangunan vang tidak menempel pada Fantai
Ictam menempel pada daser Lave atay dasear Laut
dan tanab: di bawahnva,

Krnteria  memulikl fungs: tertenta sehadaimmana
dimaksud pada avat [1] huruf d berupa:

a. hunian, keagamaan, sosial, dan budava;
k. Perilanan,

G, PECRATAIDAM,

o

wisala bhahar;
pelayaran;
perhubungan darat;

telekomunibesi;

By e

pengamanan Pantal,

kegiatan usaha minvak dan gas b

kepiatan  Lussha  pertambangan nineral  dan
batybara,

mstalas kelenagalisirikan:

—_.
[

=

peneumpulan dala dan penelitiang
pertahanan dan kesamanan;

pecnyvedidan sumber daya air; dan

@ 84

pemanizatan ar Laut selain energ.

Pasnl G, ..
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Pasal S

Jenis Bangunan dan instalasi di Lagt uncuk fongsi
hunian, keagamaan, soiinl, dan budaya sebapgaimans
dirmaksadd dalam Pasal B avat () hural o erupas

d. bangunan hunian;
b. hangunan kcagamaan,; dan
€. bangunan sosial dan budaya.

Jenis Bangunan dan fnstalasi 3 Laut oncuk fongsi
Perikanan sebagaimana dimaeksud dalam Pasal § avat

[2) horal b beraga:
£ Felabwihan Perilkeanar;

b,  alat penanpkapan [kan vang bersilat  statis
dan/atau alat bantu prnangkapan lkan;

c.  alat Pengoiahan lkan secara terapung.

d.  karamba jaring apung:

e, strukrur buci dava Laut;

T mstalasl penpambilan air Lagl unluk badi daya

lkan; dan
g terumbu buatan.

Jemis HBangunan don Instalast di Laut untuk fungs
pergaraman sehagaymana dimaksud dalam Pasal 8
avat {3] hural ¢ herupa instalazi pengambilan air Laut
untuk produksi Garam.

Jems Bangunan dan Instalast di Laut anluk fungs:
wigala bahan sebapaimans dimaksud dalam Pasal 8
avat 2] huraf d berupa:

A, akomodsasi;

bh.  jalan pelantar;

€.  pPORECH WisAta,

d. pelabuhan wisata;
e, btk labuh!

bangunar untuk kulinet; dan

E. taman bawal air.

(9] Jenis . . .
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Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungst
pelaveran sehagaimane dimaksad dalam Pasal 8 ayat
(2] hurdf & dietapkan sesoa dengan kelenioan
peraluran perundang-undangan i adang pelavammn,

Jenig Banpunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi
perhubunpan darat scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 avat |5] huruf { berupa

a. terowongan bawah Laur; dan
. jembatan.

Jenig Banpunsn dan Instalost di Laut untuk hungst
lelekomunieast seboraimana dimalkisud dalam Pasal 3
ayat [9) hural g bemupa Kabel welekomunibeas: bawah
air.

Jenis Bangunan dan instalasi di Laut untuk fungsi
penpgamanan Paneai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 avat {3) huruf b bepapa:

a. ki fgrndrg;

b, progarah arus aliren sungal dan arms pasang
sLrut;

revetmen;
tanggul Laut {sea dikel:

tembiok Laut [sea wall), dan

=% B o

permecah gelombang [Areakiooter),

Jonis Bangunan dan Instalas di Laut untuk kegiatan
usaha minyak dan gas bumi scbapaimana dimakszuad
dalam Pasal 8 ayat {5] haratf 1 berupa:

a. anjungan lepas Pantal;
b. anjungan apung,

. anjungan bowah Laut;
d

Pipa Bawah Laut minyak dan gas buami danfatau
instalasi minvak dan pas bumi;, dan

e. Tlasilitaz penunjang kegiatan usaha minyak dan
gAs hiumi,

(10} Jenis ...
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Jems Bangpunan dan Instal=sl i Laor umuk kegiatan
usaha  pertambangan mineral dan  batubara
sebagaimana dimaksud dalan Pasal 8 avat (5 horat |
berupa:

. bapgunan untuk temfrat penampUngan
sementara minerdl dan batubacs;

k. [amiilas penunmiang kegiatan usshs perlambangan
mineral dan batubara; dan

c. ppa fluida lamnya.

Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk instalasi
kererragolistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 aynt {5) hiurd k berupa:

5. pembangkit stk energ gelombang;
pembanpekit Listrik tenaga baywy;
pembangkit listrik tenaga surva terapung;

P DMoF

pembangit listrik tenaga konversi energl panas
Laur {ecean thermal energy coniersiont,

pembanpktl Listrik energ pasatg sl
pembanekit Lsink energ arls Laut
kapal pcmbangkit listrik {maotnle power planidl;

K T

bangunan penvangga kabel saluran udara;

kabel saluran udara;

kabe] hslrk bawah air,

[T

k. fasililas penunjang inslalast kelenagabsimikan;
dan

l instalasi ketcnagalistrikan 41 Laut lainnva,

Jenis Banpunan dan Instalasi di Laur untuk fungst
pengumpulan data dan  pencliian  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayvat (5 huru! | berupa:

a. alat pengumpulan data oseanografi;
bB.  banpunan penelitian sumber daya ikan; dan

¢.  bangunan penelitian kelautan.

[13) Jdemis . .
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{13} .Tenis Bangunan «dan Instalesi di Laut unrek Riogss

perlabanan dan keamanan sebagmimana dimaksua
dalam Pasal 8 ayat (3] huruf m berupa instalas militer
di Laut

{14} Jermiz Bangunan dan fnstalasi di Lant untuk fungs

penvediaan sumber daya air sebagaimana dunaksud
dalam Pasal & avat 15 humaf n berzpa instalasi
penvediaan air bersib.

{13} Jenis Bangunzn dan lnstelas: o Laul antulk fungs:

pemanfaatan air Laut selain cnerpl  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal § ayat (3] hwiul o berupa
insralasi pengelahan air Laut untuk air mirum.

Bagian Kedua

Fersyaratan Pendirian dan/atan Penempatan

{1]

{2]

Fazal 10

Pendinian  danjatau  penempatan  Bangonan  dan
Instalasi di Laut harus memperhatikan:

A, Eesesyaien Kpgiatan Pemanfasten Ruang Lagr,

b, pelindungan  dan kelestanlan  Sumber Daya
Kelaulan;

T keamanan terhadap benecana di Laut;
d. keselamatan pelavaran,

e.  peiindungan lingkungan;

f.  pelindungan masyvarakat; dan

£  wilavah perlahanan negara.

Kesgsuaian Keglatan  Pemanfaatan Hoang Laat
sebagaimana dipaksud  pada avat (1) hural a
ditentukon berdasarken Kesesuaian alokas ruang
Lavlt  unmluk  pendinan dandatau pernempalan
Bangunan dan Instalas: di Laut berdasarkan rencana
zonasl dan/atau rencana tata maang,

13) Pelindungan . . .
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Pelindungan dan kelestarian Sumber Dayzs Kelaatan
sebagaimana  dimaksud pada ayacr {}) huradi b
dilakulkan dengan memperhatilan:

. hasil znalisis dava dukung Jdan daya tampung
Imgkunpan;

wilayah penangkapan lkan;

wilayah budi daya Perikanan;

kawasan pengnlahan terapung;
keberadaan alur migrasi biota Laur,
keberadaan Kawasan Konservyas,
keberadaan spesies secfenter; odan /1Ay

kcheradaon ekosistern pesisir dan pullad-pulang
kecid.

Keamanan tcrhadap beneana di Laut schagaimana
tlimaksud pada avat (1) huma!f ¢ dilakukan denpgan
memperhatikan:

TraEyva b Arau vejarah kejpadian gempa o1 Laorg
Ecberadann zona penunjaman dan ambukan;
keberadaan sesar di dasar Laut;

Fm oS Ao h T

A

a oo

keberadaan gunung apr dasar Laut; danfatau
risikeo benicana dan pencermaran.

Kesclamatan pelayaran sebagaimana dimalksud pada
ayai {1) hurul d dan pelindungan  lingkungan
gsebapgaimand  dimaksud pads oayval (1) bueal e
dilakukan dengan memperhatikan keberadaan:

a. alur pelayaran;
k. riang bebas:
c.  korider pemasangan kabel Laut dan Pipa Bawah

L,

d. jalur penangkapan lkan dan alur ougrase biota
Lauat;
perairat waph pandy;

I. sarana bantl navigasi pelavaran dan fasilitas

telekomumikas pelavaran; dan, atan
g, =158 bangunan i Laul,

6] Pelindunpan . - .
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Pelindungan masyarakal sebagaimana dimaksud pada
ayat {§] hurt [ dilakukan denpgan memperhatikan:

a, heberadaan Masvarakat Huluam Adat,
Masyarakat Lokal, dan Masvarakat Tradisioenal;

b. ruang penghidupan dan akzes kepada Nelayan
Keccil, Pembindi Daya lkan Kecil, dan Potambak
{faram Keoil; dan/fatan

¢. akses masyarakat menwgu dan ke Laut.

Wilayalh pertabhanan negara schagaimana dimaksuod
pacdda avar (1} burad g dilakukan  dengan
memperhatikan pelarangan penempatan Bangunan
dan Instalasi di Lewt pada wilayah pertahanan bemapa:

a. dacrah latban miditer

b. dacrah wjl coba peralatan dan  persenjataan
militer;

r

daerah penyimpanan barang eksplosit  dan
peralatan pertahanan berbahaya lainnya;

d. daerah  dispasal  amunisi dan peralatan
pertahanan berbahaya lainnya; dan/atau

©, dacrah ranjau Laul.

Pasal 11

Ketentuan mengenal pendirian danfatau penempatan
Canpunan dan Instalasi di Lauat di kawasan pelaboban
dilaksanakan sesual  dengan kelenluan  peraturan
perundang-undangan 4 bidang pelayaran,

(1]

<)

Pasal 12

Pemrakarsa vanp aksn mendicikan  danfatau
menempatkan Bangunan dan Instalas di Laut harus
mengajukan  permohonan Kescsualan Kegilatan
Permanfaatan Ruang Laut kepada Menteri.

Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Fuang
Laut =schagaimans dimaksud  pada  ayat (1}
dilaksanskan sesai dengan kelentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13 .. .
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Pazal 13

Sclain dilaksanakan sesuval dengan ketentaan peraturan
perendang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat {2], permaobenan kesestaan hegiatan Pemanfaatan
Huang Laur harus memenuhl persvaratan teknis,

Pasal 14

(1} Persvaratan teknis sebagaimana dimalksud dalam

IPasal

13 untuk pendirian danfatay penempatan

Bangunan dan Instalasi di Lagl dengan Mimgpss hunian,
leragamaan, sosial, dan budava mebiputi:

a. untuk bapgunan buaninn, harus:

1.
2.

memilikl sistem sanitaste;
memilikl sistemm pengolahan limbah rumah
tanega,

memiliki jalan pelantar; damn

memenuhi persyacatac eknis lain sesual
clengan  kelentudan  peraluran  perundang-
undangan d1 ndang bangunan gedung,

L. untuk bangunan keagamaan, sosial, dan budaya,
harus;

1.

£n

mcruliki  rencana pendirian dan/atau
penempatan Bangunan dan [nstalesi i Lage;

roenyrisun st kelagakan ieknis;

imetndikg rencanda detall vang memperhatikan
ancaman bencana di Lauat;

mengeunakan material yvang seszual dengan
kondisl salinitas;

mengepunakan bahan pelapis anditentip yang
ramah linghkungan;

memiliki sistem sanitasi

T, merniliki
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7. memilikl sistem pengolahan bmbah tumah
tangga;

metnthiki jalan pelantar; dan

memenuhi persyararan teknis lain =mesuai
dengan kelentuan perailran perundang-
undtangan o hidang bangunan gadung.

Pendirian  dangalau pernempaltan Bangunan dan
Instalasi di Laut dengan fungsi hunian, kecagamaan,
sosial, dan budaya olch Masvarakat Huloum Adart
dilakukan dengan memperhatikan persyaratan teknis
sebapaimana dimaksud pade ayar [1) vang mengatur
mengenal sanitasi, pengelolaan limbab, dan memiliki
Jalan pelaniar.

Fasal 15

Persyaratan  teknis  sebapaimana  dimaksud  dalam

Pasal 13 untuk pendinan danfatau penempalan

Banpunan dan I[nstalasi di Laut dengan unp=:

Perikianan dan pergaraman mcliputi:

a. memiliki rencana pendinan dan/atan
pernempatan Bangunan dan Instalasi di Laat,

b, menyusun stad kelavakan tekos;

e, memihki rencana detall vang mermperbabkan
ancaman bencana di Laut;

d.  menggunakan maternal yang ramab lingkungan;
dan

e, memenuhi persyaratan teknis lain sesuan dengan
kefeniuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan lekms sebagaimang dimalessd pada ayat
(1) dikecualiban untuk Nelayan Keol, Pembudh Daya
Iar ey, dan Petambmk Gararmn Keoil.

Fasal 1%

Selain rmermenult persvacatan teknds sebagaimana
tlhimaksurd dalam Pasal 15 aval (1), untuk pendirian
than fatau penempatan Pelabawihan Perikanan haris:

A, MengEunaksan .o .



Sk Mo J36620 A

(2]

g A
g ’

PRF %I M
REFPUBLIN [MOOMESEA

- A -

4. menggunakan bahan pelapis antiteritip yang
ramah lingkungen pada fasilitas Pelabuban
Perikannn vang memerlulkan;

. mempertimbangkan arah perak dan wolume
sedimen Paniai; dan

c,  melaksznakan penilaian rigiko.

Srlam memenuhi persyaratan teknis sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 15 avat (1), untuk pendirian
dan/arau penempatan alar pepangkapan lkan dan alat
bantu penangkapan lkan vang bersilat statis, alak
Pengolaban |kan secara terapung, karamba jaring
apuny, fan strukter budi dava Laut, haruas
berdasarkan hasil analisis dayva dukunpg dan daya
tampung kawasan terhadap aktivitas Perkanan.

Fasal 17

Ferevaratan teknis zebagaimana dimaksod dalam Pasal 13
untuk peodirian danfatay penempatan Bangunan dan
[nstalasi di Laur dengan Tongsi wisata bah=n harus:

.

it]

memiliki rencana pendivian den/alae penempsalan
Banpunan dan Instalast di Laut, yang paling sedikit
memuat;

1. letak geopratis:

2. data hidrografl dan oseancgrall; dan
3. geomorlolog dan geolog La,
memyilsan Hiudi kelayvakan teknis; dan

mermliki  rencana detall yang  memperhatikan
ANCEmMAN enoang di Laut.

Pasal 16

Belain memoenuhi persyaratan tcknis  scbaeaimana
dimaksud dalatn Pasal 17, untuk pendinian akomodasi
harts:
A, dhlaksanakan berdasarkan hasi] analisis dava

dukung dan daya tampung lingkungan,
b, mecmiik sistcin sanitas::
merlik sistemn pengolahan limbah;

d. didirikan danjatau ditempatkan tidak i alas
terumbu karang,

o

e. memenuhi . . .
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memermhi persyararan teknis lain vang ditetaplan
seaual dengan ketentuan peraldran perundang-
undangan di bidang bangunan gedung,

Selam memcnuhl persyaratan icknis  scbagaimsns
dunaksud dalam Pasal 17, untuk pendinan jalan
pelattar harus:

d.

b

berdasarkan hasil analisis daya dukung dan dayva
tamping hickoaregan;

mengrunakan material yang  sesuai dengan
kondis1 salinitas; dan

mecngeunakan cat pelapis anti tenitip yang ramah
lingkungan.

Selain memenuhi persyvaraltan icknis scbagaimana
ditngksnd delam Pasal 17, untuk penempatan ponton
wisala harus:

=1

b.

r

diluksanakan berdasarkan hasil acalists daya
dukung dan dava tampung hngkuangan,

memiliki sistem sanitas;
memiliki sistern pengelahan limbah;

didirikan dan/atau ditempatkan tidak di atas
Lerumba karang;

memperhilungkan pepempatan tali tombat agar
lidak menpakibatkan kerusalan ehosisien Lau;

memperhatikan  leganpan lall tambal  dengan
interval pasang surnat; dan

mernenuhl persyaratan teknis lain sesual denpan
ketentuan  peraturan  peroadang-undangan de
bitlang pelavaran.

Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana
dimmaksud dalam Pasal 17, untuk penditian pelabuban
wisAla harus:

.

mermniliki dokumen peoencangsn pembEngooat
polabuhan panwizala berilpa;

1. =studi kelavakan; dan
2. desain nnei.

menggunakan bahan pelapis antiterilip yang
ratmzah lingkungan;

c. mermpertimbanglkarn
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e, mempertmbangkan  arah perak dan volume
secdimen Panmla; dan

d. memonuhi persyaratan teknis lan sesuwal dengan
fetentuan  peraluran peruncang-undangan di
bidang pelayaran.

Zelain memenuhl persyaratan tckms scbagmimana
ditnakswd dalam Pasal 17, untuk penempatan duk
latmaby harus:

a. memperhiiungkan penemiratan tabi tambat agar
ndak mengakibalkan kerusakan ckosistem Lawur,

b. memperhatikan tcgangan tall lambal  dengan
interval pasang surat, dan

. memenuhi persyaratan reknis lain sesual dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan
hidang pelavaran.

Seldin  mementihi persvaratan  reknis sebagrimana
dimaksud dalam Pasal 17, untuk pendiran bangunan
untuk kuliner harus:

a. dilaksanakan berdasarkan hasil analisis  days
dukung dan daya tampung lingkungan;

. memiliki &1slem sanitasi;

¢. mearmilik sistam pengolahan limbaly,

d. didinkan danfataug dilempatkan lbdak di atas
terumbu Karang;

. mementthl perevaratan teknis lam yang ditelapkan
sesual dengan ketcntuan peraturan perundang-
undatigan di bidang bangunan ecdung.

Selain memenuhi persyaratan tekrniz sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 17, untuk pencmpatan taman
bawab air haros:

a. menegunakan matenal yang ramab lingkungan;

.  memaszang penanda Keberadaan taman bawab air
denpan sarand bantu navigas pelavaran; dan

C. tidak menimbulkan kerusakan elesistem.

Pazal 19...
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Pazal 19

Persyaratan teknis sebagamana dimaksud dalam Fasal 13
untuk pendirian danfatan penempatan Banpunan dan
Instalasi di Laut wntuk fungsi pelayaran dilaksanakan
sesllai dengan ketentuan peraturan perandang-undangats
di hidatie pelayacan.

Pasal 20

Peravaratan reknis sebagaimana dirmaksud Jalatn Pasal 13
arluk pendivian dan/ateag penempaltan Bangiinan dan
Instalasi di Laut dengan lungs) perhuoungan darat hars:

4, memihkl reneana pendinan danfdamEu ponompatan
Bangunan dan Instalast di Laut;

I menyusun studi kelayakan tekniz; dan

v, memiliki  rencana detall  yvang  memperhatikan
ancaiman hencana di Eaur.

Faszal 21

Selain  memenuhi persyararan  teknis  sebagaimana
dirmaksud dalam Pasal 20, untuk pendirian ternwongart
Lawah Laut dan jeinbalan haras:

1, melaksanakan stuwdl keloavakan lekois dan aoadi
kelavakan sosial ckonomi;

b.  melaksanakan penilaian risiko,
memilikt rencana kontingens;

d. melakukan analisis terhadap data konduktiviias,
ternpetatur, dan kedalaman,

e, herdasarken hasil suevel kondisi tanab alag geclcknik
vanp meliplt sifat heis dan mekanis lapisan tanah;

melakukan analisis profd dasar Laat;

g. memenuhi persvaratan rdang o aman terhadap
kesclamatan pelayaran berupa;

1. ruang bebas [clearance] untuk  penditian
Jembatan; atan

2. sarat kapal (drowght) dan ruang bebas (uneder keel
clearancs] untuk erowongan bawah Laut, dan

h. memenuhi ...
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memenain persyarslan lekny lan zesual denpan
keterivan peraluran perundang-undangan di bidang
pelavaran, di bidang kelautan dan perikanan, serta o
bitlang pelerjaan amuom.

Pasal 22

Persyaratan  tekmis  sebapamana dimaksud dalam
Pasal 13 untuk pendinan danfatsu  penempatan
Dangunan  dan Instalasi di Lawt dengan  fungsi
telekomunikas: hams:

a.  momiliki rencana pendirian danfalau
poncmpatan Banpgunan dan Tnstalass di T,

b.  memiliki rencana detail yang memperhatikan
ancaman encana di Laut;

¢ menvusun stude kelayakan teknis; dan

. mempertimbangkan  keberadaan sumber daya
Laut dan alur milgras: biota Laut dalam penenrgan
niik pendararan {fanding points).

Selain memenuhi persyaratan ekels  sebagaimans
ditnaksud  pada ayar (1), pendirian dan/atau
penempatan Banpunan dan Instalast di Laat dengan
fungsi felekomunikasi juga memenuhi persyaratan
leknis  lain sesual dengan ketentuan  pesaluran
perundang-undangan 41 bidang pelavaran.

Pasal 23

Persyaratan teknis sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 13
untuk pendirian den/atan pencmpatan Banpunan dan
Instalasi i et dengan Jungst penpamanan Pantai hams:

a.

memiliki rencans penditian danfatau penempatan
Banpgunan dan [nstalasi di Laat;

menyisun studn kelavakan tekms berupa tata letak;
memiliki pradesain;

metnilikl rencana detzil desain yang merpperhalikan
Anaman bencana di Lawt:

mermmilikl hasil survel kondisy tanagh alau geoteknik
yang mecliputt sifat fisis dan mekanis lapisan Llanah;
dan

[. ;memconuhi . . .
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. memenchi persvaratan teknis lain sesual dengan
kelenluan peraruran perundang-undangan di idang
peherjasan umum.

Pasal 24

Pereyaratan 1eknis sehagrimana dimalsud dalam Pasal 13
untuk pendinan den/alan penempatan Bangunan dan
[nsralasi di Laut dengan fungsi kegiatan usaha minvak dan
gas bumi dilak=anakan scsuzn dengan keteniuan peraturan
perundang-undangan di bidang minvak dan gas bum,

Pasal 25

Persyaratan teknis scbagaimana cimaksud dalam Pasal 13
untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunen dan
[nstalasi di Laut denpan  fungst  kegidlan  usaha
pertambangan mineral dan batubara harts:

a.  memiliki repncana pendirian dan/atau pencmpsatan
Bangunan dan Instalasi < Laut, vang palbing sedikit
memuat;

1. letak peograhs,
2. data hidrografi dan oseanografl; dan/atal
J. geomotriolom dan geclom Laut;,

B memnyusun studi kelayakan tebois;

o, memiliki rencana detal  yang  memperhatikan
ancaman bencana di Lagr, dan

d. memenuhl persyaratan (ekmis lain sesuai dengan
kerentuan peraturan perundang-undangan o hdang
energi dan sumber daya mincral serla b Indang

pelayaran.

Pasal 26
Persyaralan leknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
unituk pendifian danfaraun penempatan Bangunan dan

[nsralas] di Laut dengan lungsi instalasi ketenagahstrkan
harus:

a. memiiki rencana pendinian danfalan peénempatan
Banpgunan dan Instalasi di Laut;

b.  menyusun studl kelagakan teknis;

c. memilila -, .
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memiliki  rencand detall rany memperhatiksan
ancaman bencana di Laut; dan

memenuhl  persvaratan teknis lamn sesuar denpgan
ketentuan peraturan perundzng-undangan di bidang
energi dan sumber daya mineral, di bidang pelavaran,
il dang kelauran dan penbanan, 1 hidane pehenaan
o, Jdan i bidang kelenagalistrikan,

Pasal 27

Selain memenubl persyaratan leknis scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, untuk pendirian dan/atau
penempatan  bangunan  pembangkit listnk  cner@
grlombang harus:

a. mempertimbangkan alses ke jaringan
ketenapalisteikan;

b melakukan analisis kekoatan dan arah datang
gelnmbang;

c. menentukan desain pembangkit histrik cncrg
gelombang vang sesuai;

d. memperimbangkan respon ludro etastik dari
struktur apung vang sangat besar terhadap
gelombang;

. memperticobanpkan  integrasi  ketenagalisirikan
dazar Laut dengan janngan ketenagahistrikan da
darat;

1. didinkan dan/atau ditempatkan tddak di atas
terumbu karang;
g, melaksanakan penilaian risiko; dan

h. memperhatikan keberadaan sumber dava Lant
dan atur migrasi biora Laut.

Selain memenuhi persyacalan fekiis sebapaimans
dimakisud dalam Pasal 26 umuk pendiman dan/alau
penempatan bangunan pembanghit istok tenaga bayu
dan pembangkil lisicik tenags surva werapung harus;

a. berdasarksn hasil analisis daya dukung dan daya
tampung lingkungan;

L. dwdimibean - . .
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didhnkan dan/atau ditempatkan tidak di atas
terumbu karanp;

memperhitungkan penempatan tall tambal agar
tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem Laul;

metnpechankan legangan tah tambat dengan
inlerval pasang sunat;

melakukan  analisis durasi  paparan  sinar
matahart dalam periode tertentu:

melakukan analisis  kecepatan, amh.  dan
kekuatan angin;

thempetrtimbanghkan alses ke JArngan
ketenagalistoikan;

rnempertitmhaneian Intcgra s transmisi
ketenagalistrikan dasar Lout dengan |aringan
ketenagalisirilcan di darat;

melaksanakan pemlaian rsiko; dan

memperhatikan keberadaar sumbor dava Lawt
daty alur mmigrasi Dt Tail

Selain mementhi  persvaratan leknis sebapaimana
imaksid dalam Prsal 26, untuk pendirian dan/atan
pencmpatan  bangunan pembangkit  listrik  renaga
konversi cnergl panas Laut harus:

a.

ba.

menentukan desawn  sisiem  pembangkil lstok
tenaga  konversi  energl pandd Laal o vang
digunakan;

melakukan survel dan anslisis data  primcr
tlan/atau dails sekunder untuk penentuan lokasi
pengambilan sir Laut hangat pada perrmukaan aw
Laut dan air Laut dingin pada kecdalaman 1.0400
(sembu] meter stau pada kedalaman  tertentu
dengan interval suhu  yanpg  sesual untuk
pombangkic histrik tenaga koovers: energl panas
Laut;

melakukan atalisis  terhadap  akses instaiasi
pembangkic lisirik lenaega kunversi energl panas
Leut ke aic dan peraiman dasar Laue vang bersuhu
dinpics; '

d. melakuban . ..
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d. melakukan anahsiy pemaniaaran skstealsi air
dan perairan dasar Laut yang hersoabu dingin
untuk pemanfaatan ekonomis lain;

.  mempertimbangkan akses ke Jaringan
ketenagalisrrikan;

. mempertimbanghkan integrasi transmisi
ketenagalistrikan dasar Laut dengan  jaringan
ketenapalistrikan i darat;

g. melaksanakan penilaian nsika; dan

h. memperhatikan keberadaan sumber davya Lot
dan alur rugrasi bioa Laut.

Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 26, untuk pendivian dan/atan
penempatan banpupar penbangkic  listeik energe
pasang surut harus;

a. memiliki rentang pasang sural paling  soedikar
4 [empal] meter;

b memilib kedalaman paling sedikit 15 (lima belas)
rrieler pade saat surut ferendah;

o, mempertimbangkan jarak terdekat ke Pantai;
mempertimbangkan aksos 5 Jaringan
kectenagatisiran;

e. mempertimbangkan intrpras LAY ST S
ketenagalistrikan dasar Laut dengan jartingan
ketenagalistrikan di darat;

L rmelaksenalean penilaian risiko; dan

g. memperhatikan keberadaan sumber daya Lauat
can alur migrasi biota Leut.

Sefain memenuhi persyeraten teknis sebagaimana
ditmaksud clalarm Pasal 26, unbuk pendizian dan/fatau
penempatan bangunan pembanpkit hstrk energn arus
Laut harus:

4. mcnontukan desain nstalast pembangkil histrik
energl ars Laut yang akan digunakan;

b. mermpertimbangkan aksCs ke JAringan
ketertagalistrikan:

v mempertimbangkan | .



SH No (BAGLI A

1]

{7

FRESIOER
RFEPLUBLIK IMDOMES A

-7 -

¢, mempertimbanpkan IMiepErasi Fransmis
ketenagalistribean dasar Laut dengan  jaringan
ketenagalistrikan di darat;

d. melaksanakan penilaian risiko:; dan

e. memperhatikan keberadaan sumber daya Laut
JJan alur mrgrasi biota Lant.

Selamm memenuhl  perayaratan teknis scbapoimana
dimaksud dalam Pasal 26, untuk pendirian dan/atau
pecnempatan  battgunan  kapal pembanglic  listrik
hatus:

a. didirikan dan/atau ditempatkan tdak di ostas
feriiminl kurang,

L. mempecrtimbangkan akses ko Jariigan
ketenagalistrikan,

c. mempertirnbatighan intcprasi transmisi
ketenagalisirikan dasar Laul dengan jaringan
ketenagalisrrikan di darat;

d.  melaksanakan penilaian risiko: dan

e. memperhatikan keberadaan sumler days Lavt
clan slur migrasi biota Laut.

Sclain memenuhl  persvaratan teknis scbapgaimana
dimaksud dalam Pasal 26, yntuk pendinan dan/fatau
penempatan  bangunan penvangga kabel saluran
udara dat kabel saluran udara hars:

a. memiiki rencana kontinjensi;

b.  pelakukan analisis terhadep dats kondukiivitas,
lemperater, dan kedalaman,

berdasarkan hasil surveir koedisi tanah  atan
gootclik vang melipuii sifat fisis dan mckanis
[apisan tanah;

o)

. tdak mengpangen alur pelayaran don alur Lant
kepulaunan Indonesia;

c. memenuhi persayardlsn ruang bebas  vertileal
(rertical  clegrgnos) untuk penempatan kalxel
saluran udara terhadap kesclamatan pelayaran
dan keselamalan penerbangan;

f. memenahi . . .



SHK Mo oo )4

o 3

)

PRELZIDEN
REPUOLIK IMDOHESIA

T

{. memenuly persyaratan ruang bebas dan jarak
bebas mimmum;

B memperimbangkan kafian teknis terkait dampak
alektromapnetls dan kabel saluran udara;

h.  melaksanakan penentuan itk keordinat awal
dan akhir;

L. melaksanakan penilaman tsike;

1. mclakzanakan studi kelayakan teknis dan siodi
kelayakan sosial ekonomi; dan

k.  memperhatikan keberadaan sumber dayw Laut
flan alur migrasi biota Laut.

Pasal 8

Persyaratan rekniy sebapaimana dimaksud dalam Pasal 13
untuk pendinan danfatau penempalan Bangunan dan
Instalasi di Laut dengan fangsi peogumpulan data dan
penelitian, pertahanan dan keamanan, penyediaan sumber
daya air, dan pemanlaatan air Laut sclain energi harus:

a. memiliki rencana penditisn dan/atau  penempatan
Bangunat dan [nstalasi di Lauat;

E.  menvasun studi kelavakan teknis: dan

. metmndikl rencana detmil yang memperhatikan
aneaman bencana di Laur.

Pasal 29

Jelain memenuhi | persyaratan weknis  sebapaimana
dicnaksud dalam Pasal 2B, univk pendirian dan/atau
prnempalan bangunan pertahanan dan keamanan harus:

g, lidak mengubah titik dasar dan titik referensi dalam
hal lokasi pembangunan berada di kawaszan pulaw-
pulau kecil terluar: dan

b.  memenuhy persyaralan tcknis lain sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan i bidang
pertzhanan dan keamanan.

Pasal 30 . ..
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Pasal 30

Dalam pendiman danjatad penempatat Bangunan
datt [nstalasi di Laut, Pemrakarsa harus mengacu pada
Peta Laut indonesia.

Dalam pendirian danjatau penempatan Bangunan
dan Enstalas oh Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
1], Pemrmakzarsa melaporkan  pendirian  danfataa
penempatan Bangunan dar Instalasi di Laut kepada
instansi yang membidang hidrograll dan oseancgrali,
dengan melampirkan:

#. desain rincl Bangunan dan Instalas: di Lat;

. lokasi pendivian bescrta datftar bk koordinat
pernbanglnan danfatau penempatan Bangunan
dan Instalas i Laut; dan

c. posisi, kedalaman, dan dimensi Bangonan dan
Instalasi di Laut.

Lapocran  scbapaimana  dimaksud  pada ayat  [2)
selanjutnya dipublikasikan dalam:

4.  maklumar  pelavaran yang diterbitkan  nleh
menlernn yang  menyelenggarakan  aresan
pemerinizahan Ji Gidang perhubungan; dan

b.  berita pelaut Indonesia yvang diterbitkan oleh
inzstanst wyang membidang  hidrograli o dan
oseatograll.

Instansi vang membidang hidrograll dan oseanogral
selanjurnya menggambarkan hasil publikzs
vebapairmans ditmaksud pada avat (3] dalam peta Laut
Indonesia,

Pazal 31

Dalam pelaksanaan pendinan dan/atau penempatan
Bangunan can Instalasi dy Laut, untuk menjamin
keselamalan pelavaran dan keamanan di sckeliling
Buneunan Jdan Tnstalasi di Laul, menteri yang
menyvelengparakan urusan pemerintahan di bidang
pelavaran menctapkan  soma kKeamanan dan
keselamatan Bangunan dan Inslalast o Laat.

(2] Zdona ..,
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Zona kcamandn dan kesclamatan sebagaimana
dimalcaud pada ayat (1) berfungs:

. sebagal batas pengatoan Bangunan dan Instalas)
ch Taur,

b, mehndung Banpunan dan Inslalass di Lagt dari
FANPIUAN Sarana lain; dan

<. mecliindungl pelaksanaan  kegiatan konstruks,

operasi, perawatan berkala, dan pembongkaran
Bangunan dan Instalasi di Laut.

Zina  keamanan  dan keselamatan  szebagaimana
dima ks pacla ayar (3] terdird aras:

g, Zoma lerlarang pacda aren paling jauh SO0 (lima
ratug) meter dihitung dar sisi tecluar Baogunan
dan Instalas di Laut; dan

b, zona terbatas pada area 1.2530 {zeribu dua ratus
lima puluh] meter dihitung dari sisi erluar zona
terlarang atau 1.730 {senbu tujulh ratus lma
pslnhy meler dart titik ferluar Bangunarn dan
Instalas i Laut.

Dalam hal zona keamanun dan keselamatan anlar-
Bangunan dan Instalast di Laur berdekstan staw
lurang darn lebar zenma terbatas  sebapmimana
ditmalksud pada avat [3] hurat b, penentuan jarak zona
keamanan dlan keselamatan tersebut dikoordinasikan
antar-Pemrakarsa.

Pada zona terlarang schagpimana dmakavd pade avat
{3 huruf a dilarang membangun Bangunan  dan
Instalasi di Laout Luinnys,

Pada zona terbatas schapaimana dimaksud pada avat
{3] huruf b dapat ditakukan pendirian dan/atau
penempatan Bangunan dan instalast d1 Lout lamnys
denpgan ketentuan tidak mengganggu fungst dan sistem
sarana bantu navigasi pelavaran.

Perndiran danfatau  penempatan  Bangunan dan
Instalasi di Laut lainnya sebagaimana dunaksuad pacda
ayar /) dilakubkan setelah mendapat petseiuan dari
menlern yang menyelehggarallan Urusan pemermntabat
di tidang pelayaran.

8] Zoma . ..
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Zona keamanan  dan  Keselamatan  sebagaimana
dimaksud pads ayvat [3] dipublikasikan dalam:

a. rtaklumat pelavaran  vang  diterbitkan oleh
menieri  yang  menvelengparakan  urusan
pemenntaban di bidang pelayaran;

s, herita pelaut Tndonesia yang direrbitkan cleh
instansi  yang moembidangi hidrograh dan
oseandoprafi; dan

c. pcta Laue [ndoncsia dan buku  petunjuk
pelayaran.

Bagian Kctiga

Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut

Pasal 32

Fembongkaran Bangunan dan Instalasi di Lant meliputi:

o
k.

C.

.

(L

pemuongan schagan;
pemolengan keseluruhan instakasi;

pemindahan hasil pembongkaran ke lokasi vang telah
ditcntukan: atay

pengalibfungsian untuk kepentingan lain.

Paszal 31

Pecmbongkaren  Bangunan dan Instalasi di Laut
sebagaimarta dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan
dalam hal:

a.  persetyjuan Kesesumian Kegiatan Pemanlaatan
Fuang Laut dan/atan Perizinon Berusaha terkait
permanlaatan di Laut dicabut atau habtns masa
berlakunya dan tidak diperpanjang;

b dinyatakan tidak dipergunakan  lagl olch
Pemerintah Pusat atau Pemerintaly Daerah sesoat
dengan kewenangannya;

. terdapat perubahan kebjjakan nasional;

d. kepentingan . ..
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d. kepentingan  pertahanan dan keamanan;
clan/ atau

e, lerdapat usulan dari Pemrakarsa.

Prmbongkaran Banpgunan dan  Instalast di Lawt
scbagaimana dimaksud pada ayat {1] dilakukan oleh
Pemrakarsa.

Kriteria  tidak dipergunakan  lagi  sebagaimana
ditnaksud pada ayat (1) buraf b berupa tdak recdapat
aktiviras usaha dan/fatau kegatan selama 2 [daa)
tahun sejak pembeangunan dan/atau penempalan
Bangunan dan Instlalasi i Laut selesal dilaksanakan.

Fembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut harus
temperhatikan:

a. keberlangsungan kepistan Perikanan di WPINRL

. kezelamatan pelavaran;

.  pehndungan lingkungan Laat;,

d. hakdan kewajiban negara lain di wilayah peraican
dan wilayah yurisdiksi, dan/atau

.  kepentingan pertabanan Jdan keamanan.

Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
harus:

a. mengpuenakan  teknolopl  yane  sesbal dengan
stangdar nasional, =tondar  replonal,  aran
stanidar, praktik internasional yang berlakow; dan

b, dilaksanakan sesuai denpan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal Bangunan dan [nstalas: di Laut merupakan
BMIM, pembongkaran dilaksanakan setelah
mendapatkan persctujuan pepghapusan BMN O dan
menteri yang menyelenggaralan urisan pemenntahan
di bidang kewtangan,

Mekanisme  penghapusan EMN sehagaintana
dimalkzud pada ayat (6 dilaksanakan sesual dengan
keteniyan peraturan perundang-undanpan mengenai
pengelalaan BMM.

Pasal 34 ...
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Pasal 34

Banpunan dan [nstalas di Laut dapat dialhfungsikan
untuk kepenbingan lain.

Pengalihtungsian untuk kepentingan laim sebagaimana
dimaksud pada ayar (1) dilaksanakan sefelah
dilakukan kajian oleh Kemenlerian, kemonterian yang
menvelenggarakan urusan permerintaban di bidang
pelavaran, dan kementerian/ lembaga terkait,

Dalam hal hasil kKajian sebapaimana dimaksud pada
ayat  (d) menyvatakan  dapat dalibfungsikan,
pengalibfungsian Bangunan dan Insralas) o Taut
dilaksanakan secara mutatiz tuotandis  dengan
persyvaratan  pendirian dan fatal) RENSTIRA LEn
Banpunan dan [nslalesi 47 Laut  sebagaimana
dimaksud datam Pasal 10 sampal dengan Pasal 31.

Dailam hal pengalihlungsian Bangunan dan [nstalasi di
Laul sebagaimana dimaksud pada avat (31 merupakan
EliN, pengalihfungsian Banpgunan dan Instatasi di
Laut dilaksanakan sctelah mendapatkan peraetujuan
pengclolasn BMHN dari roenteri vang menvelenpgarakan
urusan pemerintahan di bidang kevangan.

hMekaniame pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud
prcla avat (4} dilaksanakan scsuai dengan ketentuan
PETALUTHTL perundang-undangan mengenal
pengclolaan BMN.

Dralam hal haszil kajlan sebapaimana dimaksu padae
ayat [2} menyarakan Banpunan dan Tnslalasi di Lawut
tidak dapat dialihfumgsikan, dilaltakan pembonghkaran
berdasarkan  mekanisme  sebagaimana  dimaksud
clalarn Prasal 3.2,

Pasal 35

MPembongkaran Bangunan dan instalasi di Laut dilaporkan
olel Pemnrakarsa kepada:

.

Menteri uritik thilakukan peneatatan,
pengadmimstrasian,  dan pemutakhirzan data
pemanfaatan ruang Laut;

menlen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
i bndang pelayaran anmuk disiarkan melalui stasion
radio Pantal dan maklumat pelavaran; dan

o, kepala . ..
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. kepala instansi yang membidang hidrogralt dan
naeanograft untuk:

1. disarkan dalam berita pelavt Indonesia;

2. dicantumkan dalam peta Laur [ndonesia dan
Buku priunpuk Pelavaran; dan arau

3. dihapuskan dan peta Laal Indone s,

Baglan Keempat

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi

Fasal 36

Dalam pelaksanaan pendirian, pencmpatan, danfatag
pembomplkaran Bangunan dan lnstalasi di Laut dengan
Fargsi 1elekamunikasi, fungs perhubungan darat, kegiatan
usaha minyak dan gas bumi, kepistan usaha mineral dan
batubara, serta [ungs instalas kelenagalisinkarnt vang
melintasl wilayah perdairan dan/zatau wilayvabh vursdiksi,
tnenterl vang terkait denpan lungst Bangunan dan Instalas
di Laut terzebut haras berkoordinas) dengan Menten dan
melaporkan kedalam sistem online single subrussion bagl
Bangunan ¢dan Instalas di Laut yang merubla Perizinan
Berusaha,

Pazsal 37

(11 Wonitoring rerbadap Rangunan dan fnsralasi ) Laut
dilabkukan clch:

a. Mencer,

b.  menteri yang menyclenggarakan WTLISAN
pemerintahan di bidang pertahanan;

. menteri  yang  menyelenggarakan | urusan
pemerintalian di bidang pekerjaan umum;

d. roenteri yang  mennvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pelavaran;

&, menten Targ menyelengmaralian urusan
pemernnlehan di bidang energi den sumber dava
minersl;

f. Panglima . . .
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f.  Panglima Ternetara Nasional Indonesis=;

. kepala lembaga yang menyclenggarakan urlsan
pemerintahan di bidang  lmu pengetabuan,
pengkajian dan penerapan teknologi, miormas
peospasial, dan meteorologi, kiimatologl, dan
poofisika; dan/atau

h. gubcrour,
sesual dengan Kewsenanpannya

Monitnring  sebagaumana dunaksud pada ayat (1)
dilakukan pada tehap operasional Bangunan dan
Instalas di Laut.

Monitoring sebagaimana  dimaksud pada ayvat (2
dilzakukan untuk mendapatkan infarmas fenrang

a. Bangunan dan Instalasi di Latit dan hangsioys;
dan

I, pengaruh Banpgunan dan Instalast di Laur
terhadap ckosistern Laut.

Monttonng dilakukan paling sedikic 1 [satu] kali dalam
1 (satu} tahun danfatag sewaktu-wakiu  jika
diperhukan,

Hazil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayzl [2)
merupakan bahan evaluasi:

a1, Mernters,

B, menleri yang  menvelenggarakan urusan
pemeriniahan di hidang percahanan;

c. menterl yang | menyelenggarakan urusan
pemmerintahan di bidang pekernaan wmdm,

d. menteri  yang  menyclengearakan Lirusan
pemerintahan di bidang polayaran;

e.  menteri  vang  mernyclonggarakan urogan
pernerintahan di bidang enerpl dan sumber daya
nuneral;

f.  Panglima Tentara Wasional Indonesia,

g. kepala . .
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g kepala lembapa vang menyelenggarakan urasan
pemerintahon di bidang  mu pengelahblan,
pengkajian dan penerapan teknologl, miormast
peospasial, dan meteorndogi,  kbimatolog, dan
poolizika; dan/alay

lh. pubecrmnur,

SEELH] -::Iengan kEW".‘I’IHHgH TITIY &,

Pasal 28

Dralam hal hasit meniloring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 327  terdapar kemsakan
ekosiztem Laut, Pemrakarsa melakulan rehabilitas)

Rehabilitast sehapaimsang dimaksud pada aval (1)
dilakzanakan sesum dengan Kelenldan  persturan
perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Bajian Kesatu

Wilayah Pengelolaan Peribanan Negara Republik Indoncsia

S Mo (Bohdb A

(1

(2

i3]

i)

Faszsal 39

Dalam rangka optimalisast pongelelaan sumber daya
ikat yang berkelanmjutan di selurah wilayah perairan
Irlanesia, Pemerintah Pusat menctapkan WPPNEIL

WPPHRI  sehapgimana  dimaksud  pada  ayat (1)
medipult;

d, WPPNEI di peratran Laut; dan
b.  WPFPNRI di Perairan Darat.

Pemerintah Pusar mendelegasikan  kewenangan
kepada  Menteri untul menstapkan WEPNEL
sebapaimana dimaksud pada aval [1)

Ketentuan mengenal WEPNEI] sebagmimana dimaksud
pada ayat {2] ditetapkan dengan Kepullasan Menteri

Pasal 40 ., .
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Paszal 40

Dalam rangks mendukung kebijakan  pengelolaat
sumber dava ikan yang berkelanjutan berbasis
WFPNEI, Pemerintah menetapkan eslimesi potensi
sumber daya kan, jumlabh rangkapan [kan vang
diperbolehkat, tingkat permanfaatan sumber dava
ikan, dan alokasi sumber daya ikan di setiap WPPNRI.

Pemerintah  mendelegasikan  kewenangan  kepada
hMenren untuk menestapkan estimas potens! sumber
daya ikan, juntlah rangkapan [kan vang diperbolehkan,
tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, dan alokasi
sumbecr daya ikan di sctiap WFPNEL

Dalam menetapkan ecstimasi potensi sumber dava
ikan, jumlah tangkapan fkan vang diperbolehkan,
lingkat pemanfaaran sumber duaya ikan, di oseligp
WPFNEI sebagaimuna dimaksud paca avat (2p, Menter
membentuk komisi nasicnal penphajian sumber daya
ikan.

Komisi nasional sebagaimana dimaksud pads avat {3
bertugas mztnberikan masukan danfatan
rekomendasi  kepada  Menleri mengenal  estimasi
putensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan Tkan
vang diperbolchkan, dan tingkat pemanfaatan sumtbser
daya ikan.

Fomisl nasiohal scbagaimana dimaksud pada avat (3)
berasal darni uesar Kemenerian,
kementcrian,/lemhbaga, perpuruan tinggi, dan pakar.

Ketentuan lebibe lanjut mengenai komisi nasional
pengkajian sumber dayva tkan scbagaimana dimaksad
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri

Pasal 41

Dalam rangka pengelolaan sumber dava ikan yanog
herkelanjutan, Pemerintah menetapkan  rencana
Penpelolaan Perikanan.

Fencana  Pengelolaan Perikanan  sebagaimuana
dimaksud pada wyat (1) ditetapkan berdasarkan
'WPFPMNE! danfatau jenis Jkun.

Untuk melaksanakan rencana Pengelolaan Perikanan
sebagaimana dunaksud pada avat [Z), Pemerintah
menctapkan Lembaga Pengclola Perikanan di WPPKR].

I4) Pemorinlaly . . .
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Fermerintah  mendelepasikan kewenangan  kepada
Menters untuk menetapkan rencana Pengelolaan
Penkanan sebhagammana ditnaksud pada awvat (1) dan
Lembwpa Pengelala Perikanan di WPPNEI sebagaimana
dimaksid pada avart [3)

Ketentuan mengenal rencans Pepgelelaan Perikanan
dan Lembaga Pengelola Pernkanoan odi WPPNRETD haruar
dengan Peraturan Mentcri,

Pasal 42

Nalam rangka mendukunp kebjakan pengelolaan
sumber daya ikan yvanpg berkelanjutan, Pemernntzh
rmetietaphkan uluran atou berat munimum jonis lkan
yang boleh ditangkan.

Ukuran atall beral minimum jenis lkan vang boleh
ditangkap schagaimane ditmaksud pade avat (1)
diterapkan berdasarkan kajian yang dilakukan aleh
lembaga rizet pemerintah dan/atau perguruan timege
vang melakukan penelitian dan pengkajian d1 ndang
perikanan.

Perperintab mendelegasikan  kewenangan kepada
Menlerd  wntuk  menctapkan ukuran atau berar
minimum  jenis  lkan  wang  bholeh  ditanglkap
scbagaimana dimaksud pada ayat {1

Ketenruan mengeral ukuran atau berat minimum jenis
Ikan vang boleh ditangkap scbagaimana dimaksud
pada avat [1) diatur dengan Peraturan Menter,

Pasal 43

Italam rangka mendukung kebijakan pengelolaan
sumber dayva ikan yang berkelanjutan, Pemenntah
menetapkan peheepahan pencemaran dan kerusakan
sumbear daya ikan serta lingkungannya.

Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber dava
ikan serla lmghungannya  sebagaimana  dimaksad
pada awyat [1} diluangkan dalarm norma, standar,
proscdur, dan kriteria,

(3] Pemennzh . - .
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Pemenntah mendelcpasitkan  kewenangan  kepada
Menteri untuk menyusun dan menetapkan norma,
standar, prasedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}.

Norvma, standar, prosecdur, dan krileda sebagaimana
dimaksud pada ayvat |3) menjadl pedoman bag Mconten,
gubernur. bupslt/wall kota, dan Setiap Orang dalam
mclakukan pencegahan pencemaran dan Kerusakan
sumber daya tkan serta lingkungannya.

Ketentuan lebih  tlanjur  mengenai  pencegahan
pencernaran dan kergsakan sumber daya ikan serla
lingkungannya sehagaimana dimaksud pada syat (1)
dianit detigan Peraturan Mentert.

Pasal a4

Dalarg rangka mendukung  kebijakan  pengelelaan
sumbecr dayva ikan yang berkelanjutan, Pemerintah
menetapkan rehabititasi dan peningkatan  suember
dags 1kan serta ingkungannya.

Rehalulitasi dan peningkatan sumber daya ikan serla
lingkungannya sehagrimana dimaksid pada ayval (1)
dituangan dalam norma, slapndar, pressdur, dan
kriteria,

Pemerintah  mendelegasikan  kewenanpan  kepada
Mentenn untuk menyvusun dan menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria sebagairoana dimaksud
pada ayat (2.

Norma, standar, prosedur, dan krnitena schapaimana
dirmnalsud pacdsa ayal {3 menpadl pedoman bag Menter,
puberngr, bupatifwall kols, dan Setiap Orang dalam
melakukan tehalnlias dan peringkalan sumber dava
ikan serla hinekunseanone.

Keteptuan lebah  lanjut mengenal rehabihitasi dan
peningkatan sumber dava itkan scria lingkungannva
diatur dengan Peraturan Menler.

Pasal 45 . . .
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Pasal 43
Dalam rangka pemanfdatan sumbxer daya tkan dan
lingkunganya secara bertangmung jawab, Pemenntah

Pusat mengatur jenis alat bantu penangkapan lkan de
WFPHRT.

Jemis owtal baniy penangkapan fkan  sebapaimana
dimaksud pada avat [1] terdin alas:

a., rmumpon, dan
b lampu.

Pemerintaly  Pusat  mendelegpasikan kewenangan
kepada Menteri untuk menpatur jenis alat bantu
penengkapan Ikan di WFPHEI sebagaimana dimaksad
pacla avat (1),

Kelenlban lebilh lagput mengenal jerms alar banmny
penanpkapan [kan scbagaimana dimaksod pads ayat
{2] diatur dengan Peraturan Mentert.

rasal 46
[Dalam rangka meninpgkatkan pengelolaan sumber daya
ikan secara tertib dan bertangeung jawab scria
meminitmalisasi potenst konflik, Pemcrintah
melakukan penataan andon penangkapan lkan.

Penataan andon  penangkapan Ikan sebagaimana
dimmaksugd pada apar [1]) diuangkan dalam oorma,
standar, prosedur, dan kritenia,

Pemernintah  mendelcgasikan  keowenangan kepada
Meniery untuk menyusun dan menclapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud
pada aval (2).

Andon Pemangkapan Than sehagaimana  dimaksuc
pada aval (2 dilakuban dengan keleniuan:

d.  kapal Penangkap lkan berukuran paling hesar 30

(Liga puluh) gross tornage dan

b, berdasarkean kesepakalan Liersama
antargubernur  dan  ditindaklanjsti. dengan
PETLYUSUTIAT perjanpan kera sams penangkapan
lkan eolch kepala dinas atau pejabat vang
ditunjuk.

(0] Kerantuan . .
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Keteniluzan lebih lanput mengenai penaraan  andon
penangkapan lkan sebagaimana dicnaksud pada mvat
[1} diatur dengan Peraturan Menter,

Paszal 47

Dalam  rangka memenukn kebutuhan data dan
informasi  dalam  pengelelaan sumber dava  ikan,
Pemerintah mealakukan pengumpulan data melalui log
Eonk perangkapan [kan,

Log book penangkapan lkan sebapaimana dimaksad
pada avat {1] ditsangkan dalam norma, slandar,
prosedur, dan kriteria.

Pemerintah mendelegasikan kewenangan  kopada
Menteri untuk menyusin dan menetapkan norma,
standar, prosedur, dan koiteria scbagaimana dirmaksuid
pacla aval (2],

fewg ook penangkopan lkan sebagaimana dimakesud
pada avat (1) dust oleh MNakhoda secara manual alaa
clektronik.

Pasal 18

Dralam  rangka memenuhi penelapan kebijakan
pengelolaan sumber daya ikan yanp berkelanjutan,
perlu didukung data yang objektif dan akurat terhadap
kegiatan penangkapan [kan dan pemindahan Than,

Dala sebagsimana dimaksud pada avat (1] dipernleh
sovara langsung di atas Kapal Penangkap lkan dan
hapal Pengangkut lkan melalui kegiatan pemantauan
di atas Kapal Penangkap lkan dan Kapad Penganghkut
Ikar.

Pcmantauan di atas Kapal Penangkap lkan dan Kapal
Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada aomat {2)
dituangkan dalam norma, standar, prosedur, dan
keritesia.

Femerintah memhberikan kewenangan kepada Menteri
untul menyusan den menctapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksad paca
avarl [3].

(3] Pemantauate . . .
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Pemanialan o alas Kapal Penangkap lkan dan Kapal
Penpangkut lkan sebagamana dimaksud pada avat [2)
dilakukan oleh pemantau penangkapan [Kan dan
penegangkutan lkan untuk mendapartkan dara vang
objekil dan akurat mengenai:

a. lkan hasil tangkapan;
b. daerah penangkapan lkan;
.o wakilu penangkapan Ikan;

jenis alat ponangkapan lkan dan alat baniy
pcnangkapan lkan: dan

e.  kegiatan pemindahan lkan hasil lapgkapan dari
Kapal Penangkap tkan ke Kapal Penangkap Than
danfatan ke Kapal Pengangkur lkan yang
tli perbalehkan.

Bagian Kedua

Sistem Pernantalan Kapal Perikanan

(1}

(2]

(3]

(%]

Fasal 49

SPKP digunakan untuk mengetabui pergerakan tun
aktivitas Kapal Perikanan vang memperoleh Perizinan
Beruzahe atau perserypuan darn Menterd,

Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
wajihy mernazang Transmiter SPKP sebelum melalkukan
kegiatan Perikanan atau kegiatan penpangkutan lkan
hidup.

Ferizinan Berusaha sebapaimane dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan bagi kapal latih perikanan dan kapal
penclitian feskplovasi pecikanean.

Kapal lauh perikanan dan kapal penelitian/feksplorasi
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) harus
mendapatkan perselvjuen dari Menterd

Pasal a0

SPRP schapzimana dimaksud dalam Pazal 49 avat (1) rerdird
SHEEE

.

pengelola SPRE;

b, Pcoyedia | . .
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Pernveclin SPKE;
Perngpund SPKF;
prazarana SPKF; dan
sarana SPKP.

Pasal 51

Dalam melaksanakan SPKP, Menteri bertindak selakuy
Fengelola SPKP sebagaimang dimaksud dalam Pasal
20 hunal a

Frngelola SPRP scbagsimana dimaksud pada ayatl [1]
bertugas:

a. menyedinkan dan mengoperasikean SPKF;

b menyusun tata laksana penyvelengearaan SPKP:
. mnenelapkan Penvedia SPKP;
s

melskukan  pemantasnan terhadap Kapal
Pernikanain,

¢, menyediakan layapan akscs pemantauan Kapal
Perikanan melalui laman SPKP dan/atau melahn
pesan singkat {short message services gatewady).
dan

i melakukan analisis data SPKP.

Pazal 52

bMenterl menetapkan Penyedia SPKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 hwuf b omelalui surat
persetujuan Penyvedia SPKP.

Fersetujuan sebagaimana dimaksud padz ayat [1)
diterbitkan apabila memenuhi perovaratan teknis dan
persyaralan administrasi

Surat  persetujuan Penyedia  3PHP scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlabu paling lama 5 {lima)

rahun sejak diterbickar.

Penyedia SFRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wallh memberikan pelayanan berupa:

a4, mecnyediakan Transmiter SFKP denpan nomor
identitas [ID} yang unik; dan

;. mengirim . . .
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E. menginm data posisl kzpal Perikanan secara
terus menerus kepoda Penpelola SPRP.

FPasal 33

Kapal Perikanan selaku Penpguna SPKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huri © harus memasang
dan mengekiilkan Transmiter SPRP.

Kapal Perikanan sehagaimana dimaksad pada ayat {1)
yvang telah terpantau di pusat pernantauan Kapal
Perikanan ditcrbitkan SKAT dalam hentuk kartu
elelztronik.

SKAT sebagaimana dimaksud pada avat [2} berlaku
untuk jangka waktu paling lama 1 {satu) tahun dan
dupal dilakukan perpanjangan maupun perubaban,

Fengguna SPKP schagaimana dimaksud pada ayat {1):

4.  walib mengaktilkan Transmiter 3PEF secara tcrus
MENES;

b.  wajib membawa bukti kepemilikan SKAT pada
saat Kapal Penkanan melakukan kegiatan
perikatan; dan

o.. dilarang memindahkan Transmitcr SPKP,

Kewajiban menggkiifkan Transmiter SPRFP secara Lerus
menerus schagaimana dimaksued pada avat (4] huruf a
tlikecualikan dalam hal:

A Transmiter SPEKP rusak;

Ir. kapal dalam perbalkan idocking];
c. kapal tidak beroperasi; dan

d. keddaan kehar (force miofenrs)

Faszal 54

Prasarana SPKP sebapaimana dimaksud dalam Pasal
50 huruf d berupa Pusal Pemanlauan  Kapal
Perikaran.

Pusgt Pemanravan Kapal Perikanan schagaimanz
dimaksud pada ayal [1} herupa:

H. FUaNgAn . .- .
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4. ruangan  vartg memadsn untulk omeletakkan
seluruh peralatan dan aktivitas petugas operator
3PRP,

b.  pecrangkat server untuk aplikasi dan basis data;

. perangkat pemantauan dan analisis data BPKP.
dan

d. faringan koneksi komunikasi data vang aktil
selama 24 (dua puluh empat) jam seliap hart,

Pasal 55
Sarana SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
harut & berups Transmiter SPKP.

Transmiter SPKP scbhagaimana dimaksud pade aval (1)
harus memenuhl persyaraian:

#. kompatbel/terintegrasy dengan sisten di Pusat
Pemantavan Kapal Perikanan;

b, memiliki cabupan satelit global;
. trermdiki nomor iWdentitas Transmiter 3PKP;

d.  dapat menginim data posisi kapal paling sedikit
seliap 1 (saru) jam sekali secara feris menerus,

¢, dilengkapi dengan pengaman herupa sepet; dan
I memiliki sertifikat alat Teansmiler SPKFE,

Pasal 56

Fenyedia SPKP yang tilak melaksanakan kewajiban
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 52 avat [4) diltenai
sanksl administratil berapa:

g, perningatan tertulis:
. pembekuan surat persetujinan Penyedia SPEP;

. pencabulan sural persetajuan Penyedia SPRP;
dun/atau

i, denda administratit.

Penpguna SPKF yvang tidak melsksanakan kewajiban
schapaimana diwaksud dalam Pasal 32 ayat [4] humal
a dan huraf b dikenai sanksi administracil berupa:

a.  pervingatan Lertulis;

b. pembekuan | ..
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b, pembekuan SKAT
c. pencabutan SKAT, dany/atan
d. denda administratif.

{2] Pengguna SPKFP vang melanggar ketentuan Fasal 53
aval (4 hural ¢ dikenan senksi pidana seanai denpan
kcrentuan peraturan perundang-undangan.

4] Terhadap Penvedia SPKP yang lwlab dikenat sanlkes
admunstratll berups pencabutan surat persetu)lan
sebapgal Penyedia SPKP schagaimana dimaksud pada
avat [1} huruf c, wajib melakukan pengalihan
pelayanan 3PKP ke Penvedia BSPKEP lain yvang telah
menclapal perseidjuan.

{9 Denda administoall sehapairnana dimalkesuad pada avat
(1) bhural d dan ayat (2] bhumd d merupakan
penerimaan negara bukan pagak.

Pazal 57

Ketentuan  lelih danp mengenail SPRP selapgaimana
dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasat 55 dan tasa
cara pengenaan  sanks administranl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 diatur dalam Peraluran Menleri.

Bagian Ketipa

Jenis Tkan Barg yang Akan Dibudidayvakan

Pasal 5%
(1} -Jenmis lkan Bary yang Aken Dibudidavekan berasal
dlari:
a. lkan hasit domestiloasy:

h.  lkan hazil introduksi;
.  lkan hasil petmuliaan; cat

d.  lkan produk rekayass penetik.

{2] Jenis . ..
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(2} Jenis lkan Baru  yang  Akan Dibudidayakan
scbagmimana dimaksud pada ayat {1] berupa:

a. benih; dan
b. calon induk danyatau indyk 1kan.

(3t DBemhb sebagaimana dimmakeud padae aval 12) hural &
terdirt atas:

a. heruh sebar; dan
b, berub bina.

4] Calon 1nduk danfatau induk Ilkan sebagairmnana
dimaksud pada ayae 2] huraf b terdir atas:

. calen anduk dangatau induk penjenis,
I, calen induk danataw indul dasar; dan/atan

. calen mcduk dan/atauw induk pokok.

Pagal 55

Jemis [Tkan Band vang Akan Dhibudidavakan vang borasal
dari [kan produk rekayasa genclik scbagaimana dimaksod
dalam Pazal 58 ayat (1) hurnif d dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang undangoan  mengenal
rekavasa genetik.

Pasal &0

(1) Jetizp Orapp, nsEns Pemenineah, atan Pemenincah
Dacrah yang akan menpadzskan Jenus lkan Baru yang
Akan Dibudidavakan harus melakukan pengujian.

{2 Pengupan sebagaimana dimaksud pada ayat (L)
meliputi:

a.  uji isik;
B.  un fisiolopgr;
c.  uji genetk; dan

d. uji ketahanan peoyakil.

Pasal &1 . . .
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Pasal &1
L fraik scbapaimana dimaksud dalam Pasal 60 avat
(2} hurud a meliputi panjang 1atal, bobot total badan,
panjang lingkar badan, perbundingan panjang kepala
dengan panjang badan, bobot tanpa lkepala, dan
warna.

Uji fisiolog sebagsimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat [2) huru b meliputi karakterislik pertumbuhan,
teletansi hngkungan, dan analisis proksimat atau
kuaiitas daging.

Ly goncttk sebagaimana dimaksud dalam Fasal 60
ayat [2) huruf o mehpati karsbeteristik Deoxgpibanuciaic
Actd (DNA) mengkuti metode  Standar  dengan
patatneter keragaman genetik dan heterogigosilas.

LI kKetwhanan penyakit sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 60 ayat (2] haruf d melipati ketahanan werhadap
penyakit yang diakibatkan oleh jumur, parasit, bakteri,
dan vims,

Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat [1] saropal Jdengan
ayat {4) diarur dengan Peraturan Menteri.

Fasal &2

Setiap Jenis Ikan Baru vang Akan Dibudidayakan
harus mendapatkan penctapan  pelepasan  ¢ar
Merterd.

Untuk  mendapatkan penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat |1|, Zebvap Orang, instansi
Pemerninlah, atan Pomerintabh Daecrah hamas
menyarnpaikan permohonan secara fertulis kepada
Menten disertal dengan persyaratan paling scdikit:

B. naskah akadcmik: dan

b, wsulan nama Jenis lkan Baru yang Akan
Chbudidayalkan,

{3] Haskah , ..
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Maskah akademik sebapaimana dimaksud pada ayat
(2) humal a memuoat:

a.  hasil penpujian, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64} aval [2);

o penjelasan tentang koesesuaian, keooggban, dan
manfaat vang terdirl atas aspek teknolopi, sosial
ckonomi, dan lingkungan celen Jenis Tkan Barmg
vang Akan Dibudidayakan; dan

c. kebenaran =zilsilah  deskripsi  dan  metode
donestikasi, introduksi, atau pemuliaan.

Rerdasarkan  permohunan sebagammnana  dimaksud
pada ayat (2), benterr melakukan penilaien dalam
jangka waktu paling lama 45 fempal paduh ima) harl
kerja scjak permohonan diterima secara lengkap.

letentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan rata cara
penvusunan naskah skacemik sebagaimana dimaksud
pada avat {3) diature dengan Peraturan Menteri,

Pagal 5.3

Menter: selelah miclakukan penilaian =sebagaimana
dimaksud dajam Pasal £2 ayat (4] menetaplan
pelepasan Jenis [kan Bam vang Akan Ditwicdiclavakan,

Penelapan pelepasan Jenis Ikan Baru vang Akan
Chbudidayakan sebapaimana dimaksud pada ayac (1)
paling scdikit memuat:

a. mnama Jenis lkan Bac: vang Akan Dibudidayakan;
k. deskrips, yvane terdid atas;

1.  takscnmi;

2. keunggpulan fenotip dan genotip;

S, karakler reprodulks;

4. slabus kesechatan lkan;
3. toleranst rerhadap ingkungen; dan

.  sediaan mdulk,

0. it [kan borwama.

(3] Ma=a . . .



SK Mo 0B66TE A

(3]

[1}

(<)

i3

(%)

o

FRESIDEN
REPLUBLIK IROMEF SiA

- fHil} .

Masza Derlaku penerapan pelepasan (Jenis tkan Baru
vang Akan  Dibudidayokan disesumiken  dengan
karakteriatil jenis [kan.

Pasxl 64

Pemilalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat
4] meliputi;

s, kecungeulan;

B,  kelaikan edar;

. kesesyaian jenis Ikan; dan
d. manfaal.

Ferulaian keunpgrulan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) huraf a paling sedikit terdin avas;

4, kecepatan pertumbahan;
k. daya tahan terbadap penyvakit lkan:

<. daya ahan lerhadap toleransi atau perubahan
lingkungan perairan;

d.  kecepatan berproduksi; dan
. keseragaman ukuran.

Penilalan kelaikan edar sebagaimana dimaksud pada
avat {1] hurof b paling sedikit terdin atas:

a. bebas dari hama dan penvakit Tkan fertenr
dan/ateu hama dan penyakit tkan katanting;

L. bdak meruaak lingkungan;

. lwdak membshavakan kelestarian sumber dava
ikart; dan

d. ndak membahayakan kesehaian manusia,

Fortilnian  kesesuaian  jenis  [kan  schagaimana
dimaksud pada ayat (1} buregf o paling sedikit terdird
atas

4, kebcocnaran silsilah;

b, kebenaran deskripsi; dan

. kebenaran ..,
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C. krbenaran metode domestikasi, introduksy, atau
pemulizan.

{5 Penilaian manfaat sebagaimana dimaksad pada ayal
[T huraf d paling sedikit terdici atas:

#, aspek teknologr; dan

b. aspck ckonomi.

Pusal 65

Pemberian nama  Jenis lkan  Bamg yang Akan
Dibudidayalan harus memenubn ketentban:

a. mencerminkan identites jems danjatan  varieras
Lersangkutan,

. tdak menimbellkan kerancuan karakileristik, nmilai,
atal) idenhitas sua jenis danfaland varieias;

o, ddak mengegunakan nama wns dan/atau vanetas
vang sudah ada:

d. udak mengpunakan nama lambang Negara;

e. dapat menggunakan nama daerah, balay, umut
pamuliaan, perasahran, amELe pecrrEngan dengan
sifglaran;

Lidak tebah dar 30 {Lga puluhl harnaf;

bukan merupakan merck dagang;

oo

tidak menggunakan bahasa asmng;

[
H

tidak ditalsirkan sebagali mempeorbesar  nilat
sesunpguhnva dari varietas tersebut,

i- tidalkr mengpunakan tanda bacs; dan

k. Udak menggunaken nama on, spesies, alaw nama
latity untuk pENgEunaan kKata runggal.

Fasgal &6

(1} Menteri melakukan monitoemng dan evaluas: terhadap
Jems lan Baru vang Akan Prlnchidayvakan vang telah
mendapatlian keputusan pelepasarn.

2} Monitoring dan evaluss sebagatmana dimaksud pada
ayal (1) melipaati:

a. kctersediaan - . .
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|, ketersediaan dan distmbus;

b, konsistens desknipsi, yane meliputn;
1. keungpulan feniotp dan penotip;
2. karakter reproduksi;
3.  stalus kesehatan Ikan; dan
4. inleranst terhadap lingkungan.

WMonioring dan evalupsi sehagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan setiap b [enam] bulan selkak.

Dalam hal monitorng dan evaloast vang dilabkukan
dikctabhu bahwa -fenmis [kan Bara yane Akan
hbudidavakan tidak scsual dengan deskripst pada
kaputusan pelepazan, Menteri melakukan penarikan
Jenis lkan Baru yvang Akan Dibudidavakan vang telah
mendaparkan Kepmatmsan pelepasat.

Ketenrian lebih lanpal mengenai trfa cara monitoring
dan  ovaluast  Jemws Jkan Baru yang Akan
Mibudidavakan diatur denpan Peraturan Menteo.

Baglan Keompat

Jenis lkan dan Wilayvah Penebaran Kembali

Bera Penangkapan Ikan Berlmsis Bod Daya

Paragral 1

Jents [kan vane Akan Dichar Kembali

(1]

(4]

Pasal 6F

Jenmis [kan vang akan ditebar kembali terdicl ato;
a. Jenis Ikan azh; dan

b. Jenis lkan bukan berasal dan alam Indonesia,

Jenig lkan ashh vang ditebar kembali sebapaimand
dimaksud pada avat [1] huruf a denean koitena;

da. populasinya mulal menurun dan hampir punah
walaupun tcknelogl pembenthannya sudah
dikuasai:

k. tidak mengancam keanekaragaman hayat,

L. BPUnYan .
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. mempunval pertumbithan cepat,
d. disukai masyarakal sclempat;
€. memnpunyal haregs jual vanp baik, dan
[, mempunyal manfaast bagl hnpkungan  sumber

dava ikan.

{3) Jems [kan bukan berasal dari alam Tndonesia vang
ditebar kemball sebapaimana dimaksgd pada ayat ()
huruf b dengan Kriteria:

a. telah dilakukan pelepasan berdasarkan teknolog
pethenihan vang sudabh dikuasal scsual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.  udak mengancam  keanekarageman  havan,
mcinatikan plasma nutfah asb, atayw meogurangi
mutu genetik plasma nutfah asli;

mempunya pertumbuban Cepal;
disukai masyaraket setempal;
mempinyai hargs jual vang baik; dan

- 7 oo on

mempunyal manfaat bagl lingkungan sumber
daya ikan.
(4} Jems lkan yang ditebar kembali berupa benih dan

calon induk yvang merupakan hasil Pernbudidayaan
lkan.

(3]  Ketentuan lebih lamjuf mengenal jenis lkan yang akan
ditebar kembyal diatur dengan Peraturan Menren.

Paragraf 2

Wilayah Pconcbaran Kombali

Pasal &R

Wilayah penebaran kembali ierhadap jonis lkan  asli
sebagaimana dirmaksad dalam Pasal 57 ayat [1] burnf a
meliputi:

8. perairat . ..

Sk Mo 086675 A
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perairan Indonesiy;
SUNERAL;

danau;

waduk;

tewa; dan

yenangan air lainnya yang dapai dinsahalan.

Pasal o9

Wilavah penebaran kembali sebapgrimana dimalosud
dalam Pasal &8 harus memenuh knleria dmm
scbapal berikut:

a,  dalam lingkungan terkontrol;
b, populast sumber daya ikan menurun;

. kondisi perarannyva mendukung kehidupan [kan
ranpg akan ditebat;

d.  lerdapal kelompek  masyarakat  pengelola

PETHITATL

¢,  terscdianya akses transportas yang memadai;
dan

f.  terhindar darl potensi terjadi pencemaran,

Perairan Indonesia yang akan dilakukan pencbaran
kemhali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 hymaf
a merypakare Laur  teriforial - dan/aran perairan
pedalaman dengan koteria Ehusua:

a. terlindungt; dan
b.  berbentuk teluk dan chung.

Sunpai yang akan dilakukan pencbaran  kemball
stbapaimana dimaksud dalam Pasal 68 hurul b
denpan kriteria khusus:

a. aliran awr wvang dapat dimanfaatkan dan
berlangsung sepamang tahun; dan

L. lkedalaman pada saat musim kemarau paling
sedikil B0 lenarm puluoh] sentineter.

(4) Drapau .,
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Danal vany akan dilakudkan pencbaran kembali
schagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf € dengan
kritenia khusus:

a. tngkat kesuburan perairan tingg [eutrohkasi),

b.  mempunyai  ghian air . pemasukan dan
pengeluatan,

. untuk danal vang mempunyal spesics  [han
endemik, jerus [Han lainnva nidak boleh ditebac;
dun

d., kedalaman air pada saat musim kemarau paling
sedikit 1 [satu) moeler.

Waduk sebagaimana dimalsnd dalam Pasal 68 horal
d dan rawa sebaymimena dimakesud dalam Pasal o8
hurul & yang akan dilaskukan penebaran kembials
dengan krteria khusus;

a.  lUngkat kesuburan perairan tingg [cutrofikasi);
dan

b. lkedalaman air pada szaat musim kemarau paling
sedikit 1 {satu) merer.

(renangan air lainrye vang akan dilakubkan penebaran
kemball sehagaimand dimaksud dalam Pasal 88 hural
fdengan kniteris khusos;

m,  tngkat kesuburan perairan onpgl feutrobikasi);

b.  tidak mengandunpg unsur yang berbahaya bagi
lkan maupun untuk dikonsumsi; dan

c.  kedalamen air pada sast musnm kemaray paling
sedikit 1 {satu) meter.

Ketentuan lebib  lanjur metgenai krileria wilayah

prenebaran kemball sebagaimana dimakaud pada ayat
[T} satopai dengan avar [B) diature dengan Peroluran
berler.

Paragral 3 ...
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Paragral 3

Kekanisme Penebaran Kembali

Pazal 70

Mckaniume penebaran kemball jenis Ikan dilakukan
melalui;

.

identifikasi sumber daya perairan dilakukan pada
tahap zowal untuk menentukan jumbah dan jenis
lkan vang tcrdapat Jdi perairan tersebar;

penetapan  jumlah  yeng ditebar disesuaikan
dengan kondisi peraican hasil identifikast sumber
dayu perairan;

peneniian jenis lkan vang ditebar memenuohi
standar nasional danjfatad berasal dan hasil
pembenihan yang bersertifikat dan telah melahs
proses aklimalisasi; dan

penebaran  yang baik dilakukan pada saal
iniensitasz  cahaya rendah dan pada waktu
permukaan air tinggt,

Ketenruan  lebibh lanjut  mengenal  mekamstme
pencharan kembali jenis Lkan sebapaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur denpan Peraturan Menteri,

Paragral 4

Penanglkapan lkan Berbasis Budl Daya

(1]

lPasal 71

FPenangkapan Jhan Berbasie Bodi Dayva dilakukan
dengan memperhatilcan:

8.
I3.

+H

urrur [kan kensumsi,
metode penangkapat;, dan

learifan lokal.

(2} Weaur . .
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Umur Tkan konsumsi sebagatmana dimalksaud pada
ayal (1] hurot a berumur minimal 3 jtiga) bulan.

Metode penangkapan schagmimana dimaksod pada
ayat (1) hurul b harus memenuhi kriteria-

o, tidak merusak lingkungan;
. ndak menimbulkan pencemaran; dan
. tidak memurus siklus reproduks: Tkan.

Kearifan lokal schagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul ¢ merupakan beotuk pelindungsn erhadap
sumber daya kan suaty wilayah vang secdrs tomn-
terurun  diweriskan borupa  aturan adat  istiadat
renduduk sesiual dengan poelens: vang dimiliki aleh
masing-masing wilavah.

Teknis pelaksanaan  terhadap Penangkapan lkan
Berhasis Budi Dayva sebagaimany dimaksud pada ayal
(1} diletapkan denpan Peraturan Meoten.

Pasal 72

Penangkapan lkan Berbasis Budl Dave dilakukan
dengan menggunakan alat penangkapan lkan yvang
ramah lingkungan.

Pengpunasn alat penangkapan lkan sebuagaitnana
dimaksud puds avat [1] scsuwal ketentuan peratuiran
perundang-undangatt.

Paraprafl 3

blonitoring dan Evaluasi

Pasal 73

Monituming dan cvaluasi terbadap jenis Tken dan
wilavah penebaran kembali serta Penanpgkopan lkan
Berbasis Budi Dava dilakukan cleh Menterd, giihernur,
atau bupati/wali kot sesual dengan Kewonangannya.

{2] Manitoning | .
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{2] Motitoring dan evalyasi sebegatmana dimaksud pads
ayat (1) dapat melibatkan nelayan,

(2] Montontg dan évaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilakukan terhadap peckembangan den fatay
jwmlah hasil tangkapan.

Bagian Kelima
Wabah dan Wilayvah Wahkah Penyalkit lkan

Farzgraf |

Llriittn

Fasal 74
FPenetapan wabah dan wileyah wabah meliputi:

& penclapan jenis-jenis penyzkit fkan vang berpotensi
menjadi Wabkah Penvakit lkan;

b, tata cara penstapan Wabah Perryakil lkan dan wilayah
Wobah Penyakit [kan; dan

<. penanganan Wabah Penyakit lkan dan pengendalian
penyakit 1kan.

Paragraf 2
Pepetgpan Jenis Penyakit lkan yang
Berpotensi Menjadi Wabkah Penyakit [kan

Pasal 75

(1} Penetapan jenis penyakit kan vang berpotensi menjadi
Wabah Penyakit [kan didasarkan pada pertimbangan
ringkat keganasan alay patogenitas penyakit lkan.

(2} Jenis penyakit [kan sebagaimeana dimaksud pada ayat
(1} berupa:

a. penyakil likan penung; atau
k. penyakit lkan tertentu.

[3) Penyakit . . .
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[3) Penwvakit lkan penting sebagaimanz dimaksud pada
ayal (2] huruf a memiliki koteria:
a. mempunya daya patogenitas yang Lneggi
b pepyvebarannya copal;
o, meavebabkan Kematian massal, dan
d

tclah  diketabhwy  patogery penyebab,  metode
diagnosa, dan transmisi/ pola penyebaran,

(4} Penyakit lkan tertentu sebagaimana dimaksod pada
ayal (2] hurof b memiliki kriteria;

a.  mermnpunya dava patogenitas vang tinggi;
b.  penyebarannya copal;
.  menyvebalbkan kematian massal; dan

.  belum  diketahui  patogen  penyebab, melode
dhapnosa, dan transmizi)/ pels penyebaran.

15  Jenis penvakit [kan yang berpotcnsi menjad: Wabuah
Fenyakit lkan scbagaimana dimaksud pacdla ayat (1)
ditcrapkan dengan Keputusan Menteri,

FParagral 3
Tata Cara Penetapan Wahah Peryyakit lkan
dan Wilavah Wabah Penyalir lean

Fasal Y&

(1] Penetapan Wabah Penwakit Tkan serta witayah Wabah
Penyakit [kan bertujusan untuk pencegahan  dan
penanganan penvakit loan,

(2]  Penetapan Wabah Penyalar kan serta wilayah Wabah
Fcnyakit Tkan sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
ditctapkan gleh:

a. Menten, untuk wilayah Wabah Penwvakit Ikan
lebih dami 1 {satu) provinsi berdasarkan laporan
gubcmur; dan

b. gubernur . . .
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. pubemur, wmuk wilavah Wabah Penvekit lkan
berada dalam 1 [satu] provinsi berdasarkan
laprran bupati/wall kota,

Laporan sebagaimans dimaksud pada ayat (2] hural a
dan huruf b paling sedikit memuat:

a. lolasi 1eriniekst; dan
b, lokas] belas Wabsh Penvakit lkan,

Lokasi terinfeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a merupakan wilayah yang ditcmukan kasus
Wabah Penyvakit [kan.

Lokasl bebaz Wabah Penyakit lkan sebapaitmana
dimaksud pada avat (3} huruf b terdin atas:

a. lokasi bebas secara historis; dan

. lokasi belbas sctelah dilakokan berbagal apaya
pengondalian.

Lokpsi bebazs secara historis sebagaimana dimaksud
pada avat (3) hurul a merupakan wilavah yang bdak
pernah ditemukan kasus atau spen penvebab Walah
Penvakil Tkan.

Lokasi Lebas  sewclah <dilakukan  boerlragal  upaya
pengendalian acbagaimana dimaksud pads ayat [3)
harmaf b merupaken wilayah vang pernab ditemukan
kasus atay agen penyebab Wabah Peoyalac lkan,
kemudian berdasarkan hasil surveilan dan monitaring
sudah ridak ditemukan lagi.

Puragral 4

Peparganan Wabah Penyakil Ikan dan Pepgendalian Penyakit [kan

SK Mo 086608 A

(1)

Pasal 77

Fenanganan Wabkah Penyvakit lkan dilakukan oleh
guglls tupas tangeap darurat penvaekit kan melala
tindakan tanpgap darurat.

(2] Tindakan ...
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Tindakan tangesp darurat sebagaimana dimaksod
pada ayat [1) meliputi:

4. purehcanaan tanggap daiuarat;

b. pelaksanaan wanggap darurat; dan

. cvaluasi tanggap darural.

Fasal 78

Prrencanpan tanggap darurat sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 77 avat {2) hurul a disusun setiap tabun
dan dituangkan dalam dokumen perencanann ¥ang
melipati

A USUhan orpanisAasi FUEUs tupay;
b. sisiem peringatan din,

c.  sislern deteksi dini;

d. eistem respon dini; dan

e. standar ¢perasional prosedur.

Susunan  orpanisasi gugus  tuges sebagaimana
dimaksud pada ayar (1) buruf a terdiri atas:

4, PUELS tugas nasicnal,
b, pugus tugas provins, dan
C.  pPugus tugas kabupaien/kota.

Sistemn penngatatt dine schagaimana dimaksud pada
Aavat (1} hwrul b dilakukan untuk peogamtbxilan
tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengarangi
rnsiko terjadinva Wabwh Penyvakit Than.

Sistem deteksi dinl setwpgaimana dimaksud pada avat
(1} huruf c dilakukan untuk menperahui diagnosa
suzlu penyakit secara cepat dan topat.

Siglem respon din sebhagaimana dimaksud pada ayat
(3) burul d dilakukan untuk meminimalisasi dampak
Wabah Penyvakit lkan sccara cepat dan topal.

t) Standar . ..
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Standar operasional prosedur sebagaimana dimalksid
pata ayat (1) bund & metupakan dokumen yang
berisikan prosedur vang harus dilakokan  secara
beruruilan uniuk ranggap damirat,

Pazal 70

Pelaksunaan ranggap darurat sebhagairnana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (2) hura! b meliput:

a.  membentuk organisasi gugus tagas;
. rndakan peringatan die;

c. Undakan deteksi ding; dan

d.  tindakan cespon din,

Pocmbentukan organisasi gugus Tugas sebagaimana
dimaksud pada aval (1) hural a ditetapkan oleh:

a. Menteri uniuk gUpUs [Ugas nasion:sl;
b, gubernur untuk gugus togas provinsi; dan

. bupatifwali kata uniuk  gupus ILgas
kabupatenkota,

Tindakan peringatan dini sebagaimana dimaksud pada
ayval [1) haruf b dilakukan dengan menvediakan dan
menyebarluaskan informasi gejala penyakil Tkan.

Tindakan dereksi dini sebagaimana dimaksud pada
avat |1] lmrat © dilakubkan dengan:

A,  investigasl lapangan;

k. penpambilan sampel;

c, pengupen sampel; dan

d. pelaporan hesil investipasi dan hasl pengujian.

Tindakan respon dinl sebagaimana dimaksud pada
avat (1] hurul d dilakukan melatui;

a. pelaksanaan kebijakan tangeap darurac;
b.  pcnanganan penyakit lkan; dan

c. penvampatdn Japoran hasil pelaksanaan respon
dini.

Fasal A0 . . .



SK Mo {6665 A

o~

FRE= 1M
REPUSLIE IHMOOME 14

CTE -

Puasal RO

Evaluasi tanggap darurat sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayar (2] huruf ¢ dilakukan oleh gupos tugas
berdasarkan hasil pelaksanaan tanggap dararal.

Pasal 51

Kctentyuan lebih lanjut mengenar tindakan tanggap darurat
schapaimane dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) diatur
dalam Peralliran Menter.

i

<]

3]

Pazal 82

Bcrdasarkan basl penanganan Wabah Peovakil Tkan
sebapaimana dirmaksud dalam Pasal 77 dan agar tidak
mcluas, dilakukan  pengendation penyakil  fkean
melala:

a. surveilan dan/arau monitoring oleh gupus agas
ranggap darurat penvakit lkan;

b.  analisia risiko olch gugus tugas tanpgap darurat
penyvakit [kan; dan

c.  poranganan penvakit Than oleh pembudi daya
ikan.

Surveilan sebagaimana dimaksod pada avar (1) baruf
4 merupakan pengumpulan data penyakit berdasarkan
pengamhbilan sampe] alay spesimen di lapangan dalam
Tangka mengamat penyehbaran atan perlussan dan
keganasan penyakit,

Monitoring sebagaimana dimaksud pada avat (1) haral
a merupakan pehgumpulan data dan informasi secara
siatematis dan berkelanjutan yang ditujukan untuk
mengetahui keragatnan dan penyebaran penyakit lkan
dalam suatu populasi dan lingkungan di suatu
wilavah,

(4} Analisis . ..
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Analisis ristko sebapaimans dimaksud pada avat (1)
huruf b dilakukan terhadap:
2. penvakic lkan; dan
b, sifat bahaya Ikan.

Fenanpanan penvakil lkan scbhagaimena dimaksuc
pada ayal (1] burnf c dilakukan:

a.  oleh pembods daya [kan terhadap Ikan sakit atau
terdugn sakir,

L. sesual dengan jenis lkan serta jenis dane sifat
penyakit Ikan.

Ketentuan  lebith lanjut mengenan pengendalian
penvakit Than diatur dalatn Peraturan Menterd.

Bagian Keenam

Potensi dan Alokasi Lahan Pembudidayaan lkan

[1}

12

(30

{4

Pasal B3

Dalam rangka thendukung Kebijakan pengelolaan
strmber dava ikan, Pemcrintah menetapkan potenzi
dan Alokas Lahan Pembudiduyaan Tkan di WEPNEL

Pemerintah mendelegasikan kewesnangan  kepada
Menten gubernur fbapalif wah koty SCELL
kewenangannya untuk menetapkan  priensi dan
Alokasi Lahan Pembudidayvaan lkan di WPPNRL

Menteri/ gubernur bupad f wali kota aeaual
kewenanganmyu menetapkan Patensl Lahan
Pemmbudidayaan Tkan berdasarkan rencana tata ruang,
RZ ESNT, dan/aian RZ KAW,

Menterif subcrnur/ bupati /wali kota sEslAl
keweniangannya menetapkan Alokasi Lahan
Pembudidayaan [kan berdassrkan rencata detall tala -
ruang, RZ KENT, dan/fatau FX KAW.

(5) Dalant .
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Dalam hal REWP-3-K belum dintegrasikan dengan
rencana  tatd  raang  wilsyvah  provinst,  gubernur
menetapkan potensifAlokas: Lahan Permmbtdidayaan
[kan berdasarkan REWP-3-K.

DPalam hal RZ KBNT untuk puleu-pulau kecil terluar
Eelum diintegrasikan dengan reficana tala riang
kawasan  strategis  nasional  kawssan  perbatasan
negard, Menlenn menestapkan potensifAlokasi Lahan
Pembudidayvaan [kan berdasarkan EZ RSNT di pulaw-
pulau keeil rerluar.

Paval 24

Berdasarkan penctapan potcnsi dan Alokasi Lahan
Pembudidayaan lkan sebagaumana dimaksud dalarm
Fazal B3, Pemerintah menpatur dan mermbina tats
pemaniaatan air dan Lahan Pembudidayvaan Tkare.

Penpaturan dan petnbinaan tata perranlaatan 2ir dan
Lahan Pembldidarsan [kan scehaguamana dimaksud
prda aval (1) dilakuksan dalam rangka meonjamin
kuantitas  dan  kualitas  air untuk kepenungan
prmbudidayaan.

Pengaturan dan permbinaan tata pemanfastan aic dan
Lahan Pambudidayaan [kan sebagaimana dimalesid
pada avat {1} harus memperhatikan:

A [isiogral;

B air sumber;

luas lahan dan perairan,
keweraediasn infrastrukiur,
teknelog badi daya;

komoditas vang dibudidayakan, dan

@ ot Ao

kemdisi sosial dan lingkungean.

BAB Y ...
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BAB V

STANDAR MUTL HASIL PERIKANAN

i)

(2]

{3

(1

EBagian Kesalu

Uwum

Pasal &5

Pelaky Usahia dalam melaksanakan snis Perikanan
harus memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan,

Standar buly Hasil Perikanan sebapaimans dimaksud
padda ayal {1) dicapal melaui penerapan  sistem
jaminan Mutu dap keamanun Hasll Perikanan.

Standar Muru Hasil Pertkanan sebagaimany dimaksud

pada ayat {1] melipui;

a. Stapdar Bahan Baku:

lr.  Standar hipicnis, teknik penangenan, teknik
pengolahan, weknik pengemasan dan pelabelan,

teknik penvimpanan, dan reknik disicibusi dan
PEINASATAD,;

c.  Standar produk;
d.  Standar prasarana, sarana, Jdan fasilitas;
e Standar metode pengujian; dan

Standar kemaszan dan label.

™M

Pasal B8R

Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksad
dalam Pawal 83 mengacu pada:

a. SN

I,  Standar internasionagl; Arau

C. 3landar . ..
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. Standar lainnva YANE dipcrsyvaratkan
perdagangan dalam negeri atau luar NEECTI SE5UH)
kcteniuan yang berlakua,

SN[ sebuagaimana dimaksud pada awal {1] humf a
dilakzanakan penerapannya secara sukarela atau
diberlakukan sccarn wajib sesum denpan kKetentuan
peraturan perundang-undangan.

Penerapan SN1 sebapaimana dimaksud pada aval [2)
dibuktikan melalui pemilikan sertifikat anda S5SNI
dan/atau Landa kesesuaian.

Standar internasional sebagaimana dimaksud pada
avat (1} huruf b khusus Hasil Penikanan untuk pangan
mengacu pada Codex Alimentarus Commission.

Bagian Kedua
Standar Bahan Baku

Pasal BT

[kan hasil penangkapan dunfalao pembudidavaan
vang digunakan sebagai Bahan Baku harus memenuhi
SBrandar buty Bahan Baku Hasil Perikanan.

deandar Bahan Bakn sebapaimana dimaksud dalam
Pasal #5 avat [3} huruf a paling sedikit terchri atas:

a. Bahan Baku dari unit Pembudidayaan lkan yang
menerapkan cara budi daya lkan yang bailk dan
unit penangkapan lkan vang menerapkan cara
Penangpnan Tkan vang baik;

b,  Bahsan Baku bermutu scgar,

c. tidak Terasal darl perairan vapp tercetnar yvang
dibuklikan Jengan hasil pengunan;

d, ticlake _ ..
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fidak melebihi ambang batas cemaran kamia,
cemaran biolopis, cemaran Gsilk, racun hayall, dan
residu anribiocik schinges kadar cemaran yang
terdapat cdalam Bahan Bak  tersebut ndak
mengganggy, merugikan, dan membahayakan
keaehatan manusia,

terjantin  keterielusuracnya  dengan dilenghkapl
calaten atau informasi yang terkait dengan asal
dan jenis Bahan Baku, nama pemasok/sippher,
asal kolam tambak buadi tlaya, lokas
penangkapan 1kan, alat penangkapan Ikan, nams
Kapal Penangkap lkan danfatau  kapal
Pengangkut Ikan, Lermaoniler, dan
rerdokbumentasikan; dan

memenuhi persyvaratan lainnya sczual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Bahan Baku schagaimana dimaksud patla
ayat {1) berasal dari imper, paling sedikit memenuh
ketentuan:

=

d.

persyaratan keseharan Tkan, Mutu dan keamanan
Hasil Perikanan, diberi label, dan dibuktikan
dengan sertifikat kesehatan daril otorlas ¥Yang
berwenang darvi negara asal;

terjamin ketertelusurannya  dengan dilengkam
catatan atau informasi yang erkait dengan asal
dan jcnis Bahan Baku,

tidak berasal dagei kegiatan Penkenan yang
melangpar hukum, Uidak dilaporkan, dan ridak
diatur; dan

harus berasal darl cksportir 1ecdaftar dan ototiias
vang berwenang di nogara asat.

I‘ersyaraten ambang batas  resdu antibionik
sebagaimana  dimaksud  pada  avat (2] harut  d
memenuhi persyaratan SNl Swndar intermasional,
atau ketontuan peraturan perundang-undangan,

Dapgian .
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Pasal 58

Standar higienis schayaimana dimaksud dalam Pasal 85
avat (3} huruf b paling sedikit terdiri atas:

|,

[1}

(<)

mengpunakan peralatan yang bebas dam kontamind s
bakteri atau jasad renik patoeen, babhaya fisik, dan
kirnia;

melakuken pengolahan pada ruangan pengolaban dan
lingkungan yang higienis,

sumber daya manuzia vang melakukan  proses
pengolahan tidak sedang dalam kondisi salat vang
dapat mengontamingsi Hasil Perikanan; dan

menvediakan panduan  penerapan hipenis  yang
lerdokumentasikan,

Fasal 59

Srapcdar teknik penanganan sebuopaimana dimaksud
dalamn Pasal 85 avat {3) hurul b paling sedikit harus
menerapkan cara Penanganan lkan vang 1maik.

Cara Penanganan lkan yanp bailk sebhagaimmana
dimaksud pada aval {1], paling sedikit rerdirl atas:

a. mencepah terjadinys kontaminasi;

b.  mengpunokan  Bahan  Penolong  yang  tdak
rengubah konposisi dan sifal khas Than,

. mempertahankan suhu LEEATEY dengan
karakteristik Hasil Perikanan;

. sumber ..
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d. sumber daya manusia @ vang  melakukan

penanpanan tidak scdany dalam kendisi sakit
yvang dapar mengontaminasi Hasd Perikanan, dan
Lkescharannya dimonitor secard berkala;

e. menerapkan prinsp Penanganan lkan mencakup

menangani dengan hatichati dan tidak membiiat
Bahon Baku rusak, dalam kondisi  dingin,
snenangani dengan  cepat,  dan mengmndar
peringkatan suhu; dan

f.  menvediakan  panduan penerapat teknik

penanganan yvang terdokumenta sikan.

Pasal 0

SBtandar teknik pengolahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayal (3] bhural b hamas menerapkan cara
Pengolahan Tkan yang baik dan proscdur operasi Standar
sanitasl paling sedikit terdin alas:

H.
b

mencegah terjadinya kontaminasi;

mengpunakan Bahan Penoleng vang tidak mengubah
komposisi dan sifat khas [kan dan berasal dar sumber
vang lidalk rercemat;

mcngganakan hahan  tambahan pangan yang
diizinkan sesuai dengan tujuan pengpunaan den lidak
melebthi batas  maksimum  peng@mniaan yang
chizimlan:

mempertahankan subu sesual dengan karakrenisok
produlk Hasil Perikanan;

sumber daya manusia yang mclakukan pengolaban
tidak sedang dalam  kondisi sakil yang  dapat
mengontaminasi  peoduk  Pengolahan  lkan,  dan
kesehatannyva dirumitor secara berkala;

memperhatikan wakta, kecepatan, dan subua pada
saat melakukan pengolahan;

g. menggunakan
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g mengmunakan  eknologi sesual dengan prinsip
Pengalahan lkan vang baik;

h., memperhatkan jerms preduk dan perantukannys
serla sesual spesifikasi produk vang dipersyaratkan;

i. melakukan pengolahan pada bangunan TP yvang
memiliki prasarang, sarana, dan {asilites sesual
perevaratan; dan

- menyediakun panduan penerapan teknik pengolahan
vang terdekurnentasikan.

Pasal 21

Standat teknik prrgemasan dan pelabelan sebapaimana
dimaksud dalam Pasal B85 ayar [3 hwruf b haros
mencrapkan cara pengemasan dan pelabelan yvang baik
paling sedilat terdin atas:

a. proses pengemasan den pelabelan dilakukan dengsn
cepat dan s:aniter,

b. haras dilakukan dalam kondisi yang dapal mencegah
terjadinya kontaminesi dan penurinan Meatg;

c. caraimetode  pengemazan dan pelabelan vang
digunakan sesuai dengan spesifikasi Hasil Perikanan;
dan

d.  menerapkan prinsip kebati-habian untuk menghindari
terjadinya kesajaban.

Pausal 92

Standar teknik  penyimpanan  schagaimana  dimaksud
dalam Pazal 85 ayat {3] hurof b haras meneraphan cara
penyvimpanan [kan vang baik paling sedikit terdiri atas:

a.  subu dan kondis penyimpanan dipertahankan sesuai
dengan karakteristik produk Perikanan, meliputi;

1. suhu . ..
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1. =suhu penvimpanan  produk  scgar,  produk
mentah, dan produk masak vang didinginkan
dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es;

2. suhu penyimpanan produk beku yang meampu
mempertahankan  suho  pusat produk - 158°C
iminus detapan belas derajal eelcius] atau lehih
rendah dun dilengkapi alat pencatat subu yang
mudah dibaca;

3. suhu penyimpanan preduk pastcunsast disimpan
pada suhu antara 0-5"C (nol sampal dengan luma
derajat celoius);

4. suhu penvimpanan produk sterilizasi disimpan
pada suhu rang;

n

suhu penyimpanan [kan hidup disimpan pada
subu vang tidak herpengaruh burul terhadap
kelanpgsungan Fudupiya AtaL tidak
mempengaruhi keamanan produk; dan

6. suhu penvimpanan produk lainnya disimpan
pada suhu vang tiduk berpengaruh buruk
terhadap keamanan produk.

prodduk akhir disimpan secara terpisah atau odak
bisleh disatukan dengan penyimpansn Bahan Baku
untuk mencegah terjadinya kontaminasi;

tempal penvimpanan harus saniter, terlindung dari
kontaminasi binaang penegangga, dan dilskukat
monitoring secara berkala;

penyimpanan produk akhir harus dilengkapi dengan
tanda/ kode penyimpanan,

penyimpanan produk akhir hars dilengkapt denpan
label yange dipersyaratkan;

menerapkan sistem first in first ou! unluk mengatur
siklus penvimpanan,

g DEnNyimpansn .. -
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penyirapatan wenggunakan Sistem Keterlelusacan
denpan mendokumentasikan jenis produk dan kode
produksi; dan

pemclinaraan wempat penyimpanan harus dilakukan
secara berkelanjutan,

Pasal 93

Standar teknik distribusi sebagaimana Jdimaksad
dalam Pasal 85 avat (3} huruf b harus menerapkan
cara distribuz yang balk paling scedikit terdimn aitas:

a. subuy selama distriboesi hanes sesual dengan jenis
produlk akhir, mampu mempertahankan suhu
sesual dengan karaklenstik Hasil Perikanan, dan
dilakukan monitoring suhuy secata hevkala,

b. Lkondisi penyimpanan produk selama distribusi
hatus  mampu mompertahankan Muatu dan
keamanan produk;

¢, sarang  penganpglutan untuk distribust Has)
Perikanan harvus bersih dan dapat mehndung
produk bailk fisil maupun Mutu sampai ke (empat
tujuan;

d.  haros dapat melindungl Hasil Perikanan Jdar
risike penurunan Muatu dan keamanan Hasil
Perikanan;

£, sarana distribusi hams mempunyan  fasilitas
penyimpanan yang sesuai karakteristik produk
meliputi:

1. suhu penyvimpanen produk segar, produk
mentah, dan  produk masalk yang
didinginkan dipcrtahankan pada suhuo
mecndckar: titik Ielelh es 80 (ne] decajat
celeins);

2. subu ...
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2. suhu  penvimpanan produk beku yang
mamptl  mempertahankan suhu puasat
produk - 18°C [roinus delapan belas derajal
celeius) atau lebih rendah dan dilengkap alal
pencatat suhu yung mudah dibaca;

3. penyvimpanan Ikan dalem keadaan hidup
harus mampu mempertahankan  kondisi
lkan dan mutunya,

4. penyvimpattan kering harus mampu
mempertahanken produk pada suhu roang;

!'_.‘1

didesain sedemikian rupa sehingga odak
merssak produk dengen permukaan vang
rara, dan mudah dibersibikian;

£,  dalam  hal menggunakan  ¢s  scbagai
pendingin, hams  dilengksp saluran
pembangan untuk menjamin lelehan es
tidak menggenangl produlk; dan

7. dilengkapi peralatan untuk menjaga suhu
tetap terjaga aclama penganghkutan,

pengangkutan  tiduk boleb dicampur dengan
produle lain yang dapat mengontaminesi atau
memengaruhi lugienis, kecuakll produk dikemas
vang Jdapat melindung produk,

[} Standar teknik pemasaran sebagaunana dimakseld
dalam Pasal 83 ayal (3 hural b harus menerapkan
cara pernasaran yang baik paling sedilit terdini atas:

.

b.

dilalbukan poda tcmpat yang higiehis untuk
menghindarn kontaminasi pads Hasil Perikanan,

suuhy zelaima pemasaran harus sealsn dengan
Jjerns produk akhir, mampu momperlahankarn
sutia sesuai dengan karaklenstk Hasil
Perikanan, dan dilakukan momitonng subly secara
berkaly,

c. kondist .. .
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kondisi penyimpanan produk selama pemasaran
harus mampu  mompertahankan  Mutu  dan
keamanan produk;

sarand pemasaran Hasel Perikanan harus bersih
dun dapat melindungi baik 15k mavpun Muta
sampal ke tempat tujgan;

haris dapat melindungi Hasil Perikanan dari
risiko penyrunan Mutu dan keamanan Hasid
Perikanamn;

garana pemasaran hars mempunyai fasilitas
penyimpanan yang sesdal karaklerstik produk
melipun;

1. suhu penyimpanan produlk segar, produk
mentab, dan  produk  masak  yang
didinginkan dipertshankan  pada  suhu
tendeleatl ik leleh es DUC {nol derajar
celoius),

4. suhu pemyimpanan  produk bekl yanpg

mamplt mempertehankan  suhu pusat
produk -1H9C (murgs delapan belas derajar
celcius) arau iehih rendab dan dilengkapi alat
peticatat suhy yang mudah dibaca;

3. penyimpanan [kan  dalam keadsan hidup
hanls mampu mempertahankan kondisi dan
Bty don

4, penyunpanan kering  harus  mampu
mempertahankan produk pada suho ruang.

pemasaran tidak boleh dicampur dengan produk
lain  yang dapar mengontaminasi arauy
memengatrubn higienis; dan

dilenigtapn Jenpan catatan atau informasi vang
terkeait dengan penetusuran dan moniroring,

Pasal 94 _ . .
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Paxz] 93

Standar produk schagaimuana dimaksud dalam Pasal
A5 ayat [3) hurul ¢ terdinn atas:

a.  Srandar produk Hasil Perikanan, dan
B, Swndar produk Hasil Penkanan nonpangan.

Standar produk  Hasil  Perikanan  scbagaimana
dimaksud padea aval (1) bharufa diperdagangkan untuk
konszumsi manusia,

Standar produk Hasil Penkapan  nonpangan
sehagaimana dimaksud pads ayat (1) bueuf b
diperdagangkan untuk suplemen keschatan, baban
Laku larmast, kosmetika, bahan foruafikasi, atau babhan
vang memiliki ingsi tertentu.

Standar prodwk  Haszil  Perikanan  nonpangan
sebapaimana dimaksud pada ayal (3b dikecualikan bag
produk wang tdak dikonsums: berupa ikan hias,
tanaman air, mutiara, dan produk leinnya.

Kelentitan mengenal Standar produk Hasil Perikanan
nonpangan  sebagaimana dimaksud pada ayal (3]
diatur dengan Perabutan Mentert.

Fasal 145
Standar produk sebapaimana donaksud dalam Pasal
94 paling scdikit terdin atas;
a. memenuhi kriteria keamanan Hazil Perikanan;
L. memilik kandungan Ciegl vang badk:

¢.  tdak meletihl ambang batas cemaran Kitmia,
cemaran bologis, cemaran fisik, racan hayatl, dan
resicdu antibiorik sehingpa kadar comaran yang
tecclapar dalam produk terscbhut hidak
rmengpanpgu, merugikan, dan membahayakan
kesehatan matusia;

d. memenuhy . .
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g¢. memenuht SN[ atau  standar  perdagangan
nasional untuk produk Hasil Penkanan yang
beredar di dalam neger,

e. bahan lamnnya vang dilambahkan pada Hazil
Ferikanan harus tara pangan atau sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undanygsn,

1. memenuhl Standar negara tujuan ckspor atau
Srandar  internasional  untuk  produk  Hasil
Ferikanan yang akan diekspor;

€. bahan lambaban pangan peda produk Hasil
Perikanan  harus  sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-untdangan, dan

h.,  temamun  ketertclusurannya  yang  dilengkop
dengan catatan atau informast asal dan jenis
produl.

Balarn hal  ridak  tersedia BNI atau  Standar
perdagangan nasional sebagaimana ditmaksud pads
avat {1] hurul d depat menggunakan Standar Mot
produk internasional.

Ketentuan Standar produk awu SNI dilaksanakae
seslal dengan ketemtuan  peraturan perundang-
undangat.

Ragian Keempat

Standar Prasarana, Sarana, dan Fasilitas

{1]

Paszal Y&

Sandar prasarang  sebhagaimana dimaksud  dalam
Pagal 85 avat [3) huraf d paling sedikit rerdini atas:

a.  lokasi bangunan berada di linglounpan vanp tidak
tercemar dan muadah chialoses;

b, banpunan harus dirancang dan ditata dengan
konstruksl yang mernenuhi persvaratan higienis,
mencegah masuknya sumber kontaminas;

o, bangunyn - .
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banguoan harus  dibersihkan dan dipehhara
secdara higlonis;

konstrukst  UPL harus  mampu  mencepah
masuknya binatang penggangpu agar melindungi
produk dar kontaminas Binatang penpeanpel
dan potens konlaminas: lainnva;

rerserlia ruang khilsgs unluk proses pengolahan
Huzl Perkanan  yang  sesual dengan
peruntukannya;

tata letak UFI harus memisahkan secara jelas
antara ruang penanganan, reang pengelaban,
ruang pengemasan, dan o ruaneg  penyunpanan
Hahan Haky cdan produk akbr untuk mencegzh
kontaminast khususnya produlk akhir dengan
Bahan Baku;

kondisi setiap ruang prascs harus bersih dan
sanltcr dan menggunakan bahan yang tidak
beracun serta tidak berpory, dan

mempunyai truang kerja  vane culup unfuk
melakukan kepiatan seswal denpan kapasitas
produksmys dengan kondis yang higienis.

Standar satand scbagaimana dimaksud dalam Pasal
B85 ayat {3] huraf d paling scdikit terdeet atas:

a.

meneggunakan peralatan vang terbuat dari bahan
antikarat.  ridak  menyerap  air, mudeh
dibersibhkarn, Jdan (R0 P4 menvebabkan
kontaminasi;

mengplinakan peralatan yang terawst, bersih dan
higicnia;

ketersediaan  peralatan pengolahan harus
memadal sesual kebutuhan;

d. harus . ..
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harus  ditakukan prosedur pembersiban dan
sanitasi peralatan sebelum, selama, dan se=edah
proses  produkst  sccara berkals dan ada
prosedurnys vang terdokumentasikan;

petalatan dan perlengkapan diber tanda uniuk
setiap arca korja vang berbeds vang berpntensi
memmbulkan kontaminasi silang;

peralatan dan perlengkapan harus ditwla pada
setiap  tahapan  proscs  untuk menjamin
kelancaran pengelahan:

peralatan dan  perlengkapan  yang  digunakan
untuk  menanpani  limbah yanpg  dapat
tmenyebablkan kontamimast, harms diberi tapda
dan  dipisahkan  dengan jelas  supava  tidak
dipergunakan  unrtuk menangani  lkan, serta
produk akhir: dan

kondisi dan  kebersihan  peralatan dan
perlengkapan yvang kontak dengan Ikan harus
dimaonitor secara berkala.

Standar fasililas scbagaimana dimaksud dalam Pasal
B3 avatl [3) hurol d paling secikit terdiri atas:

.

[asilitas pencuct langan yang tersedia dalam
jumlah  vang  memadai  den  memenuhi
porsyaratat;

fasilitas  rodlet  lersedia  dalam jumlah  yanp
memada dan memenuhi persyaratan;

tasilitas instalasi pengelalaan air limbah bacus
memadal dan dapal  mencegah  terjadinys
penivemaran terhadap lingkungan;

fusilitas pasokan air minum dan air bersih yang
memadal sesuai persyaratan, dan

Fasilitas karyawan sepert loker haros tersedia dan
rmemadal,

Pasal 97 _ ..
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Pasal @7

Standar metode penpuwian sebagaimana dimeksud
dalam Pasal 83 avar {3 hurul ¢ paling sedikil 1erdin
atas:

a. jenis alat, bahan atan media, dan reagensia yang
akan digunakan;

Ir.  tekrik dan prosedur pelaksanaan pengujian; dan
¢, analisis data dan penyajian basil penpuajizn.

Standar metode penpujian aebapaimana dimaksuad
pada ayak (1) mentakup melode 5L
organoleplilkf senseori, metode wi mikrobioiogl, meloxde
uyi kimia, metode up fisik, dan cara deteksi Hasl
Perikanan.

Standar  metode  pengujizn dilaksanakazn  oleh
labaralorigm pengujian vang terakreditasi oleh komuite
akreditast nasional

Pasal GR

Standar kemassan dan labe] sehagaitnana dimaksacd dalam
Pazal 85 ayat (3) hurw! [ paling gedikit terdirl atas:

a.

bahan kemasan vang  digunakan  haros  dapan
meclindungl, mempertahankan Mutu dan pengarub
luar, tidak micnjadi sumber kontaminase, dan tidak
mempengaruhi karaktensiik produk;

ticdak digupalcan alang;

sesuEl dengan larg pangan ood grode) atau aman
digunakan untuk pangan;

bersih dan saniter ataw stenl Udak membahayaloan
konsumen;

kemasan diberi labe]l  ataw keterangsn vang
menunjukkan ringkasan atau deskrps: prodak, jenis
produk, tahun, bulan, rangpal produksi, dan nama LPI
atou pelabclan scsital dengan ketontuan peraturan
perundang-undangan; dan

. kemasan . . .
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kemasan harus disimpan dalam eudang lersendice,
terlindung dan debu dan kentaminasi, scrta gudang

dalam kondisi kering.

Baglan Kelima

Pengembangan Standar Muia Hasil Perikanan

(1

[2)

et

(4]

Pasal 99

Standar Mutu Hesil Perikkanan sebagaimana dimaksad
dalam Pasal 83 ayal (3 depal dikernbangkan sesua
tlengan perkembangan dlma penegelaboan dan
belenodog, Etandardizas miermasional, than
kcpentinpan pelindungan konsumen.

Penpembangan Standar Muto Hasil  Penkanan
dilakukan dengan proses perurmuzan Standar vang
dilakukan secara tertib dan lLekera sama dengan
pentangku kepentingan.

Dalamm hal  pengembangan SN apabila lerdapal
Standar internasional, SHE dirumuskan harmmonis
denpEan Srandar mnternasionat denpan
mempertimbangkan  kepentingan  nasional  untuk
mcenghadapl perdaganpan global atauw disesuaikan
dengan  perbedaan  iklim, lingkunpgan, peclog,
geoprafis, kemampuan teknodogh, dan kondisi spemfik
Iaininya.

Penpembangan Slandar Mol Hasil Perikanun
ditetapkan berdasarkan analisis nsiko yang dilakukan
dengan mempertimbangkan tungkar bahaya vang dapat
ditimbulkan terhadap kesehatan manusia.

Ketentuon lebih lanut  mengenal  pengetnbangan
Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menter.

Fasal 100 . . .
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Fazal 100

Penerapan sistem jamminan Mutu dan keamanan Hasil
Pernkanan sehagaimana ditmaksid dalam Pasal B avat
(2] memttuhlan kerectelusiaran.

Hetertelusuran schagaimana dimaksud pada aovat (L),
diterapkan 41 seluruh  rantar pasok mulal  dar
praproduksi, produksi, distmbust, pengolahan, dan
DE IS ran.

Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada avat {1t
Jilakukan daiam rapcka mengidentifiltasi produle vang
berkaan dengan catatan riwayal asal wsul dan Jara
P

Bahan Baku dan bagan-bagiannva;

]

b. bahan tambahan lainnva;

c.  selarah pengolahan;

d.  pengemasat;

e.  diatribusi; dan

{. lodeast proclilk setelah dikimm.

Sistem Eetertelusuran meliputi;
a. ketertelusuran internal; dan
b, kctertclusuran ckstemal,

Ketertelusuran internal sebagaimnana dimaksud pada
ayat [4) huruf a meliputi keseluruhan input dan proses
dalam kegintan penapganan danfatan Penpolahan
Tkean.

KHetertelusuran eksternal sehagammana dimaksud pada
ayat (4] hurul & melipun:

a, kectertelusuran  terhadap sumberfassl Bahan
Balku harus mampu mengidentifikas asal Bahan
Baku; dan

b. ketertelusuran
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b,  keterielusuran  rerhadap  pemasaran/distnbus
produk harus mampu mengidentiiikasi kepada
siapa produknya dikirim.

Dalam ranpka menjamm ketertelusuran, setiap produk
Penpolabare  lkan  vang akan dipasarkan  haras
dilengkapi labelfidentitfikasi vang memadal.

Pasgal 101

Dralam rengka menjamin ketertelusuran scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 1043, Menteri mengembangkan
Sistem  Keterlelusuran dan Lomstik lkan Nasional
dengan  mengintegrasikan  stslern di lingkuangan
Kementecrian.

Ketentuan mengenal Sistem Retertelusuran dan
Logistik lkan Nasional sebagaimana dimakswd peada
avat | 1) diatur dengan Feraturan Menten,

Bagian Keenam

Pembinaan

Pasal 103

Pemerinlah Pusal dan Pemerintah Daerah scsuai
dengan  kewenanpganoya melakukan pembinaan
pemenuhan Standar Mutu kepada Pelaku Uszaha
dalam rangka jaminan Mute dan keamanan Hasil
Penkanan.

Dalam  rangka penerapan  Standar Mutu Hasil
Perikanan di laboratorium pengujian Hasil Perikanan,
Menierr  melakukan  pernbinaan, fasilitasi, dan
O PR W H A

Pernbinzan sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayal (21 dilakukan secara berkala melalui:

A so5ial15A5;

b. bimbingan tekrus;

. peEnyuluhan ..



St No DB A

4]

i1]

i2]

13]

gﬁ !

FRESIDEM
REPUEBLIK IRIMOMEF SBLA

SO -

Co penyuluban;

d. rlasilitasi

e, pemeriksasn lapangan; dan/alau

E. peningkatan peran secfa masvarakat,

Pemerintah Pusat dan Pemernintah Dacrah  sesuas
dengan kewenangannya dalam melakukan pembinaan
Srandar Mutu sebapaimana dionaksud pada avat (1)
melibatlcan pembina mall.

Bagian Kerujuh

Pengawasan

Fasal 103

Pengawasan rerhadap Standar Mutu produk yang
memberlakukan SNl secara wajib dilakukan sesus;
dengan ketenivan peraturan perundangeundangan.

Fengawasan techadap Swandar Murl produk vang
roetnidil sertifikat tanda kesesveian dikoordinasilian
dengan Badan Standardizasi Nasional atau lembaga
seThifikas provditk.

Femerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah sesua
dengan  kewenangannys  melakubkan pengawAsan
terhadap konsistens: pemenuhan  Standar  Mutuy
kepads Pelaku Usaha melalor pemnenksaan Japangan
terhadap UT vang telah mencrapkan cara Pocnanganan
Ikan vang baik danfatay cara Peppolaban lkan vang
baik dan presedur operasional Standar sanitasi
mielalul serlifikal kelayakan pengolaban,

Bagian



FRE'SILMEM
HEPUBLIE INDOME*SIA

-4 -

Bagian Kedelapan

Prasarana dan Barmna Usaha Pengolaban Jdao Pemasaran [kan
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Pasal 104

Menter:, guberpur,  bupatifwall kota sesugar depgen
kowenanpannya memfasilitast peoyediaan prasarana dan
sarana usaha pengolahan dan pemasaran lkan untuk
meninpgkatkan dayva smng produk kelautan dan penkanan
dalam kerangka ststem jaminan Mutu dan keamanan Hasil
Ferikanan.

Buaglan Keseminlan

Pemberdayasan Usahe Kelaotan dan Penkanan

Pasal 105

(1} Menter, gubernur, bupali/walli koeta sesua) dengan
kewenangannya memlasilitas: keglaran pemberdaynan
usaha kclauran dan perikanan vang bertujuan:

a. mendorong keberlanjutan usaha dan perungkatan
investasi;

L. menmngkatkan kemampian dan kapasilas usaha,
. lasilitas) akses pembiayvaan Lsaha: dan

d. memberikan kemudahan bagl Pelaku Uszaha
dalam memperoleh prasarand dan sarana ussaha
kelautan dan perikanan,

(2} Pemberdayvaan usaha kelautan dan  perikanan
schapaimana dimaksud pada ayat (1], dapat dilakukan
dalam sartu kawasan dan/atau di lvar kawasan vang
terintcgrasi sccara sistem bisnis Perikanan meliput
praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 106
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Pasal 106G

Menteri, gubereur, bupatijwali kota  sesuai dengan
kewenangannya mendorong keberlanjutan usaha  den
peringkaram investasi, paling sedikit melalui:

a.

(1)

(<3

penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
melalui penpembangan kawasan dan/atay [asilitasi
kemitraaan usaha;

membangkitkan  industri kelautan dan perikanan
melalui fasilitasi pemenuhan keballuhan Bahan Baky
indusin, perungkatan kualites Mutu produk dan nilai
tambmb untuk peningkatan investasi dan elapor hagii
kelaulan dan perikanan;

penguatan basis produbsi dan pengolabian komoditas
unggulan di daersh vang tersebar pada  sontra
produksi kelautan dan perikanan;

pengustan jaminan usaha yang berkelanjutan dengan
manajemen pengclolaan yang terinteprasi dan madern;

perbalkan, penataatl, dan penvederhanaan Perizinan
Berusaha di pusat dan dacrah, cermasuk SInerg]
dengan inslansi lain vang teckait: dan

peneaturan akses lerhadap pengelolaan sumber dava,
kemudahan fazilitasi usaha den investasi, dan
pengembangan  kelautan dan perikanan  berbasis
digital.

Pasal 107

Menters, gubernur, bupati/wall kowa sesuai denpan
kewenangannya meningkatkan  kemampuan  dan
kapasilas usaha kelavtan dan perikanan.

Fenmgkatan  kemampuwn  dan kapasitas  usaha
sehapalmona dimaksud  pada  ayat (1) rermasuk
kemudahan dalam skses ilmu pengetzhuan, teknologi,
hasil rekayasa, dan inlormasi.

(2] Peningkatan
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Peningkatan  Kemampuan dan kapasitas  usahy
scbagatmana thmaksud pada avat {1) dilaksanakan
paling sedilit melalar

a. pembinaan kelompok wsaha bersama, kerporas
tan kelembagran nelayan, pembudi dayva lkan,
dun  pengolab, serta pemasar  yang  sudah
terbentuk;

I pecnguatan kelompok usabia bersama  melatud
pembentukan  kerporasi  dan kelembagaan
nekayan, pembudi dayva [kan, dan pengolah, serta
e LR

c.  memberian stimulus dan fasilitesi kemudahan
Pelaku Usahia dengan dwdukung regulasi vang
kondusit: dan

d.  perbaikan kaalitas, kapasitug, dan preduklivitas
usaha.

Mconteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dapat bekerjs zama dengen Peclaku
Usaha meningkatksn kemsimpuan dan  kapasitas
usaha kelautan dan perkanan.

Pasal 103

Menteri, gubernur, hupati/wall kota sesual dengan
kewenangannya berkewajiban melakukan  fasilitas)
alses pembiavaan bagl Pelaku Uszsha kelauran dan
perikanan uniuk menfamin keberlanjutan usaha.

Fasiltasi akses pernbiavaan scbagaimana dimaksud
pada ayul (1} paling sedilat dilakulian medalui:

a. penvusunan skema pombilavaan usaha kclautan
dan perikanan;

b. penumbubkembanguan kelembagaan dan klaster
pemblavaan berbasis sentra produkst kelaufan
dan perikanan; dan

. pcmbinaan, pemantauat, dan evaluasi
penyaluran kredit.

Pasal 104 . .,
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Pasal 109

Penyusunan skema pembiayaan uszaha kelautan dan
perikanan sehagmimana dimaksudd dalam Pasal 108
avat (4] haad e dilakukan dengen melibatkan Pelaku
Uzaba, lembaga keuangan, dlunfatau badan asaha
milik negara atan swasta.

Peryualinan skema peminayaan usaha kelaltan dan
perikanan schapaimang vang dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melahn skema pembiavaan khusus sesuai
dengan kebutuhan karakterstik usaha kelautan dan
perikanar.

Pasal | 1O

Menumbuhkembangkan kelembagaan dan  kiaster
pernbiavaan berbasis sentra prodluks: kelautan dan
perikanan sehapaimana dimaksud dalam Pasal 108
avat [2} hural b dilekukan dengan membangun kerja
sama antara Polaku Usaha dengan lembagn kewangan,
penyedia Bahan Baku, dan pelaku pernasaran,

Kerja sama sebapsimana dunaksud pada avat (1)
dilakukan secara terintegrasi meliputi praproduks,
produksi, penpoiahan, dan pemasaran Berbasis
komocditas dan/atau serdra produksi kelautan dan
pertkanan,

Pasal 111

Dalam meninglatkan akses pemblayaan sebagaimana
dimeksud dalam Pasal 108, Menier, pubcrour,
bupati/wali kota  sesusl  dengan  Kewenanganrva
melakukan pembinasn, pemantatian, dan evaluesi
penyaluran kredit kepada Pelaku Usaha,

Femnbinaan, pemuntaven, dan evahllasi penyaluran
kredit sebagaimana dimaksue pada ayat (1) dilakukan
metaluai:

a. sostalisas) ..
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a.  sosialisasi dan edubkesi imklusi keuangan:
b peningkatan kualitas manajemen usaha:

c. fasilitasi dan  kerpa sama  denpan  lembaga
ketangan {hank dan nonbank);

d.  penjadngan debitur potensial;

€. pemaniavan dan S (VO penyaluraty
pembiayaan bapi Pelaku Usaha; dan

F. pclaporan realisasi kredit secara berkala clan
berjenjang dari dasrah ke pusar.

Pasal 112
Menterl, gubernur, bupatijwalli kota sesuai denpan
kewrcnangannya memizsilitasi kemudahan

memperoleh  prasarana dan sarana usaha bidang
kelautan dan perikanan untuk meningkatkan dava
zaing produk kelautan dan perikanan serta jaminan
bMuru dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Prasarana dan sarang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi prasarana dan sarana pada usaha;

A. penangkapan lkan;

b, Pembudidayaan lkan:

c. penpolahan Hasil Perikanan; dan
4

Pemasvaran Hasil Pervileanan.

Bagian Kesepuluh

Pembinasn Pelaku Usaha Femassran

it

(2}

Pasal 113

Felaka  Usaha  pemasaran hamus  tmemenuhi
persvaratan Muty dan jamman Keamanan pangan,

[alam usaba memenuhi persyaratan sebapgzimana
dimaksud pada gyal (1}, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah melakykan;

a. fasthitasi . . .



[3)

(4]

PRF S IDEMN
REPURLIK |NDCMESIA

- 100 -

A4, [lasilitasl pernasaran; dan
b.  pocmbinaan,
kepada Pelaku Usaha pemasaran.

Fasilitasi pemmasaran schapaimana dimaksud pada
ayat [2) hurul a dilakukan melalyi kegiatan:

a. lagiliiasi promos:;
b. peningkatan akses pusar; dan
¢.  bantuan prasarana dan sarana pemasaran,

Fembinaan sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) hurof
b dilakukan melalui kepiatan:

a  bimbingan leknis;
b. pelatihan; dan

¢.  pendampingan.

EAB VI

FRENANGRAPAN THAN DAN/ATAL PEMBUDIDAYAAN [KAN DI WILAYAH
FENGELOLAAN PERIKANAN NECARA REFUBLIK INDONESIA BUKAN UNTUK
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(E)

{2]

(3}

TUJUAN KOMERSIAL

Fasal 114

Fenangkapar Ikan dan/atau Pembudidavaan lkan
yang bukan untuk tujuan komersial roeliputi kegiatan
dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitiarn atay
kegiatan ilmiah lainnya, kesenangsn dan wisata.

Pernenintah Pusat, Pemerinlah Dacrah, atau Seliap
Urang yang melakultan penangkapan Ikan danfatau
Fembudidayaan Tkan vang bukan untuk  tujuan
kemersial sebagaimann dimaksud pada ayar (1) harus
mendapat  persetujuan dari Pemerintzh aran
Femerintah Daerah sezuad dengan kewenangannya.

Pemerintah Pusat  mendelegasikan kewcnangan
pencrbitan perselujuan kepada Menteri.

(4} Ketenfyan . .
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Ketentuan lebibh lanjut menpenat penangkapan lkan
dan/atau Pembudidavaan lkan di WPPNR! yang bukan
untuk tupuan komersial diatur denpan Peraturan
Menteri.

BAB VII
KAFPAL PERIKANAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Fangst Kapal Perikanan

Pagal 115

Jenis Kapal Penkanan melipati;

.
Ta.

e,
d.

b

{1]

(2]

S Mo 036714 A

Kapal Penanghap Than;

Kapal Pengangkut Lkan;

kapal penpelah [kan;

kapal latih Perikanan,

kapal penelitian /eksplorasi Perikanan; dan

Kapal pendukung operasi penangkapan lkan dan/ atag
kapal pendukung operast Pembudidayaan [kan.

Pasal |16

Kapal Penanghap [kan schapaimana dimaksed Jalam
Pasal 115 huraf a  berfunpgsi  sebagel  sarana
penangkapan lkan yvang bergerak dan Pelabuhan
Mangkalan ke daerah penanghepan lkan unlok
melakultan kegiaran penangkapan lkan dan kembal
ke Pelabuhan Pangkalan wntuk mendaratkan Lkan
hasil tangkapan.

Kapal Fenangkap Tkan sebapaimana dimaksud pada
avat {1] terdiri aras:

a. kapal jaring lingkar;
I kapal jaring rank;

cokapal oL
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Kapal jaring hela;

kapal penpgacuk;
e.  kapal jaring anghkat;

s

f.  kapal vang menggunakan alat vang dijatubkan
atanl dilebarkan;
g. kapal jaring insang;

h.  Kapal pcrangkap;
1. kapal pancing; dan

J. kapal yang mmenpgunakan alat penangkapan lkan

laitewa.

Kapal jaring lingkar sebagaimana dimaksud pada ayar
(2} huruf a merupakan Kapal Penonpkap lkan yveng
dilengkapi dengan alat penangkapan lkan berupa
jaring lingkar.

Kapal jaring tarik sebagaimana ditnsksud pada avat [2|
hurul b merupakan Kapal Penangkap lkan vang
dilengkapi dengan alat penatgkapan [kan berupa
jaring rarik.

Kapal jaring hela sebagaimana dimaksud pada avat (2)
hurul ¢ mcrupakan Kapal Penangkap Tkan vang
dilengkapt dengan alat penangkapan lkan berupa
1arng hela.

Rapal penggaruk sebagaimana dimaksud pada ayvar [2)
hurut d tnerupakan Kapal Penangkap lkan vang
dilenphepi dengan alat penangkapan Ikan berupa
penggaruk,

hapal juring angkat sebagaimana dimalospd pada ayat
{2} huruf e merupakan Kapal Penangkap lkan vang
dilengkapt dengan alat penangkapun lkan berupa
jaring angkat.

Kapal vang menggunakan alat yaoy dijatuhkan atan
ditcbarkan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} buenf
I merupakan Kapal Pcnangkap kan yang dilengleapi
dengan alat penangkapan Tkan borupa alat yang
difatubikan atau ditcbarkamn.

) Kapal ...
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Kapal jaring insang sebagaimana dimaksud pada ayat
{21 burul g meropakan Kapal Penangkap lkan yang
dilengltapi dengan alst penangkapan Than berupa
Jarimg insang,.

Kapal perangkap sebagaimana dimaksud pada avat {2)
huru{ h merupakan Kapal Penangkap lkan yang
dilengkapi dengan alat penangkapan kan berupa
porangkan,

Kapal pancing sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huru! i merupakan HKapal Perangkap [kan yung
dilengkam dengan alat penangkapan tkan berupa
PANCINE.

kapal yvang menggpunaken alat penangkapan lkan
lalnya sebagaimana dimaksud pada ayal {2) huraf j
memipakan Kapal Penangkap Ikan yvang dilenghkapi
dengan alat penangkapan lkan lainnya

Pasal 117

Pengoperasian Kapal Penangkap lkan scbagaimans
dimaksud dalam Pasal 116 ayat {2] mengpunakan alat
penangkapan [han berdaszarkan:

a4, jenis alal penangkapan lkan;
b, sifat alal penangkapan [kan;
selektivitas alat penangkapan Tkan;

B oo

kKapavitas alat penangkapan lkan,
. alat bantu penangkapan [kan;

. jalur penangkapan lkan; dan

g daerah penangkapan lkan.

Ketentuan mengenai jens alat penangkapan lkan, sifat
alat penangkapan lkan, selekiivitas alat penangkapan
lkan, kapasilas alat penangkapan lkan, alal bantu
penangkapan [kan, jalur penangkapen [kan, dan
daerah pepsngkapan Ikan scbagaimana dimaksud
pada aval [1} diatur dengan Peraturan Menteri,

Pasal 116 . ..
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Pasal 118
[1]  Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksad dalain

Pasal 115 huruf b berfungsi sebapai sarana untuk
mengangkut dan menampung lkan dari;

A, daerah penangkapan lkan  di WEPPNRD ke
Pelabuhan Pangkalan;

b.  daerab penanghapan Tkan di Laut Lepas ke
Pelabuhan Pangkalan atau pelabithan  pegara
bjuan;

«. Prelabuhan Pangkalan atau Felabuhan Muat ke
Pelabuhan Pangkaan,

d. Pelabuben Pangkalan ke pelabuhan  nepars
[Ljuan;

e.  kWawasan budl daya ke Pelabuhan Muar;

Pelabuhan Muat ke pelabuhan nepara tujuan;
dan/atau

. Scntra Nelavan ke Pelabuhan Mua! dan/fatau
Pelabulhan Pangkalan.

2] Kapal Pengangkut lkan sebapaimana dimaksud pada
ayat 1] tetdin atas:

8. Kupul Pengangkut [kan hidup; dan
b. Kapal Penganpglout Mean segar dan beloy.

Fasal 1149

Kapal pengolah [kan sebagaimanya dimaksud dalam Pasal
115 humif ¢ berfungsi sebagai kapal atau alat apune lairya
yang bersifat statis dan secars khusus dipergunakan untuk
melakukan Fengolahan lkan dengan menpeunakan Bahan
Bakay dan hasil tangkapan dangataa hasil budi dava
meryadi produle antara dan/ atau produk akhir

Pa=al 120

(1) Hapal latih perikanan sebagairnana dirpaksud dalam
Pasal 115 hurubfd berfungsi scbagai sarana melakukan
pendidikan dan pelatihan bagh peserta pendidikan dan
prlatihan.

{2] Kapal . .,
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{21 Kapal latih penkanan sehagaimana dimaksaud pada
avat [1} merupakan Kapal Penangkap Tkan dengan
jenis mulifungst vang menggunakan satyy atau lebih
alat penangkapan lKan yang digpnakan sepenilhya
untuk kegiatan pelatinan Perikanat,

Pasal 121

1] Kapal penelittan/cheplorast peribenan acbagarmana
dimaksud dalam Fasal 115 hurul ¢ berfungsi selaga
sarana untk melakukan suree, penelitian, uj terap
telonologl, dan/atau eksplorasi di bidang Perikanan.

[2y Kapal penelitan/eksplorasi Penkanan sehbagaimana
dimaksucd pada ayac (1) merupakan Kapsl Penangkap
Ikan dengan jenis muliifungsi vang oengeunakan sary
atau lebih alar penangkapan |Kan yang dipunakan
sepenubnva  unluk  kegiatarr  penclitian/eksplorasi
Perikanan.

Pasal 122

Kapal pendukung operast penangkapan [kan sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 115 hural f berfungsi untuk
membantu gperasional penangkapan [kan.

Pagal 123

Kapal pendukung operasi Pembudidavaan  tkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huraf T berfungs:
uniuk membantu operasional pembuds daya Tkan.

Bagpian ..
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Bagian Kedua

Fembangunan, Modifikas, dan Impor Kapal Perikanan

=

(3}

{4]

(3

{1)

Pasal 124

Jetiap Orang yang membangun, memadifikasi, atau
mengimpor Kapal Perikansn wajilr terlebih dabhuolu
memperoleh persetujuan penguadaan Kapal Perikanan
dari Menteri atay  pubernur sesual denpan
kewenangannya.

Pengajuan perselwuan pengadaan Kapal Perikanan
harus mencantumkan usulan nama Kapal Perikanan.

Persctujuan schagaimana dimaksud pada avat [1}
untuk pembanpunan atan modifikasi Kapal Perikanan
diberikan berdasarlktan ketersediaan sumber daya ikan
dan WFPPNRI].

Persermgjuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
uniuk immpor Kapal Ponikanan diberikan berdazarka:

#.  ketersedian sumber daya tkan,
B, WIPPNR],

Cc. usia Kapal Perikanan,;

d.  ukuran Kapal Perikanan; dan

e. ticlak Aercantum  dalam  daftar kapal  yang
rielakilkan pcnangkapan dan,/aran
pengangkutan lkan vang melanggar hukum, tidak
dilaporkan, dan tidak diatur.

Persvaratan dan tata cara pemberian perselljean
pengadaan khapal Perdanan sehagamana dimakswud
pada awat (1] dilaksanakan sesual dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
penyvelengpatraan perigsinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 125

Pembangunan atay enodihkast Kapal Perikanan dapat
dilakukan di dalamn neger maupun di buar negeri.

{2] Permbangunan . . .
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Pembangunan atau modinkasi Kapal Pevikanan di luac
neged sehagaimana dimaksud pada ayval (L] hanya
dapal dilakukan jpka mdustri palangan kapal dalam
newer] belum memadal.

Pasal 126

Setiap Orang vang mengimpor Kapal Perikanan ke
dalam wilayah Negara Ruepublik Indoncsia  wajib
memiliki persetujuan impor Kapal Perikanan clari
menteri yang menyelenpgarakan urusan Pemerintahan
dr bedung perdagangan  seielah . mendapatkan
perseiujuan penegadasn Kapal Perikanan sebwpdimana
ditmakied dalam Pasal 124 ayat (1),

Ketentuan meongenan  persysralan  dan  tata  cara
pemberian peraetujuan impor Kapatb Perikanan ke
dalam  wilayah  MNegara  Republik Indonesia
sebapaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
sesual denwan  ketentuan  peraturan pecincdeng-
undangan.

Pagal 127

Perawatan dan perbaikan Kapal Perikanan berbendera
Indonesia harus dilakukan di galangan kapal datam negeri.

(1]

{2]

Fusal 128

Petaksanaan pembangunan dany alau modifikasi Kapal
Perikanan harus dilakukan inspeksi,

Inspeksi terhadap pelaksanasn  pembanpgunan
dan/atau medilikasi Kapal Perikanan dilaksanakan
secata berkala sejak Kapal Perikanan dirancang
bangun sampai dengan Kapal Perikanan selega:
dibangun dan/atau dimodifikasi.

{3] Inspeka .
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Inspekai  terbadap pelakwsanaan pembangunan
dan/araw modifikas: Kapal Perikanan zebagaimana
dirnaksud pada avat [(2) dilakukan oleh petugas
pemeriksa kelatkan Kapal Perikanan yang ditunjpuk
oleh Monter,

Ketentuan lebih lanmjut mengenai lata cara [nspoksi
terhadap pelaksanaan  pembangunan  dan/atau
modifikesi Kapal Perikanan sebapaimana dimaksud
pade aval (2] diatur dengan Peraturan Menterl

Pasal 1349

Penpawasan Kelalkan Kapal Perikanan dilakukarn
terhadap;

4, kelaklautan Kapal Perikanan,
b, kelaiktangkapan Kepal Perbeanan; dan
c.  kelaiksimpanat Kapal Perikanan.

Fengawagan terhadap kelalkiautan Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a
dilaksanekan seccara  terus-menerus  sejak  Kapal
Perikanan dirancang-bangun sampai dengan Kapal
Perikanan sclesai dibangun dan fatau tidek digunakan
lagl scsnal dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pelavaran.

Pengawasan  terhadap  kclaiktangkapan — Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada avat [1} hueal
b dilakukan rerhadap:

. kesesumian  Disitk kapal dan  perlengkapan
penangkapan lkan; dan

b, kesesuaian jenis dan ukuran alal penangkapan
lkan dan alat bantu penangkapan lkan.

Pengawasan terhadap kelaiksimpanan Kapal
Ferikanan sebagaimana dimaksud pada avat (1) harof
¢ dilakukan terhadap:

a.  kesesnaian fdesain konarroksi tempat
penyimpanan lkan;

b. sistem . . .
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k. sislern pembuangan cairan es, aic lkan, dan air
kntoran lain:

¢.  bahan media pendingin;

d. sistcm aerasi; dan

€. pencataran suhu rang penyimpanan lkan.

Pazal 130

Scoap Kapal Perikanan yang telah selesai dibanpun
atau dimodifikast haris dilakulkan pengujiann yong
melipuyri:

B. W]l keminngan;

b, uji caba bertayar;

. ujl coba penangkanpan Tkan; dan
d.  uji coba ruang penyvimpanan lkan.

Lji kemiringan sebagaimana dimalksnd pada ayat (1)
hurui’ a dilakukan untok mengetabni berat kosong
kapal d=n Ltk berat kapal.

Uy ¢oba berlayar sebagaimana dimeksud pada avat {1)
hurul b dilakukan uniuk mengetahui unjuk kerjs
kapal saat bernavigasi, unpsi navigasi, dan radio
clektronika.

Uil coba Penangkapan lkan sebapaimmana dimaksud
pada aval [1} hurul ¢ dilakukan vuntuk mengetahoi
ungsi  kerja Kapal  Pensangkep lkan  datam
pengoperasian alat  penangkapan lkan  dan
prriengkapan Penanglkapan ikan,

i coba raang penyimpanan lkan  sebagaimana
dimaksud pada ayal [1) haraf d dilakukan unlok
mengoetahul fungsi tuang penyimpanan Ian.

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengujian
schbagaimana Jdimaksud pada ayat (1] diatur dengan
Peraturan hMepler,

Pasal 131
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Pasal 131

Petnilik  Kapal Perikanan, operator, Nakhoda, ataa
permmpin Kapal  Perikanan barus  memgbanta dan
menyediakan fasilitas yang dibutuhkan uniuk penpujizn
schagatmana dimaksud dalam Pasal 130,

Bagian Kelipa
Pengukuran Kapal Perikanan

Fagal 132

(1) Setiap Kapal Perikanan vang telah selesai dibangun
harus dilakukan pengukuran.

() Pengukuran Kapal Perikanan sehagaimana dimaksigd
pada ayat (1) ditaksanakan oleh Ahli Ukur Kapal
Perikanan yang ditunjuk oleh Menteri.

(3} ARl Ukur Kapal Perikanun sebagaimana dimaksued
pada ayat (2] memiliki kompeoienst ahli ukur sesuai
dengan kerentusn peraturan perundang-undangan di
bidang pelayaran,

(4] Dalam hal Ahli Ukur Kapal Perikanan sebagaitmarta
dimeksud pada avat (3 belum tersedia di Fokasi
keberadsan Kapal Perikanan vang akan difakukan
pengukuran, pengukdran Kapal Perikanan  dapat
dilakukan oleh wunit pelaksana teknis kementerian
yang memindang pelayaran.

{3] Pengukuran Kapal Perikanan sebepaimana dimaksud
pada ayal (1} dilaksanakan aesuai denpan ketentuan
peraturan porundang-undaengan di bidang pelavaran,

Pasal 133
(1h  HKapal Perikanan yang telah divkur diberikan Surat
Ukur Kapal Perikanan.

{4] Burat Ukur Kapal Perikanan sehagaimana dimaksid
pada ayval {1] memuat infortmasi mengenai:

a.  ukuran Kapal Perikanun (gross tonnags;
I, dimenst Kapal Perikansan; dan
. volume ruang Kapal Perikanan.

(-3} Persvaratan . . .
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Persvaratan dan tala cara penpukuran Kapal
Perikanan dilaksanekan sesusi dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan Miengenal
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis tisiko.

Bagian Kevmpat
Erolaikan Kapal Porilbanan

Pazal 134

Sctiap Kapal Perikanan yang skan beroperasi harus
memenihi persyaratan kelailkan Kapal Perikanan.

Persyararan kelaikan Kapal Perikanan scbhagaimana
dimaksiid pada avat [1] meliputi:

a. kelaiklautan Kapal Perikanan;
b, kelatktangkapan Kapal Perikanan, dan
. kelaiksunpanan Kapal Perikanan.

Femeriksaan terhadap persvaratan  kelaiban  Kapal
Perikanan  schagai  dimaksud pada  ayal (1]
dilaksanakan oleh pelugas pemerilega kelaikan Kapal
Perikanan vang ditunjuk oleh Menteri.

Kapal Perikanat yang memenuhi persvaratan kelaikan
sehagaimana dimaksud pads ayvat (1] diberikan
Sertifikat Keleikan Kapal Perikanan.

Persyaratan dan  rata ¢ara penechilan sertafikat
ketaikan Kupal Perikanan sebageimans dimaksud
pada ayat (4} ditaksanakan sesuat dengan ketentuan
peTaturan perundang-undangan mengenat
penvelenggaraan perizthan berusaha berbasis risiko.

Relaiklaulan Kapal Perikanan sehagaimana dimaksud
pada ayat (2} horui a dapat dipenuln dengan
peEravaratan memiliki:

a. serbtfikat  kelaikan dan pengawakan Kapal
Penangkap Tkan, untuk Kapai Penangkap lkan;
atau

b. Gerlifikat - . .
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k.  sertifikat keselamatan kapal barang uniuk Kapal
Penpganghl tkan,

yang diterbitkan becdasarkan keteniuan perundang-
undangan di kidang pelayaran.

Sertifikat sebagrimana dimaksud pada ayac (B huarufa
dan hucrui b bertako sampal denpan 3] Desember
2021.

Dalam  hal  penipas  pemerikbsa kelaitkan  Kapal
Perikanan belum tersedia, permneriksaan pemenuhan
kelaiklautan Kapal Perikanan scbagaimana dimaksuod
pada ayat (2) hurwf a dapat melibatkan badan
klanifikasi nasional yang ditunjuk aleh Menteri.

Pasal 135

Kelaiklautan kKapal Perikanan sebapsimana ditmaksud
Jalam Pasal 134 gyat (2] huraf a meliput:

4. keselamatan kapal;

b pencegahan pencetoaran dari kapal,
. pengawakan kapal,
d

paTis muat kapal dan pemuatan;

e

kesejahteraan dam keschatan awak kapal; dan

b |

manajernen  kesclamatan dan pencegaban
pencemaran darn kapal.

Kelaiklautan Kapal Perikanan yang beroperasi di Lauat
Lopas danfalau perairan vunisdiksi negara lain vang
memenuhi  persyaratan konvensi harus mengikail
keteriuan internasional.

Kelaklaulan Kapal Perikunan yang heroperasi di Laot
Lepas danfatau petairan svansdiks negara lain vane
tidak memenuhl  persvaratan konvensi harus
mengikat  standar kapal nemkonvensi  berhendera
tndoncsia.

Kelaiklautan Kapal Perikenan vang beroperast di
WIFPNR] harls mengikuc standar kapal nomkonvensi
berbendera Tndancsia.

Pasa] 136G . ..
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[*asal 136

Kelaiktangkapan  Kuapal Perikanan  sebapaimanas
dimakand dalam Pasal 134 ayat (2) huea! B melipur;

a. lkesesumian  antara  ukuran kapal, alat
penangkapan lkan, dun dacrabh  penangkapan
1kan;

b.  kescsuaian antars dayn mesin kapal dengan
ukuran kapal larn jenis alat penangkapan Tlean;

c. kesesuaian alal penangkapan Ikan dengan jalur
dan daerabh pcnangkapan [kan;

o, hesesuaian  perlengkapan pengnegkapan  lkan
clengan alat penangkapan lkan;

. tata cara pengoperasian alst penangkapan lkarn,
dan

£. pencegahan terjadinya faring tanpa petnilik.

Kelaiktanglapan Kapal Perikanan tidak berlakuy untuk
Kapal Pengangkul Tkan dan kapal pendukung operasi
Petangkapan Ikan danjatau Pembncdlidasyaan lkan.

Pasal 137

Eelaiksimpanan kapal  Perikanan  sebagaimana
timaksud dalam Paszal 134 ayat (2) huruf © meliputs:

Ao LAtd susunan ruang kapsl;

b,  konstruksi rugng penyimpanan lkan;

. baban dmding ruang penyimpanan; dan

d. peralatan dan perlengkapan Penanganan lkan.

Kelaiksimpanan  Kapal Pernkanan  sehagaimana
dimmassd pada ayat [1f uncule ikan beku dan segar
harus dilenpkapi dengan sistem pencingin.

Kelaiksimpanan  Kapel Perikanan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) umuk Tkan tdak berlaku
uniuk kapal lampu.

Bapian . ..
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Baglan ¥elima

Pendaftaran Kapal Perikanan

Pasal 13%

Kapal Perikanan milik  norang  Indonesia vang
dioperasikan o WFEFPNET danfatan Laue Lepas wapil
didaltarkan terlebih dahulu sehagm Kapal Perilanan
[ndonesiy.

Pendaftaran Kapal Penkanan sebagmmana dimaksud
pada ayat {l] dilakukan oleh Setiap Orang kepada
Wenteri ataut gubernur gsesuai dengan kewenangannya.

Pendaltaran Kapal Perikanan sebagstmana dimaksud
pada ayal (1) dilepgkapm dengan dokumen vang herapa:

a, dokumen vang memuat aloloas uwsaha;
. buktl kcpemilikan;

v, idcntitas pemilik;

d.  surat ukur Kapal Perikanan; dan

e, sertifikat kelsikan Kapel Perikanan.

Kapal Perikanat vang telah didaltar sebagaitmana
dimaksud  pada aval [1) dibenkan buka  Kapeal
Pernkanan dan nomor register Kapal Penkenan,

Buku Kapal Perikanan sebagzimana dimaksud pada
ayat {4) memuar informasi tentang:

a. tdentitas Kapal Perikanan;
Ir.  ubenritas pemilik kapal Perikanan,; fan

¢ perdbahan yang terpadi o melipab pemdik Kapal
Perikanan dan wlentitas Kapal Perikanan.

Momor  regisler  Kapal  Perikanan  sebagamana
dirmalzend  pada ayar (4] berfungsi sebapal  Unigue
Vessel! idenfifier (LIVI] bagl Kapal Pertkanan Indonesia,

{7) Persyaratan . . .
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Persyaralan dan  tata cara pendaltaran Kapal
Perbanan schagatmana  dimaksud pada avat (1)
dilaksanakanr sesuar dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai | penyelenggaraan
perizinan berusaby berbasis risiko.

Bagian Keenam

Penandaan Kapal Perikanan

Pasal 139

Setiap Kapal Penkanan harus diben taneda pengenal
kapal Perikanan.

Tanda  pengenal  Kapal  Perikanan  scbagaimana
dimaksud pada ayat {1} metngat infurmasl mengenar:

a4, kewenangan pendaflaran Kapal Perikanan;
b. tanda daerah penangkapan lkan;

c. tahda glar penangkapan lkan;

t.  nemer register Rapal Perikanan; can

2. ukuran kapal Perikanan jgross tonnoge).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pengenal Kapal
Porikanan sebagaimana dimaksud pada avac (1] diarur
dengan Peraturan Menteri.

Fazal 140

Kapal Pcrikanan Indunesia vang beoroperasi di wilavah
organisasi Pengelolasn Perikanan regional selain diben
lunda pengenal Kapal Perikinan schagaumana dimaksued
dalam Pasal 13% dapat diberi tanda khusus sesuai denguan
persyaratan yang ditetapkan olch orgamsasi Pengelolasn
Ferikanan regional.

Bagian . . .
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Bagian Ketamyh
Tarta Kelula Pengawakan Kapal Perikanan

Paragral 1
Persyaratan Kerja di Kapal Perilcanan

Pagal 141

Setiap Awalk Kapal Perikanan yang akan bekorja harus
mementihl persyaratan:

a.  berumur paling sedikit 18 [delapan belas| tabun dan
harus memiiiki kartw identitas dir;

b, memiliki bukyu pelwut Awak Kapal Perikanan;
. memiliki Kompetensi;

.  sehat jesmani dan rohani;

<. terdaflar scbagal peserta jaminan sosial;

f. memiliki FRL; dan

g disijil,

Pasal 142

FEL sebapaimana dimaksud dalam Pasal 41 huomal f
berlaky bagl Awal: Kapal Perikanan yang bekerja pada
pemilik  Kapal Perikanan, operalor Kapal  Perikanan,
Nukhoda, atau agen Awak Kapal Perikanan.

Pocaprafl 2
Jabatan dan Kompetensi Awak Kapal Perikanan

Pasal 143

(1} Swvsuman Awak Kapal Perikanan vang melakukan
operas penangkapan lkat {erditi atas:

a. MNakhoda;
B.  Ahli Penanglkapan lkan (Fishing Master);

c. Perwira .

SK Mo DRONGS A
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o.  Prerwira; dan
d. Anak Buah Kapal.

Anak Buah Kapal sebagaimana dimalkaud pacds avat (1)
huruf d tercin atas:

a. Serang (Sentor Deckhard)

k. Kelasi jdeckchand):

c.  Operator Mesin Pendingn;
Juma Minvak; dan

€. Perwira selam Nakhoda dan Ahli Penangkapan
Tkan (Fishing Master).

Pusal 144

Nakhoda sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat
[1] huruf a, Abll Penanglkapan lkan {Fishing Master]
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayad (1) haof
b, dan Perwira sehagarmana dimaksud dalam Pasal
143 avat (1) hurof ¢, harus memiliki Kemnpetenai telonis
dan navtis paling sedikit meliputi

a.  layak Wul;

b.  layak tangkap; dan

¢. layak strnpan.

Serang  (Senior Deckhand) sebagaimana dimaksad
dalam _ Pasal 143 ayat (2] huruf a dan Kelasi
schagaunana dimaksud dalam Pasal 143 aval (2] huruf
b harus metnilik] Kompetonsi:

a.  lavak laut

L. lavek tangkap; dan

¢.  layak simpan.

Operalor Mesin Pendingin sebagaimana  dimalksauad
dalam Pasal 143 ayat {2) hurd ¢ dan Juru Minvak
stbagaimana dimaksud dalam Pasal 143 avat (2] hieruf
d harus memiliki Kompetensi

a_ layal ., .
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a. lavak laut; dan
b, lavak simpan,

Fasal 145

Kompetensi lavalk Laat scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 144 ayat (1) hurmaf a, ayal {2) baeal g, dan aeat
(3] humd & merupakan keahlian/kelerampilan,
pengetahuan, dan perilako kerja vane haras dimiliks
Avwrak Kapal Perikanan dalam menjamin keselamatan:

a. pelayaran «dari Pelabuhusn Pangkalan ke daerah
penangkapan lkan dan kembali ke Pelabishan
Pangkalan,

b, muatan umpan bekuf hidup:
¢ muatan [kan hasil tangkapean;

nwa Awak Kapal Perikanan serta seluruh harta
bendanya; dan

e. Awalk Kapal Perikanan akibat risiko
pengoprerasian alat penangkapan Tkan.

Kompetens layak Laut sebagaimana dimaksud pada
avat [1) ditentukan berdasarkan:

i,  daecrah operasi Kapal Pertkanan,

b, ukuran panjang dan/atau tonase  kapal
Perikanan: dan

c.  daya dorong mesin Kapal Perikanan.

Pasal 144

RKompetensi iayak tangkap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 144 ayat (1] huruf b dan avat [2] buruf b
merupakan kererampilan, pengetzhuan, dan perilaku
kerja vang harys dimiliki oleh Awak Kapal Perikanan
falarm:

a.  mengenalt wilavall penangkapan Than;

v, perencanaan operasi penangkapan lkan;

L, Mmemastikan . . .
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c. memastitan pengpunaan alat penangkapan kan
yang ramah lingkungan,

d.  menjamin  keberhasilan onperasi  penangkapan
Ikan:

¢,  melaporkan kegiaian penangkapan Tkan melalud
Instrumen  pelaporan yang damanatkan  oleh
ketentuan peraluran perundang-undangan dan
ketentuarl  orpanisasi  Penpeloluwan  Perikanan
regional dan intemasional;, daan

f.  pengenalan dan penanganan spesies Ikan dan
bivta Laut lainnya vanyg dilindung;.

Kompelenst layak tangkap sebagaimana dimaksud
parda ayat (1) ditentiken berdasarkan:

a. aifat pengoperasian alat penangkapan Ikan;

b.  jenis alal penangkapan Tkan; dan

. melnde pengoperasian alatl penangkapan Ikan.

Pasal 147

Kompetenst layak simpan sebapaimana dimaksad
dalam Pazal 144 ayat (}) huen ¢, ayvat (2 horal ¢, dan
ayal (3} huruf b merupakan  keterampilan,
renpgetahuan, dan perlaku kerja vang haras dimilik
cleh Avwak Kapal Perikanan dalam menjamin:

a. keamanan pangan dan jaminan Moo hasil
penangkapan [kan selama proges penanganan,
pengoliahan, penvimpanan sesual dengan kaidah
keamanan pangan;

Ir.  pengoperastan  mesin refrigerasi oi Kapal
Ferikanan: dan

r.  pengoperasian palka umpan [kan hidup dan
Acralor.

kompetensi layak simpan sebapgairmana  dimaksud
pada ayat (1] ditentukan berdasarkan:

a. teknis _ . .
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2. tekma Penanganan lkan hasil tangkapan;
i,  jerus dan metoele penyimpanan [han;
&, lamanya waktu operast penangkapan lkan; dan

i, refrigeras pervimpanan [kan.

Parapraf 3

Daerah (rperasi Kapal Penkanan

Fasal 14K

Daerah  operagst Kapal Perikanan  sebapgaimana
dimaksud dalam Fasal 145 ayal (2] hural a terdird atas:

a. peralran terbatas; dan
1. perairan tidalk rerbatas.

Perairan terbatas scbhagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf & mencakup seluruh WEPHET.

Perairan tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada
ayal (1] huruf B merupelkan persiran Laul Lepas.

Paragraf 4

Kualifikasi Awak Kapal Perikanan

Pasal 144

standar kualiikas: Avak Kapal Penkanan terdin atas:

.

b,

bagian dek; dan

bagian mesin.

Pasal 150 ..
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Pasal 1530

Standar kuoalifikasi Awak Kapal Perikanan untuk
bagian dek scbagaimana dimaksaud dalam Pasal 149
huraf & ditentukan berdazerkan ukuran panjang
dJanfalau gross tonhage Kapa) Perikanan serta daerah
operasl Kapal Perikanan, susunan jabatan, serta
scrtifikat vang diperlukan,

Standar  koaliikasi  Awak  Kapal  Perikanan
sebagaimana dimakyud pada ayat (1) pailing sedikit
harus memenubl kualifikasi:

a.  keahlian nautika Kapal Pertkanan;
. keahhlan alat dan operasi penangkapan tkan;
€. keterampilan radio;

keterampilan keselamatan dasar Awak  Kapal
Ferikanan:

e.  keterampilan opcrasional penangkapsan ikan; dan

L kelerampilan penanganan  dan  penvimpanan
Tkan.

Pazal 151

Standar kualilikas: Awal Kuapal Perikanan untuk
Lapian mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1490
hurul b ditentukan berdasarkan dava dorong mesin
Kapal Perikanan, susunan jabaten, serts sertifikat
vanp diperhikan,

Stander  kualilikasi  Awak kKapal  Perikanan
s¢bapaimana dimaksud pada ayal (1) paling sedikit
harus memenuhi kualifikasi:

. keshlian rekmka Kapsl Pepkanan;

. ketcrampilan keselamalan dasar Awak Kapal
Ferikanan;

. keterampilan petawatan mesin Kapal Perikanan;
dan

d.  keterampilan relfrigerasi mesin pendingin Kapal
Perikanam.

Paragraf 5 . ..
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Paragrafl 3

Sertifikat Awak Kapal Perikanan

Pasal 132

Kompetens teknis dan nautis sebagaimana dimaksud
dalam Masal 144 dibukrikan dengan scrifikat Awak
Kapal Perikanan.

Sertifikat  Awak Kupal Perikanan sebagaimana
dimeksud pada ayat {1] cordini atas:

a.  Serlilikal Keahlian Awak Kapal Perikanan; dan
k. Serliikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan.,

Paszl 153

Sertifikat keahlian Awak Kapal Peribanan sebagaimana
riimaksud dalam Pasal 152 avat {2] hurul s terdiri atas
sertifiliat:

a. ahli nautika Kapal Peribanan;
b, ahlilekrikas Kapal Perikanan;
¢.  ahh penangkapan [kan; dan
ol.  rating kapal pertkanan.

Serliikat keahlian Awalk Kapal Perikanan sebapaimana
dimaksud pada avat {1] diterhitkan olch Menterio

Pasal 154

Sertifikat  kererampilan Awak HKapal Penkanan
sebagalmana dimaksud datarm Pasal 152 ayat |2] hural
b terdint atas scrtifikat:

a.  Easic Safety Training Fisheres [BST-F);
b. operasional penangkapan lkan:

C. keterampilan - .
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keteramptlan penanganan [kan;
refrigerasi penyimpanan lkan;

perdwatan mesin Kapal Perikanan: dan

=0 oaon

operator radin.

Sertifikat  Ketcrampilan  Awak  Ksapal  Perikanan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul & sampal
dengan huruaf ¢ diterbitkan oleh Menten.

Sectilikat  Keterampilan  Awak Hapal Perihapan
sebapaimana dimaksud pada awat (1] huaral [
diterbitkan  oleh menteri vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika.

Paszal 155

Menteri menvediakan basis data dan informasi tentang
sertifikal Awak Kapal Perikanan yang dapacr digunakan
untuk keperivan negara lain dan perusahaan  dalam
memverifikasi keabsahan dan masa berlaku.

Paragraf &

Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan

Fazal 136

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan
rerdiri atas:

H.

It

pendidikan dan pelatihan profesieonzal Awak kKapal
Perikanan:

perndidikan dan pelatihan fungsional Awak kKapal
Perikanan: dan

pencidikan dan pelatihan keterampilan Awak Rapal
Fartkanan.

Pazal 157 .
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Pazal 157

(1] Pendidiltan dan pelatihan profesicnal Awak Kapal
Penikanan sebapaimana dimaksud dalam Fasal 156
burdl a merups=kan pendidikan dan pelatihan (ormat
untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Awalke Kapal
Merikanan.

(21 Pendidikan dan pelatihan prolesional sebapaimans
dimaksud pada avat [1] rerdiri atas;

a. pendilikan dan pelatthan ahll nantika Kapal
Perikanan, dan

b pendidikan dan pelatthan ahll teknika Kapal
Perikanamn,

Pasal 1538

Pendidikan dan pelatihan fungsional Awak Kapal Perikanan

scbapaimana dimaksud dalam Paszal 136 hurwf b

merupakan  pendidikan dan pelarihan nonformal

peningkatan jeryang prodes Awak Kapal Perikanan yang

terdiri atas:

a.  pendidikarn  dan pelatihan ahli nautika Kapal
Perikanan,

b, pendidikan  dan  pelztihan ahll teknika  Kapwl
FPerikanan;
c.  pendidikan dan pelatihan ahh penangkapan Ikan; dan

d. pendidikan dan pelatihan cating Awak  Kapal
Perilkanan.

Pasal 150

(1) Pendidikan dan pelatihan kelerampilan Awak Kapal
Ferikanan sebagaimana dimaksad dalam Pasal 136
hural ¢ merupakan pendidikan dan pelatihan guna
mendapatkar keterampilun untuk melakukan wgas
darnfarals Tungs ertente di Kapal Perikanan.

2] Pendidikan . . .
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(2] Pendidikan dan peladhan kelerampilan Awak Kapal
Perikanan sebagaimany dithaksud pada ayat [1) pabing
sedikit terdin atas:

a.  pendidikan dan pelatiban BST-F;

b. pendidikan tan pelatihan operasiunal
penangkapan 1kan;

penididikan dan pelatihan penanganan [kan;

d.  pendidikan dan petatihan relriperasy
penvimpanan lkan;

¢, pendidikan dan pelatihan perswatan mesin Kapal
Perilkanan;

f. pendidikan dan pelatihan kecakapan nelavan;
pendidikan dap pelatihan operater radio, dan

=

h.  pendidikan dan pelatihan kelistrikan,

Paragraf 7
Fenvelenggaraan Penchidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan

Pasal 160

{1} Penyelenggaraan prrdidikan fdan pelatihan
penpawakan Kapal Perikanan berpedoman kepada:

a. standar nasional pendidikan; dan

b.  kelentban yang  digtur dalam Konvens
[nternasional frentang Standar Pelatihan,
Scrtifikasy, dan Dinas Juga bapl Awak Kapal
Penangkap Tkan, 1995, beserta amandemennya,

{4) Penyelenpgaraan penchiclikan Jdan pelatihan
pengawakan Kapal Perikanan schagaimana dimaksud
pada avat (1} meliputi:

a, pendidikan dan pelatihan keahlian Awak Kapal
Perikanan yanpg diselengparakan melalui Jalur
fremal dan nenformal; dan

b. pendidikan . . .

SK No IB6TES A
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b, pendidikan dan pelatihan  keterampilan  Awak
Kapat Perikanan yang diselenggarakan melahai
Jalur nonformal.

Pasal 161

Pendidikan  dan  pelatihan pengawakan Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160
avat (2 dapat disclenggarakan oleh Pemcrintah,
FPemeriniah Dasrah, badan wsaha milik negara, badan
usaha mihk dwerah, badan uvsaha swasta  atau
masvarakar sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perunclang-undangan.

Pendidikan dan petatihan  pengawakan  Kapal
Perikanan sebapaimana dimakzud pada avat (1] untok
Melavan Kecil atas bisva Pemerintah dan Pemcrinlah
Dacrah.

Setiap program pendsdikan dan pelatihan pengawakan
Kapal Perikanan yang diselenggarakan oleh lembapa
pendidikan dan  pelatthan  harus  mendaperkan
Fenigesahan dart Menter berdasarkan hasih audic.

Pengesattan zebapaimana dimaksud pada ayal |3
dapat diterbitkan setrlah memenuhi standat:

g, isi;

b. proses;

.  RKompetensi kelulusan,

4.  pendidik dan lenaga kependicikan,

prasurana dan sarana,
pengslolaan;
penilaian pendidikan; dao

T ™ T

permbiayaan.

Pazal 102 . ..
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Paszal 162

Fenyelenggaraan pendidikan dan pelatiban
pengawakan Kapal Perikanan harus memenuhi sistem
standar putu pendidikan dan pelarihan pengawakan
Kapal Peorikanan indopesia vang mengacu  kepada
Eanvensi Inlernasional (entang Standar Pelatihan,
Sertifikasl, dan Dinas  Jaga baywl Awak Kapael
Penangkap Ikan. 1995, beserta amandemennya.

Dalam rangka penyelenggaraan  pendidikan  dan
pelatihan Awak Kapal Perikanuan dilakukan ventikasi
dan cvalues secara berlkala paling sedikit 1 {satu) kal
datarn 1 [samu] tahun oleh Menteri guna menjamin
pemenuhan standar muni pendidilan dan pelatiba
pengawakan Hapal Perikanan.

Pagal 163

Pengeszahan Program Pendudikan dan Pelatihan kepada
seliap lembaga pendidikan dan pelatihan penpawalan
Kapal Perikanun dibaralkan apabila  Lldak scsuai
dengan sistem standar mutu setelah dilaknkan audi,

Pembalalan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
chlalukan setelah melaiui proscs;

#,  perinpatgn secara terrulis schanyak 3 itigs) kali
dengan jangka waktu masing-masing pallinp lama
30 {tiga puluy hari ketja; dan

b.  pembatalan dilaksanakan setelah jangka wukiu
peringatan ketiga  berakhir dan hasil  andit
membulktikan penvelenggara tidak melakukan
perbaikan scoara signifikan,

(% Terhadap . ..
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Terhattap program pendidikan dan pelatiban yang
pengesahannya telah dibatallcan,  Pemerintah
memindahkuan  peserta didikoyve pada  lembaga
pendidikan  dan  pelatihan  kepengawakan  Eapal
Perikanan yang telah mendapatkan Pengesahan atas
seixin Menteri untuk nelanjutkan pendidikan dan
pelatiban.

Terhadap program peodidikan dan pelatihan yang
penpesnbannya telah dibatalken tidak diperkensnkan
menerima. peserta didik pendidikan dan pelatibvan
baru.

Paragral 2

Pengujian dan Penpukohan

Pasal 164

FPenyelenggaraan dan pengawasan wian keahlian Awalk
Kapal Perikanan dilaksanakan olch Dewan Penpguji
Kcahlizn Awak Kapal Peritanan.

Dewan  Pengujl Keahblisn Awak  Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dipimpin aleh
seorang Ketua vang harus memiliki Sertifikat Heahlian
Awak Kapal Perikepan paling sedikit ahli nautika
Kapal Perikanan {ingkat 1 atau ahli eknika Kapal
Ferikanan tingkat |

Dowan  Perpujl Keahlian Awak Kapal Perikonan
sehapaimana dimaksud pads avat |1] dibenluk oleh
Menteri,

Pasal 165

Sertiikat Keahlian Awak Kapal Perikanan vang telah
diterbitkun  wajib  dilakukan  Pengukuhan  dalam
bentuk Sertifikal Pengukuhan.

Sertifikat Pengukuhan ditethitkan oleh Menteri.

Faragrat 9 . ..
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Paragral 9
Pongakuan

Patal I

Menteri mengakui Scrifikat Keahliun Awak Kapal
Perikanan dan Sertiikat Keterampilan Awak Kapal
Merikenan yang ditecbitkan oleh nepara lam yvang telabh
mcratifikasi Konvensi [nternoasienal tentang Standar
Pelatittan, Sertifikasl, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal
Penangkap 1kan, 1995, beserta amandemennys,

Pengakuan sebagaimuana dimaksud pada ayat (1)
dilakzanakan melalui proses pengakuan kedua belah
Eihule

FParagral {0
Standar Mutu Awak Wapal Perikanan

Fassl 167

Sistern standar mutu penpawakan Kapal Perikanan
telipuall:

a. peadidikan dan pelatihan;
h. pengupian Kompetonsi,

. penecrbitan secdfikat;

d. pengukuban; dan

c.  revalidas,

Sctigp lembapn yaong melakukuan  pendidikan dan
pelatihan keahlian dan/atau keterampilan Awak Kapal
Perikanan, pengujian keahhan Awale Kapal Perikanan,
dan penerbitan seriinkal pengawakan kapal Perikanan
mengaciy pada  sistern standar mata pengswakan
Kapal Perikanan schagaimana dimaksud pada ayat {1).

(3] Bistemn . ..
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(31 Sizlem standar muto pengawakan Kapal Perikznan
scbaguimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pemantauan secara berkala aleh Meonteri,

Paragral 11

Dokurnen Awak Kapal Perikanan

Fasal 168

Awak Kapal Perikanen untuk bekerja di Kapal Perikanan
borbendera Indonesia dan/atau berbendera asing hams
memiliki kelengkapun dokumen wung sah dan musih

berlaku.

Fasal 15%

{1} Awalk Kapal Perikanan vang bekerjs di Kapal Perikanan
berbenders Indonesia vang beroperasi di WEPNRI
harus memiliki dokumen:

a.
L
L
d

c.

[EL;

tuku pelaut Awak Kapal Pemkanan;
Kompriens,

surat keterangsn kesehatan; dan

Lukti  kepeserlsan  Sistcm Jaminan Sosial
Nasional.

(2]  Awak Kapal Perikanan yvang bekerya di Kapal Perikanan
berbenders Indonesia vang beroperast di Laut Lepas
danjatau  wilavah surisdiksi negara lain harus
mermiliki dokumen:

a.
h.
;.
d.

FKL;
buku pelaut Awak Kapal Perikanan;
Kompetenasi,

surat keterangan kesehatan,

bukeo  kepesertaan  Sisterm Jaminan  Sosial
Maswal, dan

penalanan [pasper).

(3] Awak . ..
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Awsak Kapal Perikanan vang belerja oi Kapal Perikanan
berbendera azing harus memiliki dokuomen:

a.
.

.

= ®

PEL;

buku pelaur Awak Kapal Perikanan,
Kompeters,

aurat keterangan kcschatan;

bukti  kepesertaan  Sigtem Jaminan Sosial
Nasintal;

ABLIFANS];
perjalanan [paspor]; dan

ketenagakerjaan jviga kerjal.

Selain dokumen selagaimans dimaksud pada ayat (3],
Awak Kapal Perikanat yang bekera di Kapal Perikanan
berbendera asing harus memenuhi dokumen yang
dipersvaratkan oleh negara benders kapal

Paragraf 12

Buku Prlaut Awak Kapal Perikanan

(1}

12]

(<3

Pasal 170

Buku pelawt Awak Kapal Perikanan ditecbitkan oleb
Menteri,

Buku pelaut Awak Kapal Perikanan sebapaimana
dimaksud pada ayar (1} diberikan kepada Awak Kapal
Perikanan yang telah memiliki Kompetensi.

Untuk mamperalch buky pelaut Avalk Kapal Fenkanan
gebagaimana dimaksad pada ayal [1], Awak kapal
Perikanan mengajukan permohonan kepada Menteri.

Paragraf 13 . ..
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Puragral 13

Ferjanjian Kerja Laul

Pasal 171

PKL merupakan kesepakatan antara Awak Kapal Penkanan
denpan  pemilik Kaps? Perikanan atau operalor Kapal
Perikanan ataa Nukhoda atau dengan agen Awak Kapal
Perikanan yang momedat:

{1)

12|

SK Na UE6748 A

persyatratan kerjy,;

jaminan kelayvakan kerja,

jaminan upeh,

jamunan kesehatan;

jaminan kecelakesn kena;

Jaminan keamanan dan keselamatan kerja;
Jarmiman hari tua;

jaminan kehilangan pekerjaan,

jaminan kematian; dan

jaminan hukum vang mengacu pada  ketentuan
peraiuran perundang-undangan.

Pagal 172
Wilavah huokum PKL bugi Awak Kapal Perikanan
mehputi:
a, WPPNREI;
b. Laut lcpas; dan
. wilayah yurisdiksi negara lain.

PKIL. bagi Awask Kkapal Perikbanan  schagaimana
dirnaksud dalam Pasal 171 dilaksanakan untak Awak
Kapul Perikanan wang hekenia di Kapal Perikanan
berbendera Indoncsia berukuran di aras 5 [lima) gross
tonnage yang bercperasi (i WPPNREI dan/atau Laut

Lepas.

{3} PKL ..
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PEL bagl Awak Kapal Pernkanan vang bokerja Jdi Kapal
Perikanan berhendera asing yeng beroperasi i
perairan negara bendera kapal dan Laut Lepas
dilakzanakan seslar denpan keleniuan  poraturar
perundatg-undangan,

PKL bapi Awak Kapal Penikanan yang bekerja di Kapal
Perikanan erbendera asimg yang beroperasi di wilavah
yurisdiksi negara lain dilaksanakan scsuai dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan,

FKL sebagaimana Jdimaksud pada avar (2] untuk Awqk
Kapal Perikanan wang Lekerja i Kapal Peritkanan
berukuran 5 jlima) sampai dengan 34 (ligs pulul) gross
tertnage mulal bertaka 3 {tigay tahun sejak Berlakunys
Prraturan Pemerintal ini.

Pasal 1732
PEL bagi Awak Kapal Perikanan terdiri atas:
a. PKL untuk jangka waktu terbatas;

L.  PRL untuk jangks waklu saro kali operasi Kapal
Ferikanan; dan

¢, PEL untuk jangka waktu tidak terbatas.

FPEL untuk jangks waktu terbatas  sebagammana
dimaksue pada avat (1) buuf a pelaksanaannya
berakhir zerelah melampaui tanggal masa herlaku PEL.

PKL untuk jangka waktu satu kali operasi Kapal
Perikanan sebagaimana dimaksud pada svat (1) hurnt
b pelaksanaannys berakhir setelah tiba dan sclesal
borgkar lkan di pelabuban yang dituinjulk.

FEL untuk jangks wakru tdak terbatas sebagaimana
dimaksud pada aval (1) huruf o, pelaksanasnnyva
berakhiv berdasarken  kescpakatan pemilik Kapal
Perikanan atag operalor Kapal Perikanan atau apen
Awak Kapal Perikanan awau Nakhoda denpan Awak
Hapal Perikanan.

Pas=sl 174
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Fasal 174

PKL ditandutangani di atas meterai bernilan cukup oleh
pemilik Kapal Perikanan, opcrator Kapal Prrikanan,
apgenn Awak Kapal Perikanan, atau Nakhoda dengan
Awak Kapal Penikanan,

PEl. nerlaku scjak disshlan oleh syabhbandar stan
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Syahbandar atau Syvahbandar di Pelabuhan Perikanan
sebapsimana dimaksud  pada avar 2} harus
memastikan babwsa Awak Kapsl Perikanan yvang akan
mermbuat PKL sebagamana dimaksud pada ayat (1]
telah memenuhi persyarawan bekerja sebagaimana
dimakastd dalam Pasal 141 hurat a, humaf o, hurat d,
dan buruf €.

Femilik Kapal Perikanan, nperator Kapal Perikanan,
apen Awak Kepal Perikanan, Nakhoda, dan Awak Kapal
Perikanan bertanggung jawab atas keabsahan selurub
dokutmen dan segala misiko hukom jiks deloamen tidak
henat atan tidak sah,

Srahbandar atau Syshbandar di Pelabuban Penkanan
sebagpaimana  dimaksud  pada  ayac [2)  harus
memastikan pemenuhan muatan isi PRL scbhagaimans
ditnaksud dalam Pasal 171,

Paragraf 14
Sigl Awak Kapal Perikanan

Pazal 175

Sijil schagaimana dimaksud dalam Pasal 141 hunat g
dilakukan aleh Syahbandar di Pelabuhan Perilanan.

Setiap Awak Kapal Perikanan yang akan dilakukan sijil
sebagaimana dimzksud pada ayal {1) harus memenubhil
persyaratan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 141
huewd a, humaf o, haru! o, harol e, dan hural

FParagral 13 . ..
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Paragraf 15
Jaminan Sosial

Pazal 176

Pernilik Kapal Perikanan, operator Kapal Penkanan,
apen Awak Kapal Perikanan, atau Nukhoda harus
member jaminan sosial yang terdin atas:

1. jaminan keschatlan;

b,  jaminan kecelakaan kerja,

c. Jaminan kernatian;

d.  Jamnnan hari toa; dan

e. Jjarmnan kehilangan pekcrjasm.

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf a dan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat 1] hurf b dimaksudkan untuk
menargpling bava perawalan dan pengobatan bagi
Awak Kapal Perikanan vang sakir atau cedera selama
berada d1 wias Kapal Perikanan,

Jaminan kemalian sebagaimana dimaksud pada avat
(1] buruf ¢ dimaksudkan untuk memberikan jaminan
ketidupan bagi ahli wans dan keluarga Awak Kapal
Perikanan vang meninggs] dunia.

Jaminen hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 4 ditmaksudkan untwk memberikan jamiman
penghidupan  kepada Awak Kuepsl Perikanan dan
keluarganya apakile terjadi pemutusan hubungan
kerja danfatau sudeh tidak mampu bekerja.

Janunan kehilangan pekerjaan sehagaimana
dimakasud pada avat {1) huruf « dimaksudkan untuk
memberikan  jaminan mempertahankan derajatc
kehidupan yang layak pada saat Awak Kapal Periltanan
kehidangan pekernjaan.

(6 Terhadap . . .
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Terhadap Awak Kapal Perikanan yang sakil atau
cedera akibat kecelalaan sehinges ridak dapat bekerja
alau harus dirawat, pemillk Kapal Perikanan, operator
Kapal Perikanan, agen Awak Kapal Perikanan,
Nakhoda zelain memberikan asuransi sebagaimana
dumaksud pada ayat [ 1, juga membayar gaji penuah ika
Awak Kuapal Perikanan telap berada atau dirgwac ds
Kapal Perikanan.

Jika Awak Kapal Perikanan sebwgaimana dimaksud
pada avat (B harus ditnmunkan dani Kapal Perikanan
untuk perawatan di darat, pemilik Kapal Penlanan
atau uperator Kapal Perikanan atau agen Awak Kapal
Perikanan atau Nakhodsa wajib hams:

a. memberikan  jaminen  sosial  sebag@mimana
dimaksud pada ayat (1) hurndd a dan harual b;

. membavar sebesar 1004 [seratus persen) dam gaj
minimumnoya untuk bulan pertama dan schesar
FO%  fdelapan puluh persen] dan gaj
mitnimumnya setisp bulan pada bulan berikurmnya,
sampal yvanp bersangkutan scmbuh sesual surat
keterangan petugas medis, dengan ketenluan
tidak letih dari & (cnam) bulan untuk yang sakic
dan ddak lelih dari 12 (dus belas) bulan uniuk
vang cedera akibat kecelakaan.

Jaminan sosial terhadap Melayan Kecid dilakzanakan
seulal dengan  kelemiuan peraturan perandang-
undangan.

Pazal 177

Besamys ganti magl alas kehilangan barang-barang
milik Awzalk Kapal Perikanan akibat tenggelam atau
terbakarnya Kapal Perikarnan, dihitung seswai dengan
nilai barang-bharang yang wajar dimilikinys yvang hilang
datau terhalkar.

Ganti tapl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada pemilik Kapal Periksnan atau
pperator Kapal Perikanan atau apen Awak Kapal
Perikanan atau Nakhoda,

Paragral 16 . _
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Paragraf 16

Santunan

Pasal 174
Jika Awale HKapal Perikanan setelah dirawal  akibat
kecelakaan  keoa,  menderita gacat  totap yang

mempenpgaruhl kemampuan ke, IHsarnya sanlunan
ditentukan:

A, cacal tetap yang mengakibarkan kemampuan kerja
hilang 100% [seralus persen), besamys santunan
minimal BplS0. 00000000 (seratus lima pulubh juta
rupiahl;

b. rcacat tetap vang mengakibalkan kemampuan kerja
herkuranpg, besarnva santunan ditetapkan sebesar
persentase dari jumlah sebapaimans ditetapkan dalam
hurul a, denpan ketentuan kehilangan:

sarl lengan: 4% (empat pulub persen);

kechaa lengan: 100% {seratus perscn),

saty telapak tangan: 30% [tiga puluh persen);

kedua telapak tangan; 0% [delapan pulub perseny;

satu kaki dari paha: 40% (empat puluh persen);

kedua kaki dari pahar 100% [seralls persen);

satu telapak kaki: 0% (Diga pulubh persen),

kedua telapak kaki: £0% idelapan puluh perscn;

aulil mata: 30% (tigs pulubh persenp;

10, kedus mata: 100% [seralus persend;

11. pendenpgaran satu telinga: 15% (lima belas persen);

12, pendengatan kedua telinga: 40% {empat pulih
perscii);

12 gatu jari tangan: 0% {zepulub persen); dan

14. matu jarl kaki: 2% {lima perseny,;

e N

c.  jika Awak HKapal Perikanan kehilangsn beberapa
angpgota badan sekaligus sebagaimana dimaksud pada
huruf b, besarnya santunan  diteniukan  dengan
menjumlahkan  besarya  porscntase,  dengan
ketentuan  tidak  melebihi jumlah sebogaimana
dimalksud pada huruf a,

Pazal 179, ..
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Pasal 179

{1]  Jika Awak Kapal Perilanan meninggal dunia di atas
Kapa! Perikanan, pemilik Kapal Perikanan haros
menanggung biaya pemulapngan dan  penguburan
jenazahnya ke rempat yang dikehendaki oleh keluarga
YANQ bersangkutan sUpENjang keadaan
memungkinkan.

2y Dalam hal Awak Kapal Perikanan meninggal dunia
schagaimmana dimaksud pada avat [1}, pemilik Kapal
Perikanan wajib membuayar santunan:

a. minimsa] sebesar Bpl Q0000 000,00 (seratus juta
rupiah) untuk mcninggal karena sakilt; atay

Ir.  munimal Rpl20.000 000,00 (seratus lima pulith
juta mapiah) untuk menineesl akibat kecclakaan
kerja.

i3] Santunan sebapaimana dimaksud pagda avat (2,
dibenikun  kepada ahli wansnya sesual  dengan
ketenituan peraturan perandang-undangan.

Pasal 18D

Ketentuan lebih lanjut menesna fata kelola pengawalkan
Kapal Penikanan diatur dengan Peraturan Menteri.

FPasal 181

Dalam rangka pemenohan kepafuhan terhadap Konvensi
Internasional tocntang Standar Pelatihan, Sereifikasy, dan
Dinus o Jaga bagi Awak kapal Penangliap lkan, 1995, beserta
amandemennya,  Memueri melaporkan inplementacsi
polaksanaan konvensi kepada Sekretariat  intermational
Marteme  (rganizafion . melalul kementerian yany
bertanggung  jawab dalam  pelaksapnaan  kegiatan dan
adminisitesi  pemcrintah pada  Interrational . Maritime
Organizaifon.

Faraegral 17 . _ .
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Paragral 17

Penukaran dan Peovetaraan Sertififcat Awek Kapal Perikanan

(1]

i2]

(3)

Pasal 182

Sertifikat Keahlian dan Keterampilan Awak Kapal
Penikanan vang diterhitkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran
dapal dilukar dengan Sertifikatl Keahlian scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 153 dan Serrifikat Keterampil=an
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dengan
mengajukan  permohonan kepada Menteri paling
lambat sarnpai dengan 31 Desember 2023,

Awak HWapal Perikansn yang memilikl | Sertifikat
Keahlian skl nautika Kapal Perikanan dan/atauw ahls
teknilka Kapal Ferikcanan, dapat melakiukat
penvetarasn metjodi scrtifikat keahlian pelaut niaga.

Ketenmaan penvelsraan sebapaimana dimaksud pada
avar (2] mengikuli ketentian dari menteri yang
menyelenggarakan urasan pemerintaban i bidang
pelayaran.

BAB V1l

KEFELABUHANAN PERIKAMNAN

Bapian Kesatu

Tatanan kKepelabuhanan Perikanan Masional

{1]

5K No (RGN A

Pasal 183

Tatanan kepelabuhanan Perikanan nasion=l
diwujudkan dalam rangka penyvelenggeraan Pelabuhan
Perikanan yang amdat dan berkemampuan tingegl,
menjamnin cfisiensi, dan mempunysi daya saing global
untuk  menunjanyg pembangunan Perikanan  di
WPPMNRIL.

2] Tatanan . - -
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Talunan Kepelabuhanan Perkanan nasiohal
merupakan sistem Kepelabuhanan Penlanan secars
nasienal yang mencerminkan (& PETICATLAAT
Kepelabuhanan Perikanan  berdasarkan  kawasan
ekonomi,  geogralis, dan  keunggulan  kemparatif
wilavah, serta kondizi alam.,

Talanan Kepelabubhanan Perikanan nastonal memuat:
a. fangsi Pelabuhan Perikanan;

b. fasilitas Pelabuhan Permkanan;

. klasihikasi Pelabuhan Perikahan; dan

. RIPFN.

Faragpral 1
Fungsi Pelabubhan Perikanan

[*asal 1584

Prlabuhan Perikanan mernpunyal funpsi
pemerintahan dan pengusahaan puna meodukung
kegiatan vang berhuhungan dengan penpelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkunpannya
mulal dan praproduks], produksi, pengolahan sampal
dengan pemasaran,

Fumngsi pemerintahan  pada  Pelabuhan  Perikanan
sthagaitnana dimaksud pada avat (1] merupakan
fungs untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan,
pentgenclalian, pongawasatt, scrta keamanan  dap
Kegelamatan  Operasional  Kapal  Perikanan  di
Pelabuhan Perikanan,

Fungsi pemerintahan  pada Pelabuhan  Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan
vleh Pemerintabh Pusat danfateu Pemenntah Daerah
sesuai dengan Kewenanpanriyy.

Fungsi pemerintahan schagaimana dimaksod pada
ayel (3], dapat berupa:

4. pelayanan tamhbat dan labub Kapal Perikanan;

b pelayanan . - .
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pelavanan pembinaan cdan pengenclalian Wi
pada kepiatan penangkapan lkan;

pengumpulan datm tangkapan  dan Hasil
Pernkanan;

pclaksanaan  keglatan  operasional  Kapal
Perikanan, vang meliputi pengaluran
keberangkatan, kedatanpgan, dan kegiatan Kapal
Penkanan di Pelabuban Penkanan;

prlaksansan keselamatan  dan keamanan
operasional  Kapasl Penikanan dan mombanto
pengendalian sumber daya ikan;

pelaksanaan  pengendalian lingkunpgan  di
Pelabuhan Perikanan, vang melipat kebersihan,
keantanan, kerertiban, kaindahan, dan
heselamatan ke,

pelaksansan  publikam  operasional Pelabuhan
Perikdanan, hasil pelayanan sandar dan labuh
Kapal Perikanan dan kapal pengawas perikanan.

pelaksanaan pemantauan wildyah pesizir dan
wisata bahari;

faszilitasy ternpat pelaksanaan pengawasan dan
pengerndalisn sumber dava ikan;

Tasililasi 1empal pelaksansan penruduhan dan
penpembangan masyvarakat nelayan,

Iasilitasi tempat pelaksanaan fungs) karantina
lkan;

fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelavtan dan
perikanan;

Tasililast lempAl pelaksansan lunpst kesehatan;

Tasibilast tempal pelaksanaan lungst kepabeanan;
dan/atau

{asilitast tempat pelaksanaan lungst keimigrasian,

Seluin memibiki fungs) pemenntahan schagaimana
dimakaud pada ayat [31, Pelabuhan Penkanan dapat
meclaksanakan fungsi poemernntzhan lainnya  vang
terkait demgan Pengelolaan Perikanan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(B Fungst ...
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(&) Fungsi pengusahaan pada  Pelabuban Perikanan
sebagaimanya Jdimaksud pada avat (1] mernapakan
[ungsi untuk melaksanakan pengusahaat berupa
penvediaan dany slau pelayanan jasa Kapal Perikanan
dan jasa terkait di Pelabuhan Peribanan.

(7 Fungsi penpusahaan sebapaimuna dimakswl pada
avat (&) melipote

a.  prlayvanan bonpkar muat tkan;
b, pelavanan pengolahan Hasil Perikanan,
c., pemaszaran dan distribusi Tkan;

d. penggunaan  dan pemandaatan fasilitas di
Pelabuhan Penkanan;

¢ pelavanan docking dan galangan Kapal Perikanan,

pelayvanan logistik dan perbekalan Awak Kapal
Perikanan dan Kapal Perikanan;

¢, penvelengearaan wisata hahari;

h. Tfasilitasi tempat pelayanun lembaga kevangan;
darn/atzu

1. penyediaan dandatau pelavanan jasa lainnya
sesuan dengan ketentuan peraluran perundsdng-
undangan.

Paragraf 2
Fasilitgs Pelabuhan Perikanan

Fasal 185

{11 Dalam rangks meounjang funpsi Pelabuhan
Perikanan, sctiap Pelabuhan  Perikanan  tmemiliki
fasilitas yang lerdini atas;

a, fasilitas pokol;
b. fasilitaz flungsionsl; dan
. [asilitas penunjang.

(2}  Fasihtas pokok schagmimana dimaksoud pada ayal (1)
hural a dapat terdin aras:

m. tanahb ...

3K No 036738 A
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tanah;

dermaga lermasuk  couse  wapstrestle,  jetfy,
ek, gquaytiall ataw dolphing

Kilam Pelabuhan;

sarana bantu navigas! pelaydaran;
peméecah pelombang (breakeater);
CC¥ELITen;

grain;

tlrainasec; dan

Jjalan.

Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} hural b dapat terdiri atas:

a.
b.

.

23

tempal pemasatan [kan;
menara pengawas aktifiitas Pelabuhan Penkanan;

fasilitas komunikas antarca lain telecpon, intermel,
radio komunikasi, dan fasilitas informas lainnya;

[asilitas pemadam kebakaran;

fesilitas aic bersih, Bahan Bakar Minyak [BBM),
o5, dan listrik;

tempat pemelitharaan kapal,  antara lan
dock/ sitpuay dan henplel,

tempat pemeliharaan =lat penangkapan lkan;

tempat penanganan dan  pengolahan Hasil
Perikunan. antara lain cold storage, infegrated cold
stordge,  transit sheed, dan  laborzloom
pembinaan Mudy;

perkantoran, amara lain kantor  admimstrasi
pelabuhan, pos pelavanan terpadu dan
poerbankan;

transportasi, anlara lain alac pengangkutan [kan;
dan

kebersihan dan pengelahan limbah, antara laan
instalasi pengolahan air limbah dan  tempat
pernbuangan sementara,

{4} Fasililas . . .
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Fasilitas penunjang sebagaimana dimalkesid pada ayvat
{1] buruf ¢, dapat terdiri atas:

a. balai pertcmuan nelayan,
L. mess aperator,
¢, WIS nelayan;

. fasilitas sosial dan umuam, antara lain temparc
peribadalan dan mandi cuci kakos;

€. lempat stirgRat’ shelter nelayan,
pertizkoan kKos nelavan;

B fasilitas penpamanan Kawasan, antata lan pos
Jjaga, pagar dan closed ctrof teletision; duan

h.  pasar lkan.

Fasilitas vang hatus ada pada Pelabathan Perikanan
paling sedikit meliputs:

a. fasiliras pokol terdiri atas tenah, dermaga, Kolam
Pelabuhan, dan jalan;

o fasilitas fungsional terdir atas kantor
admimistrasi pelabuhan, tempal pemasaran lkan,
air bersih, dan listnk; dan

c. [lasilitas penunjang yaity mandi cuci kakus,

FParopral 2

Penyelengparaan Tempat Pelelangan [kan

{1

T}

Pasal 1856

Terpat pelelangen  [kan  merupakan  salabh  saty
fasililas fungsional di  Pelabubhan Perikanan  dan
dimiliki aleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan,

Tempal pelelangan ean sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] berfungsi sebapal tempat pemasaran lkan-
melalul mekanisme lelang.

3] Mekanisme . ..
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Mckanisme lelang sebagaimans dimaksud pada aval
(2} merupakan kegialan pemasaran pertamna kali saat
hasil tangkepan Kapal Perikanen didaratkan di
Pelabubhan Perikanan,

Mekeamsme lelang sebapaimana dimaksud pada ayat
{3] dilalakan melalul penawaran secara behas dan
mcningkat dengan  penawaran tertinggl  Rebagai
pemonang lelang.

Mekanigroe lelang haros memenuhi peberapa unsur
vang terdin atas:

., lkan yang akan dilelang;
b, pemilik Tkan;

c. quna lelanp; dan
d

peserta  lelang  vang sudan terdaftar sebagad
peserla lelang,

Pasal 187

Pengelelaan dan penyelengparanan tempat pelelangan
[kan  diluksanakam  oleh  Pemeriatah Daerah
kalwapaten; kota.

Dalam ranpka meningkalkan kesejalleraan rakvat
dengan pertimbangan efisicnsi, elektivitas pelayanan
publilk  zerta saling mengunrungkan, Pemerintah
Daerah  kebupaten/kota  melakulkan  kerja  sama
pengelolaan dan penyelenggaradan rempat pelelangan
Ikan dengan penyelenggara Melabuhan Penkuanan.

Dalam  melaksanakan  kevja sama  sebagaimana
ditnaksud  pada  avat (2] Pemenntah  Dasrah
kahbupatenkolw memberikan kontribuali kepada
FenyelengeEara Pelabuhan Perikanan,

Kerja sama sebapaimana dimaksud pada avat {2}
termasgk kena sama pemanfeatan BMN atau barang
milik daerah banpgunan tempal pelelangan (kan.

{51 Kerja . ..
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Kerja sama pengetolaan dan penyelenggaraan tempat
pelelangan [kan pada Pelabuhan Perikanan yang Tidak
Dibangun oleh Pemernneah Pusar dan Pemerintab
Dacrah dilakukan berdasarkan kesepalkatan anlara
Pemerintah Daerah kabmapaten/kola dengan pemilik
Pelabuhan Perikanan,

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada avat |2] dan
avat  [4) dilaksanakan sesuai dengan kefentuan
peraturan perundang-undangan.

[Ffamal (| 5R

Dhadam  penvelenpgaraan  tempat  pelelanpan  kan,
Pemerintah Daerah kabupaten/lkara dapat melakukan
kerja sama dacrah dengan pithak keuga.

Kerja sama daerah dengan pihak ketlipa sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) herupa penunjukan koperasi
vang berperak oi bidang Perikanan.

Pasal 189

Tempat pelclangan Ikan dipimpin oleh seorang kepaia
sebagal penangpuny jawab dalam pelaksanaan opetasional
ternpat pelelangan Ikan.

(1]

()

{:4]

Pasal 190

Pembinaan dan  pengawasan  pengelolaan dan
penyelenggaraan tempat polelanegan [kan dilakukan
olch Pemernintah Pusat dan/atau Pernerintah Dacrah
SCEUAL deTgat Kewonanganaya,

Pembinaan sebagammana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan,
pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

Dalant menyelengparakan fempat pemasaran Ikan,
penyelengara  tempat pelelangan lkan harus
Levkoordinasi dan menyampaikan laperan kegiatan
setiap han kepada kepala Pelabuhan Perikanan:

a. data . ..
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thata atau informes) lkan yang masuk ke tempat
pelelangan lkan berupa jenis [kan dan produksi
beserta nama Kapal Penangkap Ikan dan/atau
Kapal Pengangkut lkannya; dan

nilai  Ikan yvang ditransaksikan di tempat
pelelangan Tkan.

Parapral 4

Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Fasal 191

Berdasarkan kmteria teknis dan operasional, Pelabuhan
Peoikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yainn

a, Pelabuhan Perikanan Samudera {PPS;
b, Pelabuhan Petikanan Nusancara (PPN}
. Pelabuhan Perikenan Manta (FPP); dan
d.  Pangkalan Mendaraten ikan (PP

Fasal 192

PPS sebapaimana dimaksud dalam Pasal 191 bhuruf =
ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional
yang melipuli:

a. kriteris teknis terdio alas:

t.

mampu  melavani Kapal Perikanan  vang
melakukan kegiatan  Penkanan di perairan
Indonesia, =ona ekonomi «kaklusif Indonesia, dan
Laut Lepas;

remiliki fasilitas untuk kegiatan tambmat labub
Enpal Perikanan yvang berukuran paling kecil &0
tenam puluh) grimsss fonrage:

memiliki duanfatau  memanfaatkan  dermaga
paling pendek 200 {tiga ratus) merer dengan
kedalaman kolam paling dangkal minus 2 {tiga)
meter.

mampu menampung Kapal Perikanan  paling
sedikit 100 {serafusp anit arau jumlah
kescluruhen paling sedikit £.000 [enam ribu)
gross tonnage, dan

. memidikn . - .
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memiliki dan/atay memanfaatkan tanah paling
sedikit 20 {dua pulul] hekrare.

b kritcnia operasicnal terdin atas:

1.

Ikan wang didaratkan sehagian untuk rojuan
ekspor;

terdapat aktivitas bongkar muat Tkan  dan
pemasaran Hasil Perikaonan rala-rata 50 [lima
puluh) ton per hari: dan

terdapat industni Penpolahan lkan dan industri
pciianjang lainnya.

Pasal 193

FPN schagaimana dimaksud dalam Pasal 191 huruf b
ditctapkan bLerdasarkan krteria teknis dan operasional,
yang meliputi:

a.  leriteria teknoes terdirt atass

1.

5.

mamptl  melayvanl  Kapal  Perikanan  yang
melakukan  kegiatan Penkanan di perairan
Indonestd, zong ekonomi ckaklusil Indoncsia, da
Laur Lepas;

memiliki fasilitas Unrok kegiatan tambat labuhk
untuk Kapal Penkanan berukuran paling kecil 3¢
(tiga puluh] gross tornoge:;

memiliki danfatau memanfaatkan  dermepga
paling pendek 150 [scratus lima polub) meter
dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 2
{liga] meter;

mampy  menampung  Kapal Perikanan  paling
seckikit 75 [tujub puluh lima) wnit alau jumlah
keseluruhan paling sedikit 2,250 (duy ribu dua
ratus lima puluh] gross {onnage; dan

memiliki dan/atau memanfaatkan tanal paling
sedikit 10 (sepuluh) hektare,

b, kriteria cperasonal terdiri atas;

1.

terdapat aktivitas bonghar touat fkan  dan
pemasaran Hasil Perikanan rate-rata 13 (lima
belas) ton per hari; dan

2. rerdapat ..
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2, terdapsi  indusiri Pengolahan  fkan  dan
Indusin peounjang lasnya.

Pasal 194

PPP sebagaimana dimaksud dolam Paesal 191 haruf c
ditetapkan berdasarkan kntetiz tekmus dan uperaseonal
rang mehputi:

L

{1]

kriteria tekniz terdirl aras:

1.

mampll melarani Kapal Perikanan  yang
melakukan kegiatan Pemkanan  di o perauran
Indenesia dan zona «konomi eksklusif lndonesia;

memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh
Kapzl Perikanan yang berukuran paling kecil 1t
[mepniluh) gress tanroge:

memiliki dan/atan memanfaatkan dermaga
paling pendek 100 [seratus) meter dengan
kedalaman kolam paling danghkal minus 2 [doa]
mecter;

mampu menampung Kapel Perkanan sekurang
kurangnya 30 (tiga puluh) unil alau jumkah
keseluruhan paling sedikit 300 [tiga ratas) groes
forngeige; dac

memiliki danfatau memanfaatkan tanah pahng
sedikit o {limay] hektare.

krtteria opecrasional terdin ales:

i

terdapat aktivitas  bongkar miual Tken dan
pemasaran Hasil Perikanan rata-rala o (hma) ton
per hari; dan

lerddapat  industri Pengolahan lkan dan/atauw
indusirl penurgang lainnya.

Pasal 195

PFl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19] buraf «d
ditetapkan berdazarkan kritena tcknis dan aperasional
vary meliputi:

A

kriteria telknis terdiri atas:

1. mampua . . .
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1. mampy toelavani Kapal Perikenan  yang
mclakukan Kegirtan Perikanan di perairan
Ilndenecsia dent 7ona  ekonomi cksklosf
Indomne s,

Z.  memiliki fasilitas wuntuk kegizan tambat
lahuh Kapal Perikanan yang berukuran 10
{sepuluh) grozs tonnage;

3. memiliki danfatau memanfaatkan dermaga
paling perndek 13 (bga belas]) meter dengan
kedalaman kolam paling dangkal minus |
[satu) metar;

4. mampu menampung  Kapal  Penkanan
sekurang-kurangnva 15 (lima belas) unit
alan jumlah keseluruhan paling sedikit 75
frujuh pulub ma) gross fonrage,; dan

5. memiliki dan/atau memanfaatkan ranah
paling scdikit 1 (salu) hektare.

.  kriteria operasional waity  ferdapat  aktivitas
bongkar  muat  lkan  dan pemasaran Hasil
Perikanan rata-rata 0.5 [nol koma lima) ton per
han.

Lokasi pendaratan Tkan vang belum memenuhi kriteria

Pelabuhan Perikanan dikategonkan schagal sentra

nelavan.

Fasal 196
Pelabwhan Perikanan beordasarkhan kewenangannya
dibedakan menjadi:
a. Pelabuhan Perikanan milik Pemenintah; dan
k. Pclabuhan Perikanan tulik Pemernintah Deerah
provinsi,
Felabuhan Perikanan milik Pemenmtah scbagaimnana
dimaksud pada ayal (1} hurul a terdiri atas:
a. Pelabuhan Pecrikanan internasional, dan
b Pelabuhan Penikanan nasional

Pelabuhan Penkanan  intermasional  sebagamana
dimaksud paca avat (2) huraf a memiliki kriteria:

u. dapat ...
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a. dapat melayani kedatangan, keberangkatan, dan
kegialan Kapal Perikenan berbendern asing, dan

Ir.  ditetaplan sebagai pelabuban tenpal
pelaksanasn ketentuan negara pelabuhan untuk
mencegah, menghalang, dan  memberantas
penangkapan [kan secara ilegal, fidak dilaporkan,
dan ridak diatur,

Pelabuhan Perikanan nasional scbapaimana dimakaud
pada aval (2} hural b merypakan Polabuhan Perikanan
vang tidak diretapkan sebagar pelabuban rempat
pelaksanaan  ksienluan  oepara  pelabuhan untuk
mencegal, menghalangi, dlan memhberantas
penangkapan lkan secara llegal, tidak dilaporkan, dan
tidak dhatur melavani kegiatan ckapor Hasil Penkanan.

Pelabuhan Perikanan provitisi sebagmimana dimaksud
pada ayat 1 huraf (b} dengan keiteria;

a. Pelubuhan Perkanan  yang dimiliki - elch
Pemenintsh Daerah provinsg:, dan

b, melayani kegiatan ekspor Hasi Perikanan.

Faragral 5

Rencana Induk Pelabuhan Penikanen Masional

(1

{<)

(3]

Pasal 197

Dalam rangka pengaturan tatanan Kepelabuhanano
Ferikanan nasicnal, Kementerian menyasun RIPFN,

EIPPM meroiat
a. Lkebijakan Pelabuhan Perikanan nasional; dan
L. rencana kekasi Pelabuhan Peokanan.

Kebijakan Pelabuhan Perikanan nasional sebagaimana
ditmaksud pada ayat [2} huruf 8 merupakan arah
pembangunan Pelabuhan Perikanan, dan
pengembangan Pelabuhan Perikanan agar
penvelenggaraan Pelabuhan Perikanan dapar saling
mendukung antara salu dan lainnya.

(4) Rencana. ..



SK No 086728 A

4]

(S}

(&)

(7}

()

%]

PRE-IDF M
REPLIALIE INMIMOMESIA

- 152 -

Rencana  lokasi Felabuhan [Penkanan nasional,
sebapaimana  dimaksud pada ayat (2 hural b
mcmpertimbanghkan:

@ rencand lzla clang, B2 KSNT, danfatau BE KAW,
b. potenst sumber dava ikan,

.  WPFNRL

¢,  ketersediaan prasarana wilayvah;

e geopralis deerah dan kondisi perairan; dan

[, sossl ekonom masyarakat

Rrncana lokasi sehagaimena dimaksud pada avat (4)
terdiri  atas  rencans pembangunan Pelabuhan
Perikanan  baru  dan  pengembangen  Pelabubhan
Perikanan vang sudah ada.

RIPPN ditetapkan untuk jangka waktu 20 jdua pnslah)
tatun.

RIPFN sebagaimans dimaksud pada avat (6] dapat
dirinjau kembali 1 {satw} kali dalam 5 {lima) tahun,

Dalam hal terjadl perubahan hendis ingkungan atau
bencana, maka RIPPN schopaimang dimaksud pada
avat {&) dapat ditinjau kembah lebib dan 1 {gsatu) kali
dalam 5 {lima) tahun.

RIPFPN ditetapkan nlebh Menter.

Paragral &

Rencana nduk Pelabuhan Perikanan Daerah

{1}

12}

Fasal 198

Dalam renpka pengaturan tatanan Kepelabuhanan
Perikanan daerak, Pemerintalh  Darrah  provins:
menvisln RTPFD.

RIFPD sehagmimana dimaksud pada ayat (1) memjuk
pada RIPPN scbagaimana dirmuar dalam Pasal 197,

i3] Ketentuan . ..
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Ketentuan menegenai penyusunan RIPPN sebapaimana
dimalrsud dalam Pasal 197 avac (3) sampail dengan ayat
i3] berlaltu  secara  mutalis mumandis  terhadap
Penyusunan RIPPD scbagaimana ditnaksud pada aval
{1].

RIFFD ditetapkan oleh gubernur,

Bagian kedua

Perencanaan, Pembangunan, dan Pengnperasian Pelabuhan Perikanan

SK Mo 086727 A

Paragrat |

F'trv:nr_'an::lﬂn. Pelabuhan Perikanan

(1]

2]

[

Pasal 199

Perenvanaan  pembangunan Pelabuhan  Pernikanan
disusun oleh Penyelenggars Pelabuhan  Perikanan
dengan mengacy pada RIFPN,

Perencanaan pembangunan  Pelabuhan  Perikanan
terditi atas:

a, stud kelavakan,

penetapan  lokusi  pembangunan Pelabuban
Perikeanar,

Rencana Induk Pelabuhan Pernkanan,; dan

d. desain inci.

Prgnl 200

Studi kelayakan sebagaimana dimabksudd dalam Pasal
199 ayat (2) huruf a disusun dan ditwangkan dalam
dokumcn vang mermuat:

a. kescsualan rencana  tata ruang, RBZ2OKSNT,
danyatau RE KAW,

l». informasi potensi sumber dava ikan di WPPNET,

¢. ketersedizan sumber daya manusia;

d. keterlmitan . . .
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d. ketcrkaitan dengan  kegiatan  lain di o lokass
Pelabuhan Penikanan;

«.  kerersedizan prasarana wilsyvah;
£, gengralis daerah dan kendisi perairan;
g. sosial ekonomi masyarakat; dan
h. linglungan.
Pazul 20}

Penetapan lokasi pembangunan Pelabuhan Penkanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 avat (2] huruaf
b dilakukan cleh:

4, bMenteri untuk Pelabuhan  Pernikanan yang
dibangun  oleh Kementerian  dan Pelabubhan
Perikanan vang tidak dibangun Pemenntah Pasat;
atan

b. pgubcrnur untuk  Pelabuhan  Perikanan ydng
dibangun oleh Pemerinlab Dasrah provinsd

Penetapan lokasi pembangunan Pelabuban Perikanan
sehagaimana  dimaksud pada aval (§)  dilekukan
berdavarkan  hasil stodi kelavakan  dan serelah
mendapat perserujuan kescaumian kegiatan
pemanizatan Tuang  sesuail dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangat.

Pasal 202

Rencana Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana
dimaksnd dalam Pasal 99 ayat [2) haral ¢ disusun
berdesarken stodi kelavakan,

Rencana Induk Pelabuhan Penkanan bérisl rencana
tala guna tanah dan perairan yang meliputi rencana
perunrukan witayah kerja dan wilayah pengoperasian
Pclabuhan Perikanan.

Rencansa [nduk Pelabuhan Perikanan sebagaicmana
dimaksud pada ayval {2] dicantumkan dalam bentuk
dekumen yang memliat:

a. latar belakang;
b. gambaran umum kandis lokas;

. keranpka . ..
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. kerangka  kebijakan  strateg)  pembangunan
Felabuhan Perikanan;

d. rahapan dan jangka waktu  pelaksanaan
pembangunan Pelabuhan Penkanan;

&. rencana wilayah kerju dan wilayah pengoperasisan
Pelabuhan Penkanan,

rencana fasilitas vang alkean dibangan;

perkiraan kebutuhan anggaran;

- m

rencana pengelolaan Pelabuhan Perikanan:

gambar tala lelak,
i. bukti kepemilikan f penguasaan tanah: dan
k. roncana pengelolaan lingkungan hadup.

Rencuna Induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana
dimnaksudd pada ayvac (1) ditetapkan oleh Penyelenggara
Prlabuhan Perikanan sesual dengan Kowensrigannya.

Rencanza Induk Pelabuhan Perikanzn dapal ditingau
kemnbal setelah 5 (irmaj tebhuas.

Dalam hal terjadi perubahan kondisi operasional
Felahuhan Perikanan, Rencans Induk  Pelabuban
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat {3] dapat
ditimjau kembali lebih dari 1 {satw) kali dalam 5 lima]
tahui,

Pagsal 203

Desain ringi sebagaimana dimaksud dalarn Pagal 1949
ayat [2) huruf d disusun berdasarkan Rencana Inclul
Pelabuhan Pernikanan.

Desain rincl ditnangkan dalam bentuk dekumen vang
fIETmuAat:

a. kondisi melkanika tanah;
b kondisi hidro-oscanograls;
. kondisi topogral dan batimein,;

d.  struktur  dan mngdel konstuksi yang
direncanakan:

e, gambar
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. gambar desann,
rincian anggaraty biaya; dan

g spesifikasi (ks fagilitas yang akan dibanguan.

Pasal 204

Gubernur dan Penvelenggara Pelabuhben Penkanan yang
tiddalk dibangun Pemertintah dalam menyusun perencanaan
pembabgunan Pelabuhant  Perikanan sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2} dapal berkonsultasi
denpan Menterd.

Paragraf 2
Pembangunan Pelabuhatn Perikanan

Pasal 205

{1] Pembangunan Prlabuhan Perikanan  dilsksanakan
sciclah  adanyn penetapan Iokasi  pombabgunan
Felabuhan Penkanan.

(29 Pembangunan Pelabuban Perikanan mengacu peda
perencanaan  petnbanpunatn Pelabuhan Perikanan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 199 avac {2],

Fusal 206

Pembangunan fasilitaz Pelabuhan Perikanan dilakukan
setelah memperoleh Perizinan Berusaha sesusi dengan
ketentusn peraturan perundang-undangan.

Paragral 3
Panpoperasian Pelabuhan Penikanan

Pasal M7

(1} Penyelenpggara Prolabuhan Perikanan dagpul
mengoperasikan Pelabuhan Perltkanan  sewelah
mernenuli persvaratan:

a. memilik .. .
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a. memmiliki fasilitas sebagaimana dumaksud dalatn
Pasal 135 avat [3]; dan

h. menyampaikan pernyataan tertulis yang berisi
kesiapan heroperasinya  Pelabuhan  Perikanan
kepada Menteri,

(2] Permyaraan  kesiapan  beroperasi schagalmana
dimakatd pada avat [1] hurwf b dengan melampirkar:

a. dala Masilitas yang dimiliki beserra loto,
b. data sumber daya manusia yang dimiliki; dan

¢. darta ketersediaan anggaran operasional.

PPasal 208

Dalam pengoperasian Pelabuhan Perikanan, Penyelenggara
Pelatmihan Perikanan hartis:

a, berlanggung jawab seperulinya  atas  operasional
Pelabuhan Pertkanan vang bersangkotan; dan

k. menaati kelentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan

Pavsal 2404

(1) Pelabuhan Perikanan yang telah bereperasi harus
membentuk lembaps penpelola Pelabuhan Perilanan.

{2 Lembaga pengelola Pelabuban Perikanan scbagaimana
dimaksued pada ayat (1) dapal herapa:

a. unil pelaksana teknis Kemenlerian,
b unit pelaksana teknis dagrah; atau

c.  unit pengelola Pelabuhan Pertkanan.

(3 Lembaga . ..

SK Na 086723 A
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Lenthapa pengelola Pelabubian Penikanan sebapaimana
dimaksud pada  avat (2] mempunyar  tupas
melaksanekan  dan  fEsiitasi pelaksanaan  fungsi
pemerintahan dan filngst penpgusahaar.

Felakzanaan f[fungs pemenniashan pada Pelabuhan
Perikanan yang Tidak Dibangun Pernerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah dilakukan oleh Pemennlah Pusac.

LUInit pengelola Pelabuhan Perikanan sebagairmana
dimaksud peda ayar {2] hunaf © pada Pelabuban
Prrikanan yang dibanpun oleh Permerintab Pusat dan
Pemerintah Dasrah provinsi ditetapkan oleh Mentern
atau gubornur sesusl Kewenangannya.

Lembapa pengelola Pelabuhuan Perikanan wvang Tidak
Dibanpun oleh FPemenntah Pusat dan Permecntab
Daerah prowinsi ditetapkan olch pemilik Pelabuabsan
Perikanen vang bersangkutan.

Dalarn  hal pelaksansan funpsi pemenntaban 4
Prlabuhan Peritkanan yang Tidak Dibangun oleh
Pemerintah Pusal dan Pemerintah Daerah provinsi,
dibentuk  satuan  kerga pepugasan Pelabuhan
Perikanan vang merupakan bagian wilavah kerja dari
Pelabuhan Perikanan,

Dalarn pembentukan lembaga peongelola Pelabuhan
Perikanan harmls terdapat unsur, yaitu:

4. tala operasional Petabwhan Perikanan; dan
b, Kesvahbandaran i Pelabubhan Perkanan.

Pasal 210

Lembaga  pengelola Pelabuban Perikanan  untuk
Feclabuhan Perikenan yang dibanglin oleh Pemerintah
Fusat dan/alau Pemerintah Dacrah provinsi dipimpin
oleh kepala Pelabuhan Perikanan yang ditetapican aleh
Mencer atau pubernur sesual denpan Kewenanpgannya.

(2] Lernbaga ...
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(2} Lembapa pengelels  Pelabuhan Perikanan  untuk
Pelabuhan Perikanan wyang Tidak Dibangun oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dipimpin
aleh kepala Pelabuhan Perikanan yang ditelapkan cleh
pemilik Pelabukan Perikanan dan disampaikan kepacla
Monterl,

Bagian Keempal
Penetapan, Evaluasi dan Peninpkatan Kelas Pelaluban Perikanan

[Morapraf 1

Penetapat Kelas Pelabuhan Perikanan

Pawnl 211

1] Pelabuhan Perikanan yang telah beroperas: dan telah
memiliki lembaga pengelola Pelabuhan  Perikanan
dapat ditetapkan kelasnya berdasarkan keiteria teknis
dan operasional.

{21  Permuhonan penetapan kelas Prlabuhan Perikanan
milik Pemerintah Daerah  provinst diajukan  oleh
Penyelengpara Pelabuhan Perikanan kepada Menten,

|3) Permohonan penelapan kefas Pelabuhan Ferikanan
milik Kementerian digjukan oleh lembaga pengelola
kepada Menteri.

4] Permnobonan sebagaimana dimaksud pade avat (2} dan
ayal {3] dilengkapi dengan persyvaratan:

a. Iolukopi pernyataan kesiapan  beroperas
schagaimana dimalksud dalam Pasal 207 avat (1)

hural by,

b. fotokopi penetapan lembags pengelola Pelabuhan
Perikanan:

c. data pemenuhan kriteria feknis dan operasional;
dan

d. laporan opcrasional Pelabuhan Perikanan selama

L {safu) tabun terakhic.

(5] Berdasarkan . . .

ok Mo 036721 A
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Berdasarkan permohonan  scbhapaimana  dimaksud
pada ayat {2 dun ayat [3) dilakukan venbkasi oleh
Menteri paling lama 15 {lima belast hari kerja sejak
diterimanya permohonan secara lengkap.

Rerdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksod
paca avat [5) Meonteri menetapktan kelas Pelabuhan
Perikanan paling lama 3¢ [tige puluh) harn kerja.

Pasal 212

Penctapan kelas Pelabuhan Perikanan sebagal salah sutu
persyaratan uniuk  mendapatkan privritas dalam
penpembangan fasililas Pelabuhan Ferikanan,

Paragraf 2

Evaluazi Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan

(T

(<)

1:3)

[

FPasal 213

Menteri melakukan evaluasi ierhadap penetapan kelas
Pelabuhan Pemkanan.

Evaluasi sehagaimena dunaksud pada avat (1)
ditakukan seriap 3 {lima] tahun.

Evaluasi sebagalmana  diunaksud  pada avat (1)
digunalean sebagai pertimbangan dalam penycsuaian
kelas Pelabuhan Perikanan.

Pelabuhan Petikanan yang telah diletaphan kelasnya,
apabila berdasarkan evaluast tidak sesual dengan
penuntukannya dapat dicabut penetapan kelasnya
oleh  Menteri dan  dilarang  beroperasi sthagai
FPelabuhan Perilkanan,

Paragral 2 .
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Paragraf 3

Peningkatan Kelas Pelabhuban Perikanan

{1]

[}

2]

(4]

3]

{5

Pasal 214

Pelabuihan Perikanan yang telah ditetapkan kelasnya
dapat menesjukan permohonan peningketan kelas
berdasarkan kritena teknis dan operasional.

Petroohonan peningkatan kelas Pelabuhan Perikanan
thilik Pemerintah  Daerah provinst  diajukan  nieh
Penvelenggara Pelabuhan Perikanan kepada Menteri,

Permohonan peningkatan lkelas Pelabuhan Perikanae
milik Kementenan diajukan oleh lembaps pengelola
Pelabuhan Perikanan kepada Mconteri.

Fermnhonan sebagaitnana dimaksud pada avat (2] dan
(3) dilengkapi dengan persyaratan:

a.  data pemenvhan kriteria teknis dan cperasinnal,
dan

b.  laporan cperasional Pelabuhan Perikanan selama
| {zatu) Labyun terakhir.

Berdasarkan permohonan  scbagaimana  dimaksid
pada ayat {2] dan avat [3) dilskokan veripkasi oleh
Menteri paling lama 13 (lima belas) har kena scjak
diterimanva permohonan secara lenghkap.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksad
pada ayal {5 Menten menetapkan peningkatan kelas
Pelalhan Perikanan paling lama 30 (tiga pulah) hari
kerjn.

HBagian . ..
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Hagian Kelima

Wilavah Kerja dan Pengupetasian Pelabuhan Perikanarn

(1}

()

)]

(4]

[

(1]

Parsgral 1

Umum

Fasal 215

Untuk kepentingan penyelenggaraan  Pelabuhan
Perkanan hams memiliki WEOPP dengan balss-batas
koardinat.

Wilavah kerja Felabuhan Perikanan merupakan
tempal vang terdiri atas bagian daratan dan perairan
vang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan
Kepelabuhanan Perikanan.

Wilayah  pengoperasian Pelabuhan Perikanan
metupakan tempat yang ferdiri atas bapisn Jdaratan
dan perairan vang berpetgaroh langsung lerhadap
nperasional Kepelabuhanan Perikanan.

Batas-batas koordinat WEOPFP sehagaimana dimaksued
pada avat (1) ditetopkan dengan koordinat geograls
untuk menjamin keglatan Kepelabubapan Perikanan,

Peivusunan WKOFP mengacu kepada
a. RIPPN;

Iy,  rencana tata tagng wilayrh, dan
. RZIWP 3 K.

Fasal 2 1&

Wilayah kerja Pelabuhan Ferikanan  sebagaimana
dimalksud dalam Puasal 215 avat (2] terdin atas wilayah
kerja daratan dan wilayvah kerja perairan.

(@) Wilavah .
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Wilayah kerja daratan sebagaimana dimaksud puda
avat [} merepakan wilavah  daratan vang
dipergunakan untuk  kegiatan pembangunan dan
Gperakinnal:

8. Iazillas pokok,
b. fasilitas lWpgsional; dan

c.  [asilitas peoanjang, vang antara lan digiinakan
untuk:

kegiatan bongkar Tkan,
peletangan;

pEnpe pakan;

kawasan industri;

kawasan pelayanan;
perbekalan;

perbaikan Kapal Perikanan; dan

S S R o

fasihitas  umum  lzinnya  di kawasan
Pelabuhan Perikanan,

Wilayah kerja perairan sebagaimana dimakesud pada
ayat [1] merupakan  wilayah  perairan yang
diperguanakan uniak:

a. Kolam Pelatwaban;

=

pemecah geiembang;
lurap,

pengendali sedimentasi;
dermuga:;

kematan alur pelayaran;

penempatan rambu-rambu navigasi,

= BN

tempat tambat Jabull,

tempat  kapal bongkar muat  antar  Kapal
Pernkanan o pelebuahan,

j.  temnpat olah perak Kapal Perikanan, dan
k. perbaikan Kapal Penkanan.

() Wilavah . ..
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Wilavalh  penpgoperasian Prlabuhan Perikanan
schagaimans dimaksud dalam Pasal 215 ayat (3] lerdir
atas:

a.  wilayah pengeperasian daratan, dan
L. wilavah penpoperasian perairan.

Wilayah  pengoperasian  daraten  sebagaimana
dimaksud pada avat (4 huruf a antara lamn
dipergunukan sebapal akses jalan dan dan ke
Pelabuhan Perikanan, permukiman nelayan, pasar
lkan, dan lainnya yang berpengarubh  langsung
terhadap operasional Pelabhan Perikanan.

Wilayah  pengoperasian  perairan sebagaimena
dimaksud pada ayat (4] huruf b antara  lain
diperpunakan sebagai alur pelavaran dar dan ke
Pelabuhan Perikanan yvang ditandan dengan alal hantu
navipasi, keperluan  keadaan darurat,  kegiaten
pemanduan, Jji coba kapal, pencmpatan kapal mali,
dan kapal vang ditarik ke pelabuhan.

Faragraf 2

Persyaratan Wilayah Kerja dan Wilayah Feopoperasian Pelabuban Perikanan

SK Mo UBG754 A

fE)

{2]

13

Pasal 217

Penyuzunan WKOPE dilaksanaskan oleh Tim vang
diterapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan,

Peoyusunan WK(IPP sebagaimana dimaksud pada
avat 1) harus memenuhi persyaratan administras dan
tckiis,

Pergyaratan adminisirasi sehagaimana dimaksud pada
ayat [2) mechplii:

a.  rencand induk pelabuhan perikanan,

b, informasi  geospasial vang  dipunakan dan
diterbitkan oleh instansi yvang berwenang dalam
peineiaan;

2, 1) E1 25Tt R
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fotokopi =ertipikat tamah Pelabuban Perikanan
atay bl rertubis penguasaan tanah;

hasil  kesepwkatan  dengan  inslansi  maupun
pihak-pibhak  wang terkait dengan penctapan
WEKODMP; dan

rekomendasi dar puberniar atag bupaci fwali kota
sesual dengan kewenangannya,

Persyvaratan tcknis scbapaimana dimaksud pada ayat
(2) melipuati:

el.

informas geospasial dasar vang dapat digunakan
adalah informas geospasial dengan skals 15000,
1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, atau citra tcgak
satclit resolusi tinpgel vang disesuaikan dengan
kondisi wilaysh  Pelabuhan  Pernikanan  yang
bersangkutan;

penpatnbilan dan pengolahan ot udara dan ik
konrdinat menggunakan peraldatan navigast yang
BesLUE];

mencantumkan Uik konardinat segmen batas luar
wilavah kerja dan wilayah pengoperasian dengan
koordinat bujur dan linang mengrutakat format
derajat inenit detik atau format desimal;

peta wilavah kerja digambarkan dengan mengacu
pada informasi geospasial dasar pada skala paling
kel b 10000,

pcta wilaval pengoperasian digambarkan dengan
mengacu pada informasi geospasial dasar pada
skala paling keeal ©:25 004,

peta wilavah kerja ditandsi dengan warna dan
pola arsican yaitu:

1.  wilayah kenja daratan ditancla dengan warna
merah dengan pola arsiran terteniy; dan

2. wilavalhh kerja perairan  ditandal  dengan
warna kuning denpgan pola arsiran terleniiy,

g prcta ..
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peta wilayah penpeperasian daratan  ditandat
dengan warna hijau dengan pola arsiran tertenta,
dan wilayah penpoperasian perairan ditandai
dengan warna biru dengan pola arsiran tertentu;

pada titik-titik koordinat peta WEQPP diber kode
sebiagan berkur:

. wilawah ker@ daratan denean kode KO,
2. wilavah kera perairan dengan kodc KP;

3. wilavah pengoperasian daratan dongan kode
QD dan

4. wilavah penpoperasian perairan dengan kode
QF.

peta disepkan sesva dengan kewdab peryajian
peta vang telah dicentukan; dan

peta WHOPP memupakan lampiran rekomendasi
dan  ditandatangant oleh  gubernur  atan
bupati /fwall kora sezual dengan kewenangannya.

Paragral 3

FPenyusunan Wilayvah Kega dan Wilavah Pengoperasian Pelabwhan Perikanan

Pagal 218

(1} Tuahapan penyvusunan WEOPE melipati;

.

1 I T T = T T = o

s l15950;
pembentukan tum;
pengukuran lapangan;
pengolaban data,
penyusunan kajan;
pembahasan; dan

rekamendasi.

(2} Somalizsasi sebagaimana ditnaksud pada avat {171 hwauf
a dilakukan dalam rangka penvamaan perseps) dan
pemahaman dalam rangka penyusunan WEOPP.

SK Mo 036732 A
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Tim sebapaimana dimaksud pada ayat [ hural b
terdiri atas instanst yang borkcpentingan techadap
keberadasn  WEKOPP  dan bertugas membahas
penyusunan WhOPE.

Peagukuran lapangan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) hurul ¢ dilakukaern untuk menentiukan batas-
hatas WKOPP berupa titik koordinat,

Penpolahan data sebagaimana dimaksud pada avail i)
huryf d dilakukan denpgan memasukan tittk keordinat
hasil pengukuran lapangan ke dalam peta dasar unluk
mempercleb gambar rata letak pera WKOPP.

Penyusuinan kajian sebagaimana dimaksud pada avat
{1) huruf ¢ merupakan dokumen pendukung dalam
penetapan WHOPP yang memuali:

. latar belakang penyusunan;

B metode penpguluaran lapangan;
Q. titik koordinat;

d. loas witayrabh WEOPE;

e.  pambar peta WKOPP; dan

i resume hasil pembahasan aleh tim.

Pembahasan scbagaimana dimaksud pada ayat [1)
huruf T dilalukan bersama instanst yaENDR
berkepentingan dalam penyusunan WROPP  untuk
membahes hasil pengolahan data berupa layour peta
WHOPP,

Rekomendasi schagpimana dimaksud pada ayat (1)
hurof g diberikan oleh gubernur atau bupati/ wali kota
sesuat denpan kewenanganmnya.

Fasal 21%
Petryusunan batas WKOPF meliputn:
a. penentuan tidk keordmat peograls; dun
I, penentuan titik koordinat huas wilayah,

Peryusunan batas WROPY sebapaimana  dimakzdg
pacda aval [1) dilakukan dengan mengacu pada:

a.  dspek teknis penyusunan informasi geospasial;

o kepentingan .. .
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b. kepentmgan operasicnal Pelabuhan Perikanan;

batas geografis lckasy dan {asilitaz Pelabubhan
Perilcanan;

d.  kepemilikan ransh Pelabuhan Perikanan; dan

e haxil koordimast dengan pihak vang terkant secara
langsung dan tidak langsung donean pengeunaan
WKOFFP.

Fasal 220
Bara=s wilavah kera Pelabuhan Penkanan dilbagl atas:
a. wilavah kerja daratan; dan
E.  wilavah kerja perairan.

Batas  wilavah kerja Pelabyuhan Perikanat
sebagaimana  dimaksud  pada avar (1} haous
mencantumkan  tittk koordinat segmen batas uar
wilayah kerja dengan koordinat bwgur dan lintane

mengeunakan format derajat menit denk atau format
desimal,

Penyusunan  baras  wilayah  kerja  sebagaimana
dimaksud pada ayat [1] dilakukan setelan Pelalnahan
FPerikanan berkoordicast dengan Pemernnlab Dagrah
setempal dan instanst lerkatl A bdang peranabian.

Wilavah kena daratan dan wilayah kerja perairan yvang
telah  ditentukan  tittk koordinat  dan laasnya,
diinformasikan kepada Pemerintah Daerah sctempal
untuk mendapat rekomendast dan Pengesahan dari
pubernur  atau  bupatifwali kota  sesuan dengan
kewenangatnya.

Fasal 221

Penyusunan batas walayah kerja dararan Pclabuhan
Ferikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220
avat {1] huruf a memenuhi ketentuaty:

4. pengelola .
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. pengelsla Pelebuban  Perikanan melakukan
penentuan titik koordinat daratan scsual dengan
sertipikat tanah Pelabuhan Perikanan ataon bukti
penpguasaan tanah yang dimiliki oleh Pelabuhan
Perikanan;

E. titik koordinet yvang telah direntukan dinnangkan
dalarn koordinar bujuar dan lintang menggunakan
formal deragal menit detik dlau ormal desimal;

. itk kourdinat yang telah ditentukan selanjuinya
saling dihubungkan dan digambarkan dalam peta
lokasi daratan vang selanjultnva ditenfukan
luaznya,

d. luaz wileyvah kerja daratan harus sesual dengan
okl serliipikat  danfatan bukll penguasdaan
tanah yang timihki; dan

e, ik koordinal sebagaimana dimaksud pada humal
o dan luas wilayah sebapaimana dimaksud pada
huraf d ditetapkan sebagar wilavah kerja daratan
Pelabuhan Perikanan.

[} Pervusunan batas wilayah kerja perairan Pelabuban
Perikanan sehagaimans dimalesud dalam Pasel 220
ayal i boaruf la thlaksanalan denean
mempertimbangksn;

a. ukuran Kapal Perikanan pada  Polabukan
Perikanan:

b, Jumlah kapal yang melakukan akriviras meliput
tambatftalrah, bongkar moat, dan perbaikan

felaacfcing

. [rekuens kedatsngan dan keberanpgkatan Kapal
Prrikanan;

b, lata letak vang berhadapan dengan wilavah kcora

daratan dan wilavah penpoperasian dararan
Pelabuhan Perikanan; dan

&,  hasil penguluran dan garnis Pantal yang divkur
dan surut terendah sampar dengan kedalaman
maksimum  perairan untuk  ukuran  Kapal
Perikanan terbesar vang melakukan kegiatan i
Pelabuhan Perikanan.

(3} Penyusunan. ..

SH Mo DRGTTS A
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Penyusunan batas wilayah kerpa perairan Pelabuitian
Perikanan herus memenuhi ketentuan,

A,  pengelila Pelabuhan Ferikanan harus
betkoordinagi dengan Pemerintah Dacrah dan
instansi terkaat lamnva yaog berkeitan dengan
penggunaan  wilsyah  peraitan Pelabuhan
Ferilkkanan,

. peongelola Pelabuhan  Ponkanan  melalukan
pengulkuran  titik  koordinat  perairan sesusd
dengan  hasil  kocrdinasi dengan  Pemermtah
Dacrah den instansi terkait lainnya;

£, mencantumbkan fitik konrdinar segmen batas luar
wilavah kerja  dan  pengopergsian dengan
koordinat bujur dan linlang menggunakan foemat
derajat menit detik otau format desmal;

d.  tilik kemarglinat vang telah ditentukan
clihihungkan dan diganmbarkan dalam peta lokas
perairan vang selanjuenya ditentukan haasnya;
dan

e. titik koordinal perairan dan  luas  wilavah
scbagaimana dimaksud pada hurul < diterapkan
sebagar  wilayah kena  perairan Pelabnhan
Perikanan.

Pasal 222
Batas wilayah pengoprrasian Pelabuhan Perikanan
ditraps aras:
a. wilayah pengoperasian daratan; dan
b wilayah pengnperasian perairan.

Batas wilayah pengoperasian Pelabuhban Perilcanan
sehagaimana  dimaksud pada avat 1) ditentukan
dengan titik Keordinal geograhs.

Penyusunan batas wilayah penecperasian Pelabuban
Frrikanan sebapaimana dimaksud pada  ayar [2)
dilakukan setelah Pelabuhan Fenkanan berkoordinas
dengan Pemernintah Dacrah dan instans: terkail,

4} Wilayah . ..
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Wilavah  penpoperasian dardlan dan wilayeh
pengoperasian perairan hidsk harus merupakan bak
milik Pelabuhan Penkanan, namun mempunyal peran
dalam mendukung operasional Pelabuhan Perikanan,

Wilayah  pengoperasian  daratan  dan  wilavah
pengoperasian perairan yvang telah ditentukan tiak
koordinateya,  diinformasikan kepada  Pemeriniah
Daerah setempat untuk mendapat relkomendasi dan
penposahan dang guebernur ataw bupall/wah  kota
sesual dengan kewenanganya.

Pasal 223
Pervusunan batas wilayah pengoperasian daratan
Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 222 aval [1} huroe! a dilakukan dengan
memperiimbangkan:

a. Icrak kegatan usaha masyarakat vane borkailan
dengan keberadaan Pelabuhan Penkanan;

b, akses transportasi umum yang berhubungan
dengan Pelabuhan Perikanan;

. ferak  pemukiman  masyarakat dan  fasihitas
vy lasilicas  sostal lainnya vang berkaitan
dengan Pelabuhon Perikanan;

d. kcbreradaan inslansi lain;,

€. lahan sekitar Pelabuhan Peorbkanan  yang
menangkinkan scbagal wilayah pengembangan
Pelabuhan Perikanan; dan

[ Kebijakan pengembangan wilavah.

Penyusunan bales wilayoah pengoperasian daratan
Pelabuhan Penbbanan memenuhi ketentuan:

s,  berkoordinasi dengan Permerintah Daerah dan
instansi lerkalt lainnya yang berkaitan dengan
Pengeplinaan wilavah pengoparasian daratat,

b. melakukan ...
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b, melakukan pengukuran Glik keorthnatl wilayah

pocngoperastan  daratan  scsual  dengan hasil
koordinasi dengan Pemerintah  Daerah  dan
instansi rerkaic lainnya;

oo mencantumkan ok kosrdinat segrnen batas laar

wilayaly  kerja  dan pengoperasian dengan
koordinar ojur dan lintang menggunakan Eormat
deragat menit detik atau lormat desimal;

d. titik  koordmat  wang  telabh diteniukan

dihubungkan dan digambarkan dalam peta lokas
daratan yang selanjutinya ditentukan luasnya,
flan

e, ltik keordimat dan luas wilayah sebagaimana

dimaksud pada haral d ditetapkan sebagai
wilayah  pengoperastan caratan Pelabuban
Pocrikanan.

Pasal 224

Fenyusunan batas wilayah prhpoperasian peraimsn
Felabuhan Perikanan scbapaimana dimalksud dalam
Pasal 222 ayat (1} huraf b dilakukan denpan

mempertimbangean:

4, alur peElavaran dan dan menujo Pelabuban
Perikanan, keperluan darirat, uji coba pelavaran
kapal, penempatan kapal liclale akhf) operasicnal
dan penpembangan Pelabuhan Perikanan dalam
jangka panjang; dan

b, luas wilavah pengoperasian porairan Pelabuhan
Perikanan  yang  ditetapkan berdasarkan
kebutuhan.

Ponvusunan bacas wilavah  pengoperasian  perairan

Pelabuhan Perikanan memenuhi Ketentuan:

a.  berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan
instanst  terkait vang  berkaitan dengan
penpalnaan wilayah pengoperasian perairat,

b, melakukan . ..
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b, melalkukan penpukuran tik koordinat
ETEOPETASIEN  perdiran  sesudl  dengan hasil
koordmast dengan  Pemenintah Dacrah  dan
instanst terkaut lainnya;

c. mencantumkan titik koordinat segmen batas loar
wilayah lkerja dan pengoperasian  denpan
koordinat bujur dan lintang menggunakan format
dlerajar menit debik atan formar chesirmeal;

d,.  titk keordinal FENE I=tah ditemiukan
dihubungkan dan digambarkan dalam peta loboasi
perairan yang selanjutnya ditentukan luasnya;
dan

e. titik koordinat dan luas wilavah sebapaimana
ditnaksud pada hural 4 ditetapkan  sebapai
wilayah pengoperasian perairan Pelabuhan
Perikanan.

Pasal 225

Balas wilayah kerjs daratan dan wilayuh kerja perairan
serta wilayah pengoperasian daratan dan wilayah
pongoperasian perairan vang  relah ditentukan,
dicantumkan dalam pcta dan merupakan lampiran
yang rtidak rerpizabikan dalam penctapan WEOPE

Pera WHOPP sebagaimana dimaksud pada aval (1)
terdisi atas:

a.  peta wilayah kerja daratan;
pela wildavah kerja peraran;
pcta wilayvah penpoperasian daratan;

pola wilavah penpoperasian perairan; dan

o0 o

peta pabungan wilavah ke daratan, wilayah
kerja perairan, wilayah pongopcrasian daratan
dan wilayah pcngoperasian poerairan.

Peta WKOPF zebapaimana dimaksud pada avat {2)

ditandatangani oleh pubernur atau bupatifwali kota
sesuai dengan kewenangannya.

Paragral 4 . ..
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Paragraf 4

Penetapan Wilavah Kerja dan Wilavah Pengoperasian Pelabubhan Perikanan

SK NoHROT74 A

{1]
(2]

(3

(4]

(2]

(1]

Fasgal 226G
Setiap Pelabuhan Perikanan harus memihki WKOPP.

WKOPP  sebagaimana dimaksod pada  avat (1)
ditetapkan oleh Menteri.

Dalam rangke penctapsn WEKOPP zebagaumana
dimzksud pada syat (2), Penyelengpara Pelabuhan
Perikanan mengajukan permobionan kepada Menteri
dengan melampirkan persyaratan:

m. surat rekomendas darl pubemur ailnul
bagpati/wall kota scsual dengan kewenangannya
vang menvatakan perselljuan atas pelnetapan
WEOPP yang berada di wilayahnya,

b, hasil kajian WECOPP vang dilengkapi dengan peta
WHOFPP vang telah ditandalangani aleh gubernur
agan bupatifwali kota  sesuvan dengan
kewenangannya; dan

¢, Intokopi sertipikat tanah pelabubhan atzw bakh
leriylis penfuaszan tanah yang dicerbitkan oleh
pejabat yane beowenana.

Fermohonan  vang  felah dilenpgkapl  persyvaratan
schagaimana dimaksud pada avat [3) selanjutnya
dilakukan pembahasan obch  Kementerian dengan
melibatkan penyclenggara Pelabuhan Perilianary.

Hasill pembahasan permohonan WKOUPP vang telah
diserujui aleh Kementerian diajukan penetdpannyz
kepada Menteri,

Pasal 227

Pelabuhan Perikanan yvang lelah memiliki WHOPF rlan
teizh ditetapkan dapat melakukan perubaban dalam
hal  terdapac pengembanpan  wilayah  Pelabuhan
Perilkanan.

2] HKetentuan . . .
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{2} Ketentuan  mengenay  persyardlan, tala card
pemyusunan, dan penetapan WHKOPPE sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 217 zampai dengan Pasal 226
berlaku  sccara  mutatis | mutandis ferhadap
persyaratan, tata cara perabahan, dan ponclapan
WHKOPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

lPaszal 228

{1] Terhadap WKOFP yang ilelah ditetapkan sebelum
berlakunyva Peraturan Femerntah ini dinyarakan tetap
berlaku.

{2] Permchonan  penetapan WKOPP vang  telah
disampaikan dun  dinyvatakan lengkap  sebelum
berlabunya Persiuran Pemerintah ini diproses sesuak
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kesyuhbandaran di Pelabuhan Perikanan

Paragraf 1
Tugas dan Wewenang Syahbandar di Pelabuhan Ferikanan

Pawal 220

(1) Dalam rangka keamanan dan keselamatan aperasional
Kapal Penkanan, ditunmuk Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan.

{21 Svahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) mempunyal tugas dan
WAWET AN

a. menerbitkan Persetujuan Berlavar;

h. tnengatur kedatangen dan keberangkatan Kapal
Ferikanan,

c. remeriksa ulang kelengleapan dokumen Kapal
FPerikanan,

d, memeriksa . ..

SK No QR6TTE A
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d. memeriksa tcknis dan nautis Kapal Penbanan
dan roemernkza alat penangkapan lkan, dan alat
bantu penanekapan lkan;

e, memcriksa dan mengesahkan PRL;

f.  memecriksa  Jug  book  ponangkepan  dan
pengangkatan lkan,

g metngatur olah gerale dan lalu lnes Kapal
Perikanan di Pelabuhan Perikanain;

h. mengawasi pemanduaan,
i mcnpawas penpisian bahan bakar;

i.  menpgawasi  Keglatan  pembangupan fasilitas
Felabuhian Perikanan;

k. roelaksanakun hantuan PCILCHTIATL dan
penyelataatan;

. memimpin  ponanggulangan  pencemaran dan
prmadaman kebakaran di Pelubuhan Perikanan;

m. mengawasi pelaksanaan pelindungan Iingkungan
maritim;

(. memenksa pemenuhan persyarafan penpgawakan
kapal Perikanan;

o.  menerbitkan STELKK; dan
n.  memeriksa sertifikat Ikan hasil tangkapan.

Svahbandar i Pelabuhan  Perikanan  dalam
melakzanakan tugas dan wewenznghya sebagalmana
dirmaksud pada ayal (2} dilengkapi dengan:

a#.  seragamn dan atnbuc dan
b, (ukungan prasarans {an sarana,

Paragraf 2

Peogangkatan Syvahbandar di Pelabuban Perikanan

i)

Pasal 230

Swahbandar di Pelabuhan Perikanan diangkat sefelah
memiliki surar ketcrangan tanda lulus pendidikan dan
pelatihan  kesvahbandaran  dwn ielah dinvatakan
kompcten di tidang kesyahbandaran.

{2] Syahbhandar . ..



SH Mo 8677 A

{2]

(3]

(4

il

{#]

(%9}

PFRESINFH
REPUBLIK THDOME-LA

- 177 -

Svahbandar di Pelabuhan Penkanan sebapaimans
dimaksud pada avat (1) diangkat oleh monten yang
menyelengearakan  urwsan pernerintahan di bidang
patayaran atas uwsulan Menter,

Svahbandar di Pelabuhan Perikanan ditempatkan dan
ditupaskan di FPelabuhan Perikdanan atas nsolan
Menteri atau guberiur sesual dengan kewenangannya.

Penpusulan penempatan dan penugasan Syahbandar
di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), didasarkan atas pertirnbangan:

a. kebutuhan akan pelavanan Kesyvahbandaran ds
Felabuhan Perikanan,; dan

. dukungan ketersediaan prasarana dan $Erani.

Syahbandar di Pelabuban Pernikanan ditcmpatkan dao
ditugaskan cish bMenteri

Svahbandar di Pelabuwhan  Perikanan dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya dilengkapi
dengan ldcentitas,

Dalam  rangka  pembinaan  dan mooitaring
kesyahbandaran, Mentenn menvampatkan jutnlab dan
penciapan lekasi Syahbandar di Pelabuhan Perkanan
kepada  coenteri yang  menyelengparakan  urasan
pemenntahan ch tldang pelayaran.

Pembinaan dan menitering Syahhandar di Pelabuhan
Penkanan dilaksanakan bersama antara Kementerian
dengan kementerian yang menyelenpgarakan urusan
permnerintahan di bidang pelayaran,

Tugas dan wewenang Syahbandar 41 Pelaluhan
Perikanan berakhir, apabila:

4. telah memasoki omasa purna tegas berdasarkan
ketentyan petaturan perundang-undangan;

b, meningeal duna; dan

. dibarhentilan . ..
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. diberhentikan secara hormat atau dengan secara
tidok hormat berdaesarkan ketentuan peraburan
perundang-undangan.

Paragraf 3

Prnerbitan Persetujuan Berlayar

Pasal 231

Setiap Kupal Perikanan yang akan berlayar dari Pelabuhan
Perikanan wajib memiliki  Persetijuan  Berlavar  yang
diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Penildanan.

Prsal 232

{1) Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penanggung
jawab perusahaan untuk memperoleh Persetujuan

Rerlayar mengajukan permohonan kepada
Syvahbandar di Pelabuhan Perikanan.
{21 Tnluk trnernda patkan persetujuat berlayur

vehapaimana dimaksud pada ayat (1} Nakhoda atau
pemilik Kapal Ferikanan/ penangputg  jawab
perusahaan mengajukan  permoheonan kepada
Svahbandar di Pelabuban  Perikanan  dengan
tnelampirkan persyaratan:

a.  surat pernyataan kesiapan  Kapal Perikanan
herangkat dari Nuakhoda  (Moster  Satling
Decloration),

b. bukli pembavaran pemenuhan  petartmaan
negara bukan pajak atau retnbust dacrah,

e, bukt pemenhan pomnbayaran pajak
pertambshan nilal, bagi Kapal Perikanan yang
menggurakan bahan bakar minyak nonsubsidi;

d. DProzinan Berusaha subsektor penanghapan lkan
atau Pernizinan Berusaha subsekilor pengangkutan
lkan;

e. SLO .

S No 080770 A
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. SLi+ bapi Kapal Perikanan berukuran di alas 3
{lima) gross tonnage,

{.  surat tanda bukti lapor kedatangan kapal, dan
g PkL.

[Pasal 233

Berdasarkan  permohonan  schegaimans  dimaksud
dualam Pasal 232 ayvat (1), Svahbandar di Pelabuhan
Perkanan melakukan pemeriksaan kelenghapan sutat
dan validilas Jokumen Kapal Perikanan,

Dalam hal Syahbancdar di Pelabuhan  Pernkanan
mendapat laperan dan/altaw mengetahui bahwa Kapal
Perikanan yang akan heclavar  tidak memenuhi
persyaratan kcamanan dan keselamatan operssional
Kapal Perikanan, Syahbandar di Pelabuhkan Perikanan
berwenang melakulian pemenksaan Kapal Perikanan,

Berdasarkan hasil pemerikzaan  schagamena
dimaksud pada ayat [1} dan ayak (2), Syahbandar i
Pelabuhan  Perikanan menerbitkan Persetuwjlan
Berlayar.

Pasxal X34

Syahbandar di Pelabuban Perikanan dapat menunda
keberanpgkatan Kapal Perikanan setelah Persetujuan
Berlayar diterbitkan apabila teadi cuaca burok,

Apabila dalam keadaan tertentu Kapal Pertkanan tidak
dapal meninggalkan Pelabuhan Perikanan, Nakhoda
atau pemilik Kapal FPerikanan, penanggunyg  Jawab
perusahaan  harus metgaikan permchonan
penundaan  keberangkatsn kepada Svahbandar di
Felabuhan Penkanan.

£3) Apabila . ..
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Apabila penundaan Keberangkalan Kapal Perikanan
sebapaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 24 [dua
puluh empat) jam dan wakio iclak yang telah
ditetapkan, Nakhoda atan pernilik Kiapal
Perikanan, penanggung  jawalr  perusabwen  haras
mengzjukan permohonan lany peneroitan
Fersetupuan Berlayar.

PPassl 235

Syahbandar di  Pelabuhan  Periksnan  dapat
membenkan pembebassn Porsctujuan Berlayvar bagi
Kapal Perikanan apabila;

A, berlayar  keclhaar Pelabuhan  Perikanan  untulk
membenkan  pertelongan kepada kapal  vane
dalam bahaya; dan/atan

L.  melakukan percobaan berlayvar, wi coby mesin,
dan fatau uji coba penangkapan Tkan.

Fembebasan penerbitan Perselyjuan Berlayar Kapal
Penfanan  sebagaimana  dimaksud pada avat (1)
dilakuksn berdasarkan permohonan dari Makhods
alzy permilik Kapal Penkanan! penanppung  jawab
perusahaan.

Pasal 236

Svahbandar @1 Pelabuhan Perikanan dapat mencabul
Persctujuan Berlayar Kaepal Perikanan vang tclah
ditertutkan, apabila:

8. hapal Peakanan tidak berlayar meninggalkan
Pelabuhan Pertkanan selclah 24 (dua  puluh
ernpal) Jamn sejak Perserujuan Berlayar diterbitkan
darn Nakhoda atau pemilik Kapal
Penkanan/penanggung jawab perusahaan tidak
mengajukan penundaan  keberangkatan  Kapsl
Perikanan,

b Kapal ...
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h. Kapal Pervikanan melakukan kepiatan  di
Pelabuhan Peribanan  vang  menprangpl
kclancaran lalu lintas kapal, membahayvalkan
kesclamatan pelayatan,  serta pelindungan
tmarntint dan/atau

. perintab tertulis dari pengadalan.

Perserujuan Berlavar sebagaimana dimaksud pada
aval {1} dwabut oleb Syvabbandar i Pelabuhan
Penkanan dengan mentrhitkan surat pencabulan
Perserupuan Berlayar,

Parapraf 4

Penpgaturan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan

SK Mo 0867T6T A

(1}

[}

(-2}

(%}

Fasal 237
Svahbandar di  Pelabuhan Perikanan mengatur
kedatanpan Kapal Ferikanan berdasarkan

permberitahuan  regcana  kedarangan dari Nakhoda
alan pemilih Rapal Perikanan penangeuang  j@awat
PerusabiLarn.

Pembeortahuan  rencana kedatanpan  schagaimana

dirnaksud pada zval (1) disampaikan secbelum KRapal
Perikanan masult ke Pelabuhan Perikanan.

Berdasarkan  pembermtahuan  rencana  kedatanpgan
sebagairnany dimaksud pada aval (29, Syabbandar o
Pelabuhan Penkanan menyiapkan  tempal lambal

labuh di dermaea maupun Kolam Pelabuhan dalam
WHKOPE.

Nakhoda setelah bersandar/tibha di Pelabuhan
Perikanan, menyerahkan deoekumen Rapal Perikanan
kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dan
selanjutnya disimpan, yang meliput:

a.  Persetupuan Berlayar asal:
I Perizinan Berusaha; dan

. loag book penatgkapan [an.

(2] Fvahlandar ..
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(2} Syahbandar &1 Pelabuhan Penkanan mengatur
keberangkatan Kapal Perikanan berdaszarkan
pembentahuan . rencana keberangkatan  Kapal
Perkanan  dann Nakhoda ataug pemidik Kapal
Perikanan/ penanggung jawaly perusahaan.

(B} Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/penangeing
jawab  perusahaan memberitehukan rencana
keberangkalan Kapal Penikkanan kepada Syvahbandar di
Pelabwbhan Penkonan,

Parapraf 5
Prmeriksaan Ulanp Kelengkapan Dokumen Kapal Perikanan

Pasal 235

(1) Swvahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa ulang
kelengkapan dokumen Kapal Perikanan pada saal
Kapal Perikanan akan mengajukan  penerbitan
Fersetljuan Berlavar.

121 Pemenksasn ulang kelenpkapan dokumen  Kapal
Perikanan  sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian
dokurncn Kapal Perikanan.

Paragral 5

Pemreniksaan Teknis dan Maulis Kapal Perikanan dan Alal Penangkapan Tkan,
dan Alat Bantu Penangkapan [Kan

FPasal 239

(1} Dalam rangka peoertatan Persetujuan  Borlayar,
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa lekois
dan nautis Kapal Perikanan Jdan slal perangkapan
Ican, dam alat banty penunghapan Tkan,

(2] Pemeriksaan teknis dan nautis Kapal Perikanan dan
alat penangkapan 1kan, dan alal bantu penangkapan
Tkan scbagaimana dimaksud pada ayat (1] paling
sedibar terdir gluas:

a_ kelakbautan . . .

SHK No QR6TH6 A



SK No 6703 A

&

FRESIDEM
REPLELIL INDOMLbSIA

- 183 -

kelaiklautan Kapal Penikanan,

b, Lkescsuaian alat penangkapan Tkan dan/atau alat
banlu  pepangkapan lkan  dengan  Penzinan
Berusaha Kapal Petilanan;

palka lkan dan jeris pendinginmye;

)

alat komunikasi dan nevipas;

alat keselamatan,; dan

o3 a

alal pemadam kebakaran.

Paragral

Pemenksaan dan Penpesaban FPerjanijian Kerja Laut

{1]

<]

FPassnl 244

Svahbandar di Pelabhan Perikanan memenksa PEL
antara pemilik Kapal Perikanan atau aperator Kapal
Pemkanan atau apen Awak Kapal Perikanan atau
Nakhoda denpan Awak Kapal Ponkanan.

Svahbandar di Pelabuhan Pernikanan mengesahkan
PKL setelah  ditandarangant olch  penmubk Kapal
Perikanan ateg operator Kapal Perokanan atau agen
Awak Kapal Peribanan atau Makhoda denpan Awak

Kapal Perikanan,

Faragral &

Petneriksaan Log Beok Penangkapan

(1)

(2]

Fasal 241

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa flog
book penangkapan [kan pada saaf kedatangan Kapal
Perikanan di Pelabuhan Penkanan.

Pemeriksaan tog book penangkapan [kan sebagaimana
dirmaksud pada ayat (1) paling scdikit terdini alas:

a, kesesuaian ..
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a.  kezesuaian antara alal penangkapan lan yang

digunakan dengan jenis lkan hasil tanghkapan;
dan

L. Lkesesumsan daerah penangkapan lkan denpgan
Periginan Berusoha Kapal Perkanan.

Paragrafl ¥

Fengaturan Olah Gerak dan Lalu Linlas Kapal
Perikanan di Pelabuthan Perkanan

i1}

[}

(1

(2

Fasal 242

Syahbandar di Pelabuhan Penkanan mengatar olah
gerak dan lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan
Perikanan berdaszarkan prrmchonan dan Nakhods
alad permilik Kapal Perikanan/penanggung  jawab
periasahazn.

Sctiap Hapal Perikanan yang berade di Pelabuhan
Perikanan harus mematuhi PCTAlLTAT tdat
melaksanakan petunjuk serta penntabh Syahhandar du
Pelabulian Penkanan,

Paragral &

Pengawasan Pemanduan

Pasal 243

Syahbandear di1 Pelabuban  Perikanan mengawass
pemanduan terhadap Kapal Pepkanan vang akan
masuk dan kcluar Melabuhan Perikanan,

Fengawasan pemanduan scbagaimana dimaksud pada
avat {1] meliputi:

a. pelaksanaan pemanduan di perairan vang
dilakukan pemanduan; dan

b. pengawasan . . .
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I, pengawasan  kesclamatan  pemandoan dan
penertiban pelavanan pemanduan dengan
mengLpayakan penanggulangan harmbatan
operasaral.

Paragral 9
Fengawasan Pengisian Bahan Bakar

Pasal 244

(1} Syahbandar di Pelahuhart Perikansn menpawssi
peneisian bahan bakar terhadap Kapal Perikanan yang
berpangkalan dan singgah i Pelabuhan Perikanan.

(2} Penpawasan pengisian bahan bakar dilakukan cdengan:

a.  memastkan bahwa pengisian bahan bakar elah
memenuhi aspek pencegahan pencemacan dan
keselamatan; dan

b. memastkan terpenuhinva pajak pertambahan
nilsl bagi Kapal Perikanan yang menggutakan
bahan bakar nonsubsidi/ indoste.

Paragral 10

Peogaw:isan Kegiatan Pembangunan
Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Pazal 245

Syvahbandar di Pelabuhan Perikanan mengawasl keglatan
pembangunan  fasiitas 1 Pelabuhan Penikanan  yang
berkaitan  denpgan keselamatan gperasional  Kapal
Perikbanan.

Paragral 11 . ..
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FParagral 11

Pelakcsanaan Bantuan Pencarnan dan Penvelamatan

(1]

(2]

(3

Pasal 246

Syahbandar i Pelabuban Perikanan melaksanalkatt
bantuan pencanan dan  penyclamatan sebaga
tindakan awal operast pencarian dan penyclamatan
terhadap kecelakaan pelayaran di Lavt dan kecclakaan
kerja di Pelabuhan Perikanan.

Dalam  melaksanakan  bantvan pencaman dan
penyelamaran sebagaimata dimaksod pada ayat (1),
Syahbandar 41 Pelabuban Perikanan melakuloan:

a. bantuan pencarian dan penyelamatan;

b. keoordinasi dalam penanggulangan  kecclakaan
pelavaran di Laut dan keeclakaan kerja di
Felatuhan Perikanan; dan/atan

¢, pemeliharaan dan penyigpan praszarana dan
saratia untuk memdukung pemberian bantuan
petecarian dan peryelarnalan.

Syahbandar di Pelabuhan Penkanan VAR
mclaksanakan bantuan pencanan dan penyelamatan
meminta keterangan kronolopis kejadian kepada pihak
terkait dan tmenyvarmpalkan laporan kepada pejsbat
b wenang.

Faragral 172

Penangpulangan Pencemaran dan Pemadarnan Rebakaran i Pelabuhzn

SK Mo EaTal A

(1)

Perikanan

Pasal 247

Byahbandar i Prlabuhan Penkanan memimpin
penanggulangan ponocmaran dan pemadaman
kebakaran di Pelabuhan Perikanan, dengan cara
memimimallzan risilco pencemaran dan Kebalaran.

(2} Byahbandar . . .
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Syahbandar di  Peolabuhan  Penkanan  dalam
pelaksanaan  penangeulanpgan pencernaran dan
pemadaman kehakaran sebagaimane dimaksud pada
ayat [1} memaniaatkan fasilitas presarana dan sarana
rang dada odi Pelabuhan Penkanan.

Syahbandar  di Pelabuhan  Penkanan dalam
poelaksanasn penanggulangan  poncemaran dan
pecmadaman kebakaran berkoordinasi dengan instansi
teThait.

Zyvahbandar di Pelabuhan Perikanon dalam
pelaksan@an penangiilangan penoomaran cdan
pemadaman kebakaran o Pelabuhan Penkanan
menyusun berita acara vang dilaporkan kcpada kepala
Pelabubhan Penikanan.

Paragral 13

Penpgawasan Pelaksanaan Pelindungan Lingkunpan Maritim

SK No 086746l A

(1}

]

2]

Pasal 248

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengawask
pelaksanean pelindungan lingkungan maritim sebagat
wpeva mencegsh dan menanpgulangt  pencemaran
lingkungan perairan yvang bersamber dan kepialan
vang lerkail peneoperasian Kapal Perikanan  dan
krgatan kepetabuhanan.

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dalam monpawast

pelaksanaan pelindungan lingkungan  mariom
berkonrdinasi dengan instansi terkait.

Hasil pengawasan pelaksanaan pelindunpan
lingkungan rmantim sebaFaimana dimaksoud pada ayat
1) dilaporkan kepada kepala Pelabuhan Perikanan.

Paragraf 14 . ..
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Paraprat 14

Pemerniksaan Pemenuhan Perayaratan
Penpawakan Kapal Perikanan

Pazal 249

(1) Kapal Perikanan yanyg akan meninpgalkan Pelabuhan
FPerikanan, terlebih dahulu memenuhl persyaratan
perrawakan Kapal Perikacarn.

{2] Svahbandar i Pelabuhan Perikansn memeriksa
kestsualan persyaratan pengawakan Kapal Penkanan.

Paragraf 15

Penerbitan Surat Tanda Bukl Lapor kedatangan
tJan Keberangkatan Kapal Perikanan

Pasal 250

(1) Swahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbiekars
STHLEK setelabh Kapal Ferikanan bersapdar/dba di
Pelaliuhan  Perikanan dan Nakboda menverahloan
dokumen Kapal Perikanan.

{7 STBLKK unruk Kapal Perikanan yang dimuliki oleh
Melavan Kecll yang melakukan akbivikas penanghkapan
harian {ime day fishing) diterbitkan oleh Syahbandar di
Pelabuhan Perikanan dengan masa berluku paling
lama 10 (sepuhith] hari.

(3  MNelavan kecil vang melakukan aktvitas penangkapan
hartian fore day fistngy schagaimana dimaksud pada
avat (2] melaporkan hasi)l produksinya setiep har
kepada Pelabuhan Perikanan-

Paragral 12 . . .
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Paragraf 16

Pemenksaan Scriifikat Than Hasl Tangkapan

Fas=al 251

1) Svahbandar di Pelabuhan Penkansan  memetiksa
gernfikat  1kan  hasil  rtangkapan  setelah Rapal
Pemkanan melakukan pendaratan lkan  hasil
tangkapan.

2] Terhadap Tkan hasil tangkapen yanpg didaratkan i
Pelabuhian Perikanan sebagapmana Jimeksad pada
avat [1), selamjuinya diterbitkan lembar awal olesh
kepala Polabuhan Penkanan dengan memperhatilcan
hasil pemeriksaan Kapal Perikanan dann Pengawss
Pembkanan.

{3) Sertifikat ikan hasil tangkapan merupakan surat yvang
menyarakan keeelusuran [kan dari kepala Pelabuhan
Penkanan/ oraritas kompeten lokal.

4] Svahbandur i Pelsbuhan  Perikanzn  memerksa
sertifikat  dkan  hasil  wnegkapan dalam rangks
mcmenuhl persvaratan ncgars tujuan ckspor.

{3) Pemeriksaan sertilikat schagaimana dimaksud pada
avat [1}, dilakukan dengan cara metihat keashan dan
keabsahan sertifikat ikan hasil tangkapan dengan
dokumen vang dinatifikasi ke negara tuejuann.

Fasal 253

Zvahbhandar i Pelabuhan  Perikanan  dalem rangka
rmelalaarakan agas dan wewenang  sphagaitmana
dimaksud dalam Pasal 231 sampal detgan Pasal 251 dapat.
dibaniy oleh pelugas Kesyvahbaowdaran.

Pazal 2533 . ..
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Pagual 253

Dalam hal Kapal Perikanan berada dan/atau berpangkalan

di

luar

PFelabuhan Penikanan, Persetujuan Berlayar

diterbitkan oleh synhbandar sctempat setzlah memenuhi
SLO dari Penpgawas Perikanan yang ditugaskan pada
pelabuhan setempat.

RBagian Ketujuh

Tata Hubungan Kerja di Pelabubao Perikanan

bL)

i2]

Pasal 254

Lembmga  pengelola Pelabuhan  Perikanan  dalam
menjatankan  funpsi Pelabuhan  Perikanan dapat
didukung oleh  instansifunit kerja  terkat sesual
dengan kewenangannya.

Inztansi/unit kerja werkait o1 Pelabihan Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdire adas:

Pemerintah Dasrah provinsi dan kabupalen/kota;
Tentara Masional [hdonesia;

Kepolisian Negara Republik [ndonesia;

inslans yang memhidangt keunigrasian;

instans yang mermbidang bea dan culoar,
instansi vanpg membidangi keschatan pelatiihac,

instansi vang berwenang mencrbitkan dokumen
Kapal Pemkanan;

unit kerja vang menanganl pengawasan Sumber
Dzya Keloutan dan perilanan,

il kerja vang menangani  pemasaran  dan
distribuzsi Hasil Perikanan;

ueal  kerja yatyg menangani  peneliban  dan
pengembangan kelawtan dan perikanan,

[N N T A
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k. unit kerja vang menangani pengcmbangan tisct
dan sumber dava manusia kelautan dan
perikranat;

1. wnif kerja yang menangani karantina ikan;
m.  badan usaha milik negarcs;

n. hadan usaha milik daerah; danfatan

o, Instansl lerkatt laimnysa.

[nstansi terkalt scbhagsimans dimaksud pads ayvat {2)
dalam melakzanakan tugas dan fungsinya  di
Pelabuhan Perikanan harus  berkoordinasi dengan
pejabat berwenang.

Pazal 55

Fasilitas Pelabubhan Perikanan yang dimsililkn olch
letmbaga pengelola Pelabuhan Perikanan pada wilayah
ketja Pelalmhan Perikanan menjadi tangmung jawab
prjabat berwenang.

Fasilitas Pelabuhan Penkanan yang cdundil oleh
instans:  terkait pada  wilayah kerjn Pelabehan
Pcokanan menjadl Eaneeung 1awab instans: vang
bersangkutan.

Terhadap fasilitas sebaganmana dimaksud pada ayat
(2} lembaga  pengelola Pelabuban Pertkanan
berwenang:

a. melaksanakan  pempataan dan peng@ehdalian
Pelubuhan Penkenan sesual dengsn Rencana
induk Pelabuhan Perikanan; dan

b.  memberikan persetuguan penggunaan lanah siau
(meilitas scsual dengan Heneana [nduk Pelabubhan
Perikanan dan ketentuan perataran perundang-
undangan.

Terhadap fasilitaz sebagawnana dimaksud pada avat
(2} instansi terkait pemilik fasilitas bertanpgung jawab
ks

a. menggunakan ..
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a.  mcnggunakan  tanah  atauw  fasilitas  sctelah
memperoleh persetujuan dan lembaga pengelola
Pelabuhan Perikanan; dan

b, mpemelibara  fasilitas  dan lingkungan  yang
dikelrla.

Bagian Kedelapan

Penpembangan Pelabuhan Perikanan

{1]

(2]

[}

Pasal 256

Pelabuhan Perikanan yang telah heroperasi dan elah
clitelapkan kelasnva dapat dilakukan perigembangan
sesual dengan kehuruhannya.

Pengembangan Pelabuhan Perikanan dapat
dilsksanakan apabila:

4. terjadi perubahan Rencana Induk Pelabuhan
Perikanan: dan

b.  fasilitas yang ada dalam  Rencana  Induk
Felabuhan Perikanan telah wemenuhi.

Ketentuan meongenail mekanisme perencanaan dan
pelaltsanasn  pembangunan  Pelabuhan  Perikanan
scbhaguimana dimakeud dalam Pasal 199 sampal
dengan Pasal 206 herlaky secara mutatis mutandis
terhadap mekanisme pengembangan Pelatbwhan
Perikanan.

Hapian Kesembilan

Pembinaun dan Pelaporan Pelabuhan Perikanan

{1l

SK No DEGTS6 A

Paragraf |

Pembinaan Pelabuhan Perikanan

Fasal 257

Meriteri melaksanalan pembinaan teknis
perencanaan,  pembanguhnan, dan operasional
Pelabwhan Perikanan.

{2] Pembinaan . .
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(2} Pembinsan sebagaimana dimaksud pada ayat [1}
dilakukan melalni  sosialisasi, rapat  Koordinasi,
birmbingan teknis, dan supervisi.

Paragrafl 2
Pelapuran Pelabulian Penkanen

Pasal 253

{1} Lembaga penpelola Pelabuban  Perikenan  harus
menyampaikan laportan kepiatan Pelabuhan Perikanan
setinp bulan.

{2] Laparan kegiatan Pelabuhun Perikanan melipuli:

a. tahapan pembangunan Pelabuhan  Perikanan;
dan/atau

L. operasional Peiabuhan Perikanan antara lain:
{rekuecnsi dan jumlah kapal;

data alat penangkap lkan:

produksl dan nilai produksi;

distribusi lkan;

pelayanan kebutuhan logistik,

T e

penyerapan tenapga kerja;

=1

pengusahaan i pelabuhan;

5. pendapatan dan pelaksanaan
kesyahbandaran  ¢an  sertifikasi  basil
tangkapan [kan serta jumliah uvang beredar;
dan

4, pelaksanaan cara Penanyganan lkan yang baik
dan permaszalahan serts tindak lanjutnya.

(3] Laporan kegimian Pelabuhan Perikanan scbagaimana
dimaksud pada avat (1} disampalkan odlehe

a. wnit  pclakspma  teknis dan ume pengelola
Pelabuhan  Perikanan  Kementerian  kepada
tenter;

I, vnir . . .
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h.  unit petaksana leknis dacrah dan Lt penpelola
Pelabuuhan Perikanan provins: kepada gubernur
dengan termmbusan kepada Mconterl; dan

c.  unir  pengelola Pelabuhan  Perikanan  uniuk
Pelatwiban Perikanan vang tidak dibangun oleh
Pemerintah kepada Menleri dengan tembusan
kepada pgubernur.

Laporan kcgiatan Pelabuhan Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1] digunakan sehagal bahan
cvalussi kinerja terhadap kelas Pelabuhan Perikanan
dan pENYLEUNAn ketiajakan pembangunan,
penigembangan, dan pengelolaan Pelabuhan
Perikonan.

Dalam melakukan  ovaluast  kinerja Pelabuhan
Perikanan sebapaimana dimaksud pada ayat (4] dapst
dilakukan pemantavan oleh Memieri dan gubemnur
seslal Kewenanpannys.

Bapian Kescpuluh

Informasi Kepelabuhanan Perikanan

Pasal 259

Kementerian  membangun  dan  mengelola sistem
informasi Kepelabuhanan Perikanan.

Sistemn intarmasi Kepelalhanan Peribanan
sebagaimana dimaksud pada aval (1) meliputi aplikagi
pusat informasi Pelahuhan Perikanan dan aplikasi lain
vang mendukung (ugss dan fungsi Pelabuhan
Perikunan yang saling lerinteprasi.

Sinlem inlormasi Kepelabuhanan Perikanan
sthagaimmana dimaksud pada avat (1) dipergunakan
taniuk:

a. mendulung operasional Pelabuhan Perikanan;

b. meningkatkan pelaysnan informoasi kepada
masvatakal, dan

r.  mendukung perumusan  kebijakan di bidang
MPelabuban Perikanan,

{4] Sctiap. . -
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(4} Setiap Pelatynihan Perikanan harus mensrapkan sistem
inicrmas] Kepelabuhanan Penkanan.
BAR TX
STANDAR LAIK QOPERAST

EBapan Kcsstu

Penertutan Btandar Latk Operasi

Pasal 260

(1] Seriap Kapal Penkanan vang akan melakukan kegiatan
Perikanan wajb memuibikl SLO,

2] Kewsjiban mentilikn 300 sebagaimana dimaksud pada
aval {1] dikecualikan untuek:

a. Kapal Penangkep [kan dan Kapal Pengangkut
lkan yang dioperasikan oleh Nelavan Kecil, dan

b. kapal pendukung operas Pembnididatyaan Than
vang dioperasikan oleh Pembudi Daya [han Kecil,

dengan keteniuan hanya memiliki 1 {satu)] unit atau
=tk Kapsal Perikanan dengan ukuran Bumuiatif paling
hesar sampal dengan 3 {limal gross tennage.

(3]  SLO sebapaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh Penpawas Perikanan.

Baglian Kedua
Persvaratan Penerbitan Standar Laik Operasi

Faxzal 261
SLO diterbitkan selelah Kapal Perilanan memenuhi:
a.  porsyaratan aodmimatras; dan

b. kelavakan teknis,

Pazal 262 _ ..
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Fazal 263

Pereyoaratan  administrasi  schapaimens  dirmalksacl
didam Pasal 261 huruf s untuk Kapal Penangkap Tkan
terdin atas:

Aa.

ta.

dokumen Perizinan Berusaha;

Inykti kepemilikan 3KAT, untuk Kapal Penangkap
Ikin vang memperolch Pernizinan Berusaha dan
Menter;

SL0Y asal dan HPFK Kedatangan, untuk kKapal
Penangkap Iken vang telah melakukan kegialan
penangkapan Tkan; dan

kesesunian Pelabwhan Panpkatan dan Pelabuban
Muat dengan Perizinan Berusaha.

Belavakan leknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
261 hurul b untuk kKapal Penangkap [kan terdiri atas:

.

Ia.

kesecsualan fisik Kapal Penangkap lkan dengan
Ferizinan Berusaha vang meliputi bahan kapal,
mereld dan nomor secl mesm Wama, lands selar,
dan nama panegilans coll sigr;

kemesilamn jenis dan ukuran alat penangkapan
Ikan dengan Penoinan Berusaha; dan

keberadoan dan  keaktifan Transmiter SPEP,
untuk kapal Penanphkap [kan vang memperoleh
Perizinan Beruszaha dori Menteri.

Faszal 263

Ferzyaratan adrunistrasi sebeagaimans diosa ksl
dalam Pasal 261 hural s untuk Kapat Pengangkat [kan
rerdiri atas:

2.
k.

dokinnen Perizinan Berugsaha;

bukti kepemilikan SKAT, unluk Kapal Pengangkut
Tkan yahg mempemleh Perizinan Berusaha dar
Menteri;

Gl asal dan HPK Kedalangan, untuk Kapal
Pengangkut [kan vang telah melakukan kematan;

d. sSUCAE . ..
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surat keterangan lalu lintas ikan dan produk
perikanan  atau  sertifikat kesehatan ikan dan
prvduk perikenan domestik untuk Kapal
Penpangkul lkan antardaccah:

kescsualan jumlah dan jems Tkan vang diangkot
dengan surab kKeterangan =asal kan anfuk
antardaerah atau surat pemberitabuan ekspor
barang untuk Kapal Pengangkut lkan dengsn
tujuan ekspor;

serlifikat Kesehatan ikan dan produk perikanan
untuk Kapal Pengangkat Ikan tyjuan ekspor,

kesesuaian Pelataihan Pangkalan den Pelabuhan
Muat denpan doekumen Penznan Berusabiag

surat keterangan asdl tkan hidup uniuk Kapal
Perngangkut lkan hidup,; dan

kesezuaian Pelabuhan Panpgkalan dan Pelabuhan
buar wnmuk Kapal Pengangkut lkan hdup,
termasuk pelabuhan pengeluaran dan pelabuhan
tujuan dengan Perizinan Bergsati.

2} Kelayakan tekms sebagamana dimaksad dalam Pasal
261 hural b untuk Kapal Penpangkzut kan lerdim atas:

.

SH Mo 050823 A

kesesualan fisik Kapal Pengangkut lkan dengan
dokumen  Perizinan Beruszaha yang meliputi
bhahan kapal, merek dan nomeor scn mesin utama,
Larda selar, dan nama panggilan/call s:gr,

kesvsuaian jumlabh lkan yang diangluat dengan
kapasitas ruang peoyvimpanan kan;

keberadaan dan kecaktifan Transmiler SPEF uniiuk
Kapal Pengangkut lkan dan Kapal Penganekal
lkan hidup vang memperoleh Perizinan Berusaha
dari kMenterti;

keberadaan dan keaktifan kamera elektronik
pemantau untuk Kapal Pengangkat lkan hidup
vatyg memperoleh Penzinan  Berusaha dan
Mentert Jan beraperasi lintas provinsl atan tujuan
elspor; dan

e, keberadaan . . .
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e, keberadaan dan kesktifan kamera  eleltronik
perantau untuk Kapal Pengangkut [kan yang
mempereleh Perizinan Berusaha dan bMonten dan
melakukan alih muatan Tkan wntuk  Kapal
Penegangkut ar.

Pasal 264

Persyaratan administrasi  sebagaimana  dimaksad
dalam Pasal 261 hurul a untuk kapal latih Pernikanan
terdiri atas:

#.  persetujuan  kegiatan penangkapan Tkan  dari
Menteri;

b.  bukti kepemilikan SKAT,

c. sertiikat Rklasifikasi kapal danfatau fotokop
giosse akia kapal;

d.  surat penugasatl pelatiban darl instansi terkaig

e, 8L0 aszal dan HPE Kedatangan, untuk kapal latip
Perikanan vang telah melakokan kegialan; dan

. kesesuaian  Pelabuhan Pangkalan  dengan
perselyjuan  kegiatan penangkapan [kan dae
blenten.

Kelavakan tekmis sebagaimana dimaksid dalam Pagal
261 huraf b untuk kapal lath Perikapan vang terdiri
atas kesesualan ixik kapal penelitian/cksploras: yang
meliputi nama kapal, landa selar, dan merek tresin
utama dengan scriilikat kiasifikasi kapal danfatau
lotokop gmsse akta kapal.

Fasal 265

Persyaratan  administrasi  sebagaimana  dimaksud
dularn  Pasal 261  bhurnf a untuk  kapal
penelitian/ eksplorasi Perikanan terdiri atas:

a. persetujuan  kegialan penangkapan lkan  dard
Menter,

b.  bukti kepemilikan SKAT,
c.  scrtifikal klasifikasi kapal danfatau  forokeopl
grosse akla kapal,

d Surat ...
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d.  Sural izin penelitian/ eksplortasi Penkanan,

e. SLi asal dan HPK Kedatangan, untuk Kapal
penelitian/ cksplorasi  Perikanan  yang  telah
melakukan kegintan; dan

. kesesuaian Delabuhan  Pangkalan dengan
persetujuan  kegiatan penengkapan lkan dan
Menteti.

Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
261 hural b uniuk  kapal peonclitiangeksplorasi
Perikanan yang terdirl atas kesesuaian fisik kapal
penelitian /cksplorasi vang meliputi nama kapal, tanda
gelar, dan merek mesin lama dengan sertifikatl
klasihleasi kapal dan/atau ftekopi grosse aloea kapal,

Pasal 266

Persvaratan administrasi  sebagaimanes  dimaksod
dalam Pasal 261 hurul a untuk kapal pendukung
operagi PFembudidayaan Ikan, terdin atas;

a. dokumen Perizinan Berusaha;

b. bukti kepomilikan SKAT, untuk kapal pendukung
operasi Pembudidayaan lkan dengan ukuran di
atas 30 [tiga puluh] grmss tohnage,

.  SLO asal dan HPK Kedutangen untuk kapal
penchikung aperasi Pembudidayaan Tkan yang
tclah melakukan keglatan mendukung aperast
Pembudidayvaan Tkan, dan

d. kesesuaian Pelabuhan Pangkalan, Pelabuban
Muat, pelabubhan penpeluaran, dan pelatnhban
tujuan denpan dukumen Perizinan Berusaha,

Kelavalean teknis schagaimana dimalisud dalam Pasal
2651 huraf b untuk  kapal pendukung operas
Pembudidayaan lkan, terdimi 21:a%:

a, kesesuaian ...
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a. Wesesuaian fsik  kapal pendukung  operasi

Pembudidayaan Ikan dengan Dokumen Perizinan
Berusaha, melipul bahan kapal, merek dan
pomar &eri meszin ukama, [anda selar, dan nams
pangeilan coll sign;

. kesesuasinn jumilah lkan vang diangkut dengan

kapasitas rusang penyvimpanan lkan; dan

r.  keberadaan dan keaktifan Transmiter SPKP untuk

kapal pendukung operasi Pembudidayaan [kan
dengan ukuran di slas 30 jtga pulubl gross
fornraoe.

Bagian Ketiga

Prosedur Penerbitan Standar Laik Operas

(1}

2]

(1}

(2]

Pasal a7

Nakhaoda, pomilik Kapal Perkanan, operator Kapal
Perikanan, atau  pepanggung  jawab  Perusahaan
Perikatian yvang akan melakukan kegiatan Perikanan
harus melaporkan rencans keberangkatan kepada
Pengawnas Perikanan.

Laperan rencana keberangkatan kapal schagaimana
dimaksud pada ayac (1) disampaikan paling lambat |
(satu] hari sebelum keberangkatan Kapal Penkanan,

Pasal 268

Pengawas Perikanan berdasarkan laporan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayac (1)
rnelakukan pemeriksasn persyaratan admitistrasi dan
kelayokan teknis Kupal Perikanan.

Hasil pemeriksaan persvaratan  administrasi dan
kelayakan teknis schagaimana dimaksud pads ayat (1]
ddifvuanglkan dalam BA-HFR.

131 BA-HPK - ..



SK No {86819 A

)

PFRESIMIER
REPUBLIY [+HLUOME 514

- 201 -

(3 BA-HPK sebagaimana dimaksud pada  ayat (2]
ditandatangeni oleh  Pongawas  Perikanan  dan
Naokhoda, pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal
Perikanan, «lal  penanggung  jawab  Perusahaan
Pernkanan.

(4]  HKetentuan lebih lanjul mengenai BA-HPK sebogaimnana
dimmaksud peda ayat (2] distur depgan Peraturan
Menteri.

Paszal 269

(1] Berdasarkan BA-HFPK schagaimana dimaksud dalam
Pasal 268 ayat [2), apabila Kapal Perikanan relah
mcmenuhi persvaratan administrasi dan kelayakan
teknis, Pengawas Perkanan menerbitkan SLO.

(2| Ketentoan lebib lanjut mengenal 8LO sebagaimana
dimaksed pada aval (1] diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pazal 270

AL yang  diterbitkan  oleh Pengawas  Pemikanan
sebagaimana dimaksud dalam FPazal 20% ayar (1] ridak
dikensi biava.

Pasal 271

Pengawas Perikanan tidak menecrbitkan SLO apabila kapal
Perikanan dalam proses hukum den/artau diberikan sanksi
admtnistratii pembekuan atau  pencabulan dokumen
Perizinan  Berusaha terkait  pelenpgaran di bidane
Perikanan.

Bagan ...
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Bagian Keempat

Lokasi Penerbiran Standar Laitk Operasi

(1]

[}

Pasal 271

3L untuk Rapal Penangkap lkan, Kapal Pengangkut
Ikan, dan kapa] pendukung operasit Pembuwdiduyaan
Ikan ditcrbitkan  <leh Pengawas  Perikanan i
Pelabuhan Pangkslan, Pelabuhan Muat,  atag
pelabuban  penpeludran sesuai dengan  dokumen
Perizinan Berusaha,

AL unruk  kapal latih Perikanan  dan kapal
penclitian/eksplorasi  Perikanan  diterhitkan  oleh
Penpawas Perikapan O unit pclaksana lektus atau
zarian pengawasan Suraber Daya Kelaulan dan
perikanan terdekat di mana kapal bersandar.

Fasal 273

S0 dapat diterbitksn oleh Pengawas Perikanan di luar
Pelabuhan Pangkalan dan Peiabuhan Muat yang terters
dalam dokumen Perizinan Berussgha dalam hal Kapal
FPerikunan selesai melakukan docking vang dibuktikan
dengan sural keterangan sclesal docking,

i)
i2]

{3

Bagian Kelima
Masa Berlaku

Paxal 274

SL dipanakan hanya untuk 1 {satu) kall operagional
kegiatan Periloanan.

SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dberclako
sclama 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkean.

Dalam hal Kapal Perikanan tdak menguras
Persetujuan  Berlayar  dalam  jangka  waklu
schagaimana dimaksud pada ayat (2], SLO dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 275 . ..
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Pasal 275
Kewajiban memiliki SLO  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 239 avat {1} dikecualikan bag Kapal

Perikanan wvany fidak akan  mclakukan kogiatan
Perikanan valiu:

4.  Kapal Perikanan vang baru dibeli;

b Kapal Perikanan veang selesai dibangun atau
dilakukan modifikasi,

c.  Kapal Perikanan vang akan melakukan docking,

Kapal Perikanan yanme Dberlayar Jalam  bates
WKOFD,

e. kapal Ferikaman  vang  beorlayar untuk
memberikan  pertolongan kepada kapal dalam
bahaya;

[,  Kapal Perikanan vang akan melakukan percobaan
herlayvar; dan/atau

p. Kepal Pernkanan wang mengalam kewsdaan
darurat meliputi kapal rusak, cuaca bomk, dan
Awak Kapal Perikanan sakit atan meninggal.

Kewajiban  rmemiliki SL0O  diganti dengan  surat
kererangan pengganti 3LEY yang  diterbitkan olch
Pengawas Perikanat.

Burar  ketrrangan  pengeanti SLO sebagaitpana
dimaksud pada ayat (2] diterbitkan bherdasarkat
permotinnan seoara tertulis dar Nakhoda,

Selain surat permohonan secara tertulis sebapgaimana
dirnaksud pada ayal (3), untuk Kapal Perikanan vang
bearu dibeli sebagaimana dimaksud pada avat (1) huraf
a tlan Kapa] Pernkanan vang selesai dibangun atau
thilakukan meodifikasi sebapgaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditambal persvaralan berupsa;

a. [lotokopi akta jual beli Kapal Perikanan untuk
Kapal Penkanan yang baru dibeli; dan

;. fotokopi . . .
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forokopi sural keteranpgan Jdari galangan untuk
Kapal Perikanan yang selesai dibanpun atau
dilakukan modifikasi.

Ketentuan lebih janjul mengenal surat koterangat
pengpanti SO sebapaimana dimaksud pada ayat (3]
diatur dengan Peraturan Menteri.

BAR X

FENGENDALIAN IMPOR KOMOMDITAS PERIKANAN
DAN TMPOR KOMODITAS PERGARAMAN

{1}

(2]

Eagian Kesatu

Impor Kemaditas Perikanan

Paszal 275

Penerbilan persetujusn wmpor komaoditas Perikanan

oleh

menteri  vang menyclenegarakan  arisan

pemerintahan di bidang  perdapangan  dilakulkan
berdasarkan neraca komoditas Pertkanan.

Neraca komoditas Perikanan sebagaimana dimnaksud
pada avat [1) disusun berdasurhan:

a.

b,

ketersediaan komnditas Perikanan vang dibitung
berdasarkan data produksi Perikanan wnugkap,
Perikanan budi deava, dan stok Ikan tahun
schelumnya;

kebumhan komeditas Perikanan yanhg dihitung
berdasarkan kebutuhan Tkan dalam teger dan
kebutuhan Than untuk ekspor; dan

kebutuhan impor komodidas Perikanan sebags
Bahan Baku dan Bahan Penelong mdustri, dan
kelmthan impor komodilasg  perikanan  selain
sebagay Bahan Baku dan Bahan Penolong
st

[3} Penyvasunan . ..



SH Mo OZ6S15 A

{3]

(4]

(5]

(&)

[7]

(1]

PRESIDEH
REPLUBALIE 1NDOOMNELIA

- 200 -

Pemyasunan NETECH komoditas Perikaman
sehagatmana dimalaud pada ayat [1]
mempertimbanglkan data dan infurmasi rencana usaha
vang dizampaikan Pelaku Usaha unluk periode 1 {satul
tahun.

Rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat [3)
terdirk atas;
a. data umum perusahaan mencakup kapasitas

produksi dan/atau kapasitas gudang, jumlsh
karyawan, dan kapasitas kendaraan pengangkul
vanp diumihk,

Ir. kebutuhan komoditas Perikanan;

. TUjUAI Pmasaran; clarn

d. retcana distribust [kan wmpor.

Pelake Usaha menyampaikan  rencana  usabs
schagaimans  dimaksud  pada  ayar (4] lkepada
Kementerian wuntuk 1 (satu} tahun berikutnya setiap
akhir tahun secara elelrronik.

Menteri melakukan veribkasi terhadap rencana usaha
sebugaimana dimaksud pada ayat (4).

Keteptuan lebikh lanjut mengenal penyusunan nerscs
komodilas Perikanan schagaimana dimaksud pada
aval [2) dan verifikasi rencanz ussha sebagaimana
dimaksud pada syat (6] diatur dengan Perataran
Menteri,

Fasal 277

Menteri  menvusun usulan nperaca komodilas
Perikanan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 276
ayar (3] untuk disampaikan kepada mcntcri vang
menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan i
bidanyg perekonomian.

(2 Usulan . . .
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Usulan neraca komoditas Penkanan sebageimana
dimzaksiel pada avat (1) dibahas setiap akbir 1abuo
dalam rapat keordinasi lintas kementenan lermbaga
puna mcndapat keputusan mengenal alokasi impor
komoditas Perikanan untisk mhon berikatnya.

Ha=zil rapat koordinawi lintas kementerian/lembaga
sebapaimana dimaksud pada avar (2} menjadl dasar
Kementerian untuk  menyusun  usulan  distibusi
alokas impor komoditas Perikanan yane mencakup.

4. lempat pemasukar,

b.  Jenis Hasii Perikanan,

¢.  wolume dan wality pemasulan,
d. standar Mutu wajity; dan

e, peruantukan,

Kementerian mengunpgah usulan disinbusi alokasi
impor komoditas Perikanan sebapaimana dimaksod
pada avat (3) ke dalam sistemn yang tenntegrasi secara
elektronik dengarn kementerian YRIE
menyelenpgarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan untuk diterbilkan persetujuan impor.

Neraca komoditas Perikanan Jdan cdata persctujuan
impor dionpgah dalam sistem yang lenmtegrasi secara
clektronik.

Pasal 27H

Tempat pemasukan sebagaimeana dimaksud dalam
Pasal 277 ayat (3| huruf & dilakulkan melahui:
a. seluruh pelabuhan udara internasional: dan/atau

b,  pelabuban laut,

(2] Tetmpat _ . .
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Tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat
1) huruf b ditctapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 270

Jenis Hazil Perikanan schapaimana dimaksud dalam
Pasal 277 aval [3) huruf b dibutasi unrok jenis Hasil
Perikanan tertentu.

Jenis Hasil Perikanan lerientu sebagaimana dimaksad
pada avat (1] ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Poagal 280

volume  dan waktu  pemasukan  sebagaimana
dirmaksud dalam Pasal 277 avat {3) huruf o ditetapkan
Lerdasarkan hasil tapat koordinasi Yang
diselengparakan Heh kementeridan Yang
menvelepggarakan urasan pemerintahan di bidang
koordinasi perekonomian.

Penctapan  vwolume  kebutuhan  ampor dan wakiu
pemasukan Perikanan sebagaimansa dimaksud pada
aval (1} memperhalikan kebutuhan dun keterscdiaan
[kan dalam neger] bailt dari hasil @ngkapan maapun
hasil budi daya serta musitn tangkap untuk Penkanan
tangkap dan/atan musim panen untuk Perikanan bods
daa.

Pasal 281

Standar Muwtw wajib sebagannana dimaksud dalam
Pasal 277 ayat (3) hurul d harus di penuhi oleh Pelaku
Usaha dalam melaksanakan impor lomoditas
Perilanan.

Dalam hal Standar Murya wajib telah diberlakukan,
pemasukan Hasil Perikanan harues memenuhn S
yang dilerapkan.

Fasal 282 . ..
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Pasal 282

Peruntukan  impor komoditas perikanan  asebapaimana
dimaksud dalam Pasal 277 ayst [3) hueal e digunakan
untuk:

11,

c
d.

(1)

|2)

i)

Bahan Baku perosndangan;

WL par;

konsumel hotel, restoran, dan katering;

pasar frodern;

bahan pengayaan makanan;

Bahan Baku produk olahan berbasiz deging Ikan
lumat;

Bahan Baku UP untuk indusiri pengalengan Ikan; dan
Buahan Baku UPl untuk diolah datt diekspor kemball.

Pasal 233

Pelaku usaha harus menyampaikan laporan realisas
frper dan distribusi lkan impor.

Laporan  sebagaimand  dimaksud  pada  ayal (1)
diunggeh melalui sistern yang terintegrasi secara
clekironik antara Kementerian dan kementerian vang
menyclengearakan urusan pemerintaban di bidang

perdagangan.

Bayian Kedua
Impor Komaditas Pergaraman

Pasal 284

Pererbitan persefujuan impor Komoditas Pergaraman
oleh menteri yang  menyclenggarakan urosan
pemerintahan i hidarng  perdagangan  dilakukan
berdasarkan neracs Kemoditas Pergaraman.

12y Weraca | .
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Neraca Komoditas Pergaraman sebagatmana dimaksuad
pada ayat (1) disusun becdasarkan:

&. =tol Garam tahun schelumnyva;

b, produks Garam dan rencana produks Garam
tahun yang akan datang, dan

o. kebutuhan Garsm dan  rencana  kebutuban
Garam tahun vang akan datang,

Stok  Geram tahun  schelumnya sebageimana
dimalksuel pada avat (2) hurul s merapakan sisa Garam
lokal yang tidak diserap, termasik sisa Garam immpar.

Produksi Garam Jdan rencana produksl Garam  1ahlin
vang akan datang sebapaimana dimaksud pada ayal
{2] huruf b merupakan hasit produlesi dark petambak
Garam rakvat dan badan usaha di dalam negeri pada
tahun hberjalan dan rencana predubsi Garam tahuon
vang akuan datang,

Kebutuhan Garam dan rencana kebutuhan Garam
tahun yang akan darang sehagaimana dimaksud pada
avat {2] buruf ¢ merupakan kebutuhan Garam dalam
neperi untuk Garam konsumsi dan nonkansumsi pada
rahun bermalan dan proveks kebuhihan (garam vang
alan  detang  dihitung  berdasarkan  tingloat
pertumbiuhan pengguna Garain.

Pasal 285

Dalam hal stok Garam akbir tahun dan rencana
produlsi Garam tahun yang akan datang tidak dapat
mepcukupd rencana  kebutuhan tabun vang akan
datang, pemenuban kebutuhan Garam dalam negeri
dapat dilakukan dengan impor.

[mpor Komoditas Pergaraman schagaimana dimaksud
pads ayal [1) dapal dilakukan jika sudah diperliacakan
stok Garam dan peadukei Garam tahun berjalan hanva
tersisa paling banvak 25% {(doa pulubh lima persen)
pada gudang Garam rakyat, gudang Garam nasional,
dan pudang Garam Indusee.

Pasal 286 . _ .
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Pasal Z2H6

Menlern  menyusun Usulan neraca komoditas
Poergaraman sebagaimans dimaksud dalam Pasal 254
ayar {2] unluk disampaikan kepada menterlt vang
menyelengparalkan koordinast urasan pemenntahan di
bidang perekonomian.

Usulan neraca Komoditas Pergaraman sehagaimana
ditnaksud pada ayat (1} dibabas setap akhir tahuon
dalem rapat koordinesi lintas kementerian/lembagn
guna mendapat kcputusan mengenal alokasl anpor
Komoditas Pergaraman untuk tahun berilcatnya.

Hasl rapat keoordinasi bntas kemenrerian! lembiaga
scbagaimana dimaksud pade avat (2] menjadi dasar
Kementerian  untuk memuasun usulan disinbosi
alokasi impor Kemeditas Pergaraman yang mencakup:

A-  lempat pemasukan,

jerus {zaram;
¢, volume dan waktu pemasukan; dan
d. standar muotu.

Neracs Komodditas Pergaraman, surat persctujuan
wnpor, dan laporan rcalisasi impor diuwnggah dalam
sistem yang terintegrasi secara elektronilc

Pasal 257

Tempat pemasukan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 286 ayvat (3) burnf a hamiz mempertimbanghkan
ketersediaan stok Komaoditas Pergaraman pada gudang
Geram nasional donfatau pudang Garam  rakyat
tercelat dengan tempal pemasuka.

Tempafl pemasukan sebagaimana dimaksud pads ayal
[1} ditetapkan dengan Keputusan Menten.

Pasal 288 | .
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Pagal 285

Jenis Garam schagaimana dirmaksud dalam Pasal 286 avat
3] huraf b merupakan Garam yang digunzkan sebagai
Bahan Baku dan Bahan Penolong indusir.

Fasal 2849

Volutne dan waktu pemasukan sebagsimana dimsksud
dalarmn Pasal 2B6 ayat [3] burd © haras mempertimbangkan
kctersedizan siok Komoditas Pergaraman nasional antuk
pernenuhan kebutuhan dalam negen,

Pasal 2390

Standar hMutn Garam zebagaimana dimaksud dalam Pasal
286 ayat (3) huyaf 1 harus memilike kandungan natrium
klorida paling sedikit 97% (sembilan puluh tujuh persen|
ditutung dan basis kering,

Pasal 291

Importir Garam harls mempoonteskan penverapan Garam
hasil produksi Potambak CGaram yang tersedia di gudang
Garam nasional danfatau gudang Garam rakyal aniak
permenuhan kebutuhan dalam negert.

Bagian Ketiga
Pengawasan Impor Komoditas Perikansan

dan hnpor Kemeditas Pergaraman

Fasal 242

{h) Peogewas Perikanan meladukan penpawasan terhadap
kesesuaian perantukan impor komeditas Menkanan.

(2} Penpawas . . .
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Pemgawas Perikanan dalam melaksanak=n
polipawasan scbagaimana dimaksud pada avat 1]
dapat berkoordinasi dengan instansi terlait.

Pengawasan schapamans dimaksud pada avat (1)
dilakukan secara insidennl dan tatin.

Pasal 293

Polisi Khusus Pengelolaan Wilavah Pesisir dan Pulaua-
Pulou Kecil metakukan penpawasan  terhadan
kescsuaian peruntukan imper Komodites Pergaraman.

Polisi Khusus MPengelolaan Wilayah Pesisic Jan Puleu-
Pulau  Recil dalamm melaksanakan pengawasan
sehagaimana  dimaksud  pada  aval  [1y depal
berkoordinasi dengan instans terkoal.

Pepgawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara insidenti] dan rutim,

Pasal 294

Sctiap Orang vanpg melakoken impor komeditas
Perikanan dan impor Romoditas Pergaraman yang
tidak scsuai dengan tempal pemasakan, jenis, volume
dan wakin pemasukan, standar Muta wajib, dan/atau
peruntukan Impor vang ditetapkan oleh Pemerineah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayar (3] dan
Pazal 286 ayat [3) dikenai sanksi administrauf berupa:

pengheniian sementara kegiatan,
b, pembokuan perizinan berusaha;
¢, demda adminisceatil,
d.  paksaan pemerintah; dan/fatau

c.  pencabuten Perizinan Berusaha,

{2} Denda ...
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Denda administranf sebagaimana dimaksud pada awal
{1y hural ¢ merupakan penerimaan negara bukan
pajak,

Ketentuan lekib lanjuot mengenal fala cara petgenaan
svanksi achipinisieatil sehagaimana dimaksud pada ayat
1) diarur dalam Peraturan Menten,

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 295

Pada saac Peraturan Femerintah im muoalal berlaky, semoa
peraturan perundang-uredangan vang mengatur mengenai;

A.

b.

T =

petubahan status Zona inty

kriteria dan  persyaratan pendician,  penempatan
dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalas do
Laut;

pengelolaan sumber daya ikan;
Standar Mutu Hasil Penkanarn;

penanghapan Jkan danfatan Pembudidayzan lkan
ukan untuk tuyuan kemersial;

Kapal Penkanan dan pengawakan Kapal Perikanan;
kepelabuhanan perikanan;
SLa0; dan

pengendalian pemasukan Hasil Perikanan dan impor
komoditys prergaraman,

dinyatakan tetap berlaku scpanjang tidak herlenlangao
dengan Peraturan Pemermtah ind,

Pasal 206 . | .
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Fada sant Peraturan Pemernntal inl berlaku, Awak Kapal
Ferikanan yang helum memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksucl drlam Pasal 141 humf b dan huraf o, Pasal 153,
dan Pasal 154, diberikan batas waktyg unouk memenmahi
ketentuan persyaratan kera i atas Kapal Perikanan
sampai dengan tangeal A1 Desember 2023

BAR X
KETENTUAN PENUTUF

Fasal 297
Fada saat Peraturan Pemerintah il moulai berlaku:

4, Pasal 4, Pasal 3, Pasal o, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, dan Pasal | Peraturan Pemmecintall Nomor
57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Murto dan
Keamanan Hasil Perkanan serta Peningkatan Nila
Tambah Produk Hasil Perikanan (Letnbaran Negara
Republie  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 181,
Tambahan Lombaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 53T26);

B, Peraturan Pemcrintah Nomor & Tahun 2020 tentang
Bangunan dan Instalasi di Laut (Lembaran Megara
Repulihk [ndonesia Nomee 26 Tahun 2020, Tambahan
Lembraran Megara Republik Indoenesia Nomer ©459],

dicabut dan dinvatakan tdak berlalu.

Pazal 298

Peraturan Pemerintah im mulai berlaku peda  tangpal
diundangkan.

Apar., . .
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Agar  setiap  orang  mengctabuinya,  memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemenmtah  inl dengan

perempatannya  dalam  Lembaran  Negara Republik
Indorneaa.

Ditetapkan di Jakaria
pada tangeal 2 Februari 2021

PRESIDEN EEFLIBLIK INDONESLA,
Lch.

JOKD WIDODO

Diundangkan di Jakartz
pada tanggal 2 Februar 2021

MENTERI HUKUM DaN HAK ASAZI MANUEA
REPUBLIK INDONESLA,

ted.

YASONNA H. LACLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIE INDOQNESIA

Depuli Bidang Perundang-undangan dan
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PENJIRELASAN
ATAS
PERATURAN FEMERINTAH EEPUBLIK IND{INESIA
NOWMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG

FPENYELENOGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN FERIKANAN

1. DMUM

Pembukaan Undang-Undang Dassr Negara Republik [ndoncaia Tahun
1945 mengamanatkan bahwa tujuan  pembentukan  Negara Republik
[ndonesia adalah pewnjudkan masvarakat yang sejahtera, adil, makmur,
vang meratd, baik malenil maupun spiritual, Sejalan dengan tujuan
reraebut, Pasal 27 ayal [2} LU 1945 menentukan bahwa “Lip-tiap warga
nvgara  berhak atas pokerjaan  dan penphidupan  vang lavak  bagi
kemanusiaan, cleh karena itu nepara perlo melakukan berbagal upaya atau
tindakan uniuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh
pekerjaan dan penghidupan yvang layak, Pemenuhan hak atas pekerjaon dan
penghidupan yang leynk pada prinsipnya merupakan selah satu aspek
penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka
pembangunan manusia Indenesia seutuhnya.

Sejalan dengan hal di atas, lakirnya Undang-Undang Nomer 11 Tahun
2020 lentang Cipra Kerja dimaksudkan uniluk menciptakan dan memperluas
kesempalan kerja melalui peninpkatan  investasi  dan  mendoreng
pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikre, Kecil,
dan Mecnengah, termasuk pada bidang kelautan dan pernikanan, dengan
tujuan untuk meningkatkan  perekonomian  nasiomal  yang  dapat
meningkatkan kescjahteraan masyarakat kelautan dan perikanan,

Unruk mendukung polaksanaan kebijakan stratcgis vang tetab duatue
dalam Undang-Undang Nemoe 11 Tahun 2020 wenlang Cipta Kerja,
khusuznya pada biduang kelautan dan perikanan, diperlukan perubahan dan
penyempurnaan  berbagali  peraltran perundang-undangan mengenai
perubahan status Zona Int, kriteria dan perayaratan pendinian, penempalan,
dan/atay pembongkaran Banganan ¢dan [nsalasi di Laat, penpelolaan
sumber dayva ikan, Standar Muta Hasil Perkanan, penangkapan lkan
dan/fatan Pembudidayaan lkan bukan umiuk tijuen komersial, kapal
Perikanan, Kepeiabuhanan Perikanan, SLO, pengendalian impor komoditas
perikanan dan impor kemoditas pergaraman.

Aras .
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Atas dasar hal tersebut perlu menvusun dan menetapkan Peraturan
Pemerintah  tenlang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
dengan tijuan untuk menciplalan kesempatan kerja yang scluas-lussova
bapi rakwat Indonesia secara metata di seluruh wilayah Negara Fepublik
Indonesia dalam rangka meningkatken kesgjghteraan masvarakat bidang
kelalran dan perikanan.

M. PAZAL DEMI PASAE
Pagal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jclas.
Pasal 3
Culup jelas.
Fasal 4
Cukup jelas.
Pagzal &
Cukup jelas,
Pasal &
Cukup |clas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Paszal &
Avat (1)
Hurufa
Cukup jelas.
Hurul 1

Yane dimaksuad denpan  "secara  menetap”  adalah
Bangunan dan Instalasi i Laat vang menwut sifatnyva
memerhukan ruang Laut secara terus meneius paling
singkat sclama 20 [tiga puluh) han kalender,

Hurutf o . ..

SK No 0BGEDY A
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Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurul'd
Cukup jclas.
Avat [2)
Cukup jelas.
Ayat (3]
Cutkup Jelas.
Avat {4}
Cutoup jelas.
Avat [3)
Cukup jclas.
Pasal ¢
Avat (1]
Humfl a

Yang dimaksud dengan ‘banguansn hunian®  adalsh
bangunan untuk rumsh lnggal tungeal, Tumah tinggal
deret, dan rumah tinggal sementara, seperli bangunan
pertnukiman Masyarakat Hukuwm Adat.

Humif b

Bangunan kecagamaan antara lain berupa mas)id, gerejs,
pura, wihara, dan kelenieng.

Huraf ¢

Hangunan sosial dan  Twelava antara  lain berupa
bangunan untuk kebudayaan, balai pertemuan, dan
fasilitas umum lainnya.

Avac | 2]
Hunal &

Yang dimaksud clengan "Pelabuhan Perikanan™ adalah
tempat yang terdinn atas daratap dan peraiman di
sekitarnva dengan hatas terteniu sebagai tempat kegialan
pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan vang
digunakan sebagal tempat Kapal Perikanan bersandar,
boetlabuhb, danfatau bonekar muoat ikan vang dilengkapi
dengan [asilitas kesclamatlan pelayaran dan kegiatan
penunjang perikanarn.

Hurulf b, ..

3K Mo 05GE02 A



PRESIDEN
REPLHLIE INMOOHES S

Hural b

Alat penangkapan ikan vang bersilar statis antara lzin
berupa alat penangkapan Tkan jarimg angkat (it net) dan
alat pcnangkapan lkan perangkap (trap).

Alat bantu penangkapan Ikan antara lain herupa nampon
menetap.

Huruf ¢

Alat Pengolahan [kan secara lerapung antara lain berupa
unil pengumpul dan Pengolahan lkan statis dan terapang.

Hurul d

Yane dimaksud denpan "karamba janng apung” adalal
alat budi daya ikan vang mengapung dan bersifat staris
dan dinamis yang menctap selama lebib dan 30 [tiga
puluhl} hari.

Huruf &

Yang dimaksigd dengan “strokiur budl dava Laut” adalah
slruktur di Laut untuk budl dasa Laut, vang terdin atas
kegiatan pembenihan, pendedersn, dan perobesaran.
Struktur budi daya Laur antara lain berapa strokoar sz
ranching dan struktur seafarming.

Hurufl £

Instalast pepgambilan air Lauat wntuk budi daya ikan
Aantara 140 berups Fipa Bawah Laur,

Hurul &

Tang dimaksud dengan "terumbu buatan” adalah struktar
buatan manusia dan benda keraz  vang senggja
dirempatkan di daser perairan deogan meniru beberapa
karalrerisrik terumbu  karang  alami, yanpg herfunpsi
gebapar  tempat  pehioglungsan, mencan makan dan
berkembang iak berbapdi Dinla Lawt, serta pelindungan
Fantai.

Avar (3]

Inztalasi pengambilat ar Laut unluk produks: Garam antara
fain berupa Pipa Bawah Laut dan et

Avar (4

SK Ne (RGE A

Huruf a
Cukup jclas.

Hurualf b .. .
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Hurul

Yang dimaksud dengan “jalan pelantar’ adalah prasarana
transportasi yaneg melipuli schagian  jalan, termasuk
banpunan pelengkap  dan perlengkapannya vang
diperuntukkan bag lalu lintas vang berads i oatas
pertiukaan air, kecuall jalan kercta apt, jalan lorl, dan
jalan kabel

Huwiruaf e

Yang dimaksud dengan 'ponton wizata® adalah kapal
dengan lambung datar atau kolak besar yang mengapung
digunakan untuk mengangkul barang dan diterik dengan
kapal tunda vang dimanfaztkan schagal wahana wisata,

HurE d

Pelabuhan wisata antara lain berapa marnna, dermaga
wisdala, alaw dermaga yacht.

Hurul =

Yang dimaksud dengan ‘titik labuh” adalah tempat para
pelaku wizara bahari dapar melabuhkan jangkarnya,

Hurual f

Bangunan untuk kubner antara lain berupa resleran
HILIR .
Hurual ¢

Yang dimaksud dengen "aman bawah aw adalah stroktar
buzatan bawah Laul vang dilata seclernikian ropa untuk
kepiaran wisata atau atraksl hawsh air.

“Taman bawah air® antara lzin berupa akuarium hawah
Laut. "Tatnan bawah air® di Indonesia antara lain berada
di Perairan Pemurceran, bagian utara Provinst Ball,

Avat [2)

Culup jelas.
Avat [B)

Cukup jclas.

Avat (7] ...

SK Mo 036800 A
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Culoup jelas.

Avat (8)

Hurtil &

Yang dimaksud dengan "knib fgremf’ adalah banglinan
vang dibuat tepak lumas ataw kira-kirs tegak lures Panta,
yang berlungsl mengendalikan crost yang discbabkan oleb
terganggurnya  kescimbangan  anghutan  pasic  sejajar
Fantai {lengshore sand drft).

Kribr antara loin berupa groh ambang rendah.

Hurul b

Fengarah arus alivan sungal {dan acug pasang  suelt
antara lain bkerupa ot {effyl. Jeti adalah banglunan
menjorck kc Laut yang berfungst schagal pengendalian
penutupan muara sungal atau saluran oleh sedimen,

Hurul ¢

Yang dimeksud denpan "revetmen” adalah strukeoor di
Pantal yeng dibanpun menempel pada geris Panta) dengan
Lujuan uniuk melindung Panlal yvang rererosi.

Hurul d

Yang dimaksud dengan "tanggul Laut (seq dikef' adalah
strukiur pengarnan Pantal yang dibangun scijsjar Pantal
dengan tyjuan untuk melindungi dataran Pantal rendah
dari genangan yanpg discbhabkan colch air pasang,
pelombang, dan hadai.

Hurul &

SK Mo 086799 A

¥Yang dimaksud dengan “tcmbok Laut f5eaq walll adalah
strukiur penpaman Pantan yang dibangun dalam arab
scjajar Pantar dengan twyuan untuk melindung Pantas
tecrhadap hempasan gelombang don mengurangt limpasac
penangan arcal Pantal yang berada di belakangnys.

Hurufl ...
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Huruf [

Yang  dimaksud  dengan  "pomecah  gelombang
fhreafuwater] adalah kenstruks: pengaman Pantai yang
posisinys sejajar gl kiva-kira sejajar garis Pantal dengan
tujuan untuk mercdam gelombang datang.

Femecah gelombang bBerfungsi untuk meredam cnergl
gelombang  di belakang  struktur  dan  peogurangan
transpor sedimen legak uras Pantai, menurunkan tinggl
gelnmbang di Pantal, dan memperlambat  angkutan
sedimen ke arah Pemecah gelombang antara lain berupa
butktarud dan sfruktur ambang rendah.

Aval (9
Cukup jelas.
Avrat (19
Hurul a
Tetnpat penampungan sementara munera] dan banibara
antara lain berupa struklur terapung untek kegiatan sfip
fo sFup mminecal atan batubara.
Huruf b
Fasililas penurjeng  kegiatan usaha  pertambangan
mineral dan bkatubara anlara lan beropa dermaga
bt ubara,
Huruf e

Fipa Nuids lainnya antars lain berups submarine tatling
disposal.

"submarine tailing disposal” adatah Pipa Bawah lLaut
uniuk pembuangan taiting di Laut.

Avarfll] ...
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Avat [(11)

SK Mo (BaTeT A

Hurul a

Pembangkit liatrik energl gelombang antara lain berupa
ngetflating  water column wave energy converder (OWC-
WEL].

"Gacillating water colume e erergy converter (OWC-
WELC} adalah struktur di Laut vang akan menangkap
energl gelombang vang melalw lubang pinta kalom
sehingga terjadi fluktuasi arau osilasi gerakan air dzlam
milang AW, kemudian tekanan ndara yang terperangkap
vang dihesilkan dan gerakan air dalam kelom 1 akan
mengerakkan  haling-haling  rarbin angin yang
dihubungkan dengan  generatoe listtik sehingsa
menghasilkan listrik.

Huruf b

Tang ditnaksud denpan "pembanpkit lisink tenaga bayo®
adalah pembangkit listrile yang terdiri dan turbin sangin
vang dilengkap denpan sistem transmisy, distribust, dan
lasilitas pendulolng Tainnya.

Hurul ¢

Yang dimaksud denpan "pembanghkil hslrk lenaga surva
terapung” adalah sistem  pembangkil  lisiok vang
enerpinya bersumber darl radiasi matahan melahn
konversi sel fotowoltatk vang dipasang di atas air.

Huruld

Yang dimaksud dengan "pembanglot histrik  tenaga
konversl cnergl panas Laul  fecean thermal energy
conversior/OTEC]" adaluh proses Konversi energi Laur
menjadl cnerg listrik dengan memanfaatkan perbedaan
suhiu air Laul di permukaan denpan di bagian bawah
Laut, dengan perbedaan subhu mumimal 2000 [daa pulub
derajar Celsis).

Huril &

Yang dimaksud dengan "pembangkit listnik cnergl pasang
aurut” wdalabh pembangkit listrik yang memanfaatkan
PesEnE suredl LA

Haraf { ...
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Hurt' t

Yang dimaksud denpgan “pembangkit Listrik cnerpl arus
Laut' adalah pembangkit listrik vang memanfaatkan arus
Laaul.

Huruf g

Kapal pcmbangkat listrik fmotrle prser plandl antara lain
berapa pembangkit listrik tenaga dicsel yang lerapung.

Huruf h
Cukup jelas.
Hurnal1

Kabel saluran udara antarg lain berupa Salwan Udara
Tegangan Ekstra Tinggl ISUTET], Salucan Udaca Tegangan
Tinggl (BUTT} dan Baluran Udara Tegangan Menengah
[SUTM).

Hural
Cukup jelas.
Hurul k

Fasilitas penunjang instalasi ketenagalisirikan antara lai
berupa  Pipa Bawah Lawl dan bangupan uotuk
pengambilan arau pembuangan air Laut,

1Turuf 1

Iharalagl ketenagalistrikan di Lawt lainnya antara lain
berupa  jeti untuk pembangkit listrik dan  pemecah
gelombane untuk pelindung pembanglt.

Avatr [14)

Huruf a
Alar penpumpulan data oseanografl antara lan berupa
stasiun pengukuran pasang dan surut.

Huruf b
Bangunan penclitian sumber daya ikan antara lain berups
instalasl fizsh agregatmg device.

Huruf ¢

Banpunan penelitian kelautan antara lain berupa stasiun
penelitian kelavean dan stasion pergukuran.

Aval (13] ..
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Avat 113]
Instalusi militer di Laut antara lwin berupa pos mliter di Laut.
Ayt {14

Instalasi peryedizan air bersih antara lain berupa pipa air bersih
di bawal Laut.

Awvat [15)

Instalasi pengolahan air Lauw! untuk air minum antara lain
berupa pipa pengambilan air Laut dalam unfuk produksi wir
ITLCILIm.

Pasal 10
Ayat 1]
Cukup jelas.
Avat (2]

Yang dimaksud dengan “renceana zonasi” adaldh RZ KSNT
dan/atau RE KAW.

Yuny dirnaksud dengan “rencana tata ruang” adalah rencana tata
ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan stratcgis
nasional, dan/atau rencana tata ruang wilayah nasional.

Ayrar (3]
Cukup jelas.
Avat [4]
Hurul a
Culup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan "zona penunjamen’ adalah zona
menunjatnnya fbend downururd] lempeng samudera ke
bawah lempeng benua.

Hurafc ...
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Hurf e

Yang dimaksud dengan 'sesar” adalah bentuk relhahan
pada suatu lapisan batuan yang menvebabkan suatu biok
batuan bergerak reladl terhadap blek batuan yang kan

Huaruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Risibe benvane dan pencemaran atlara lmm berupa
gempd bami, isunami, eclombang ckstoem, gelombang
Laut berbahaya, letusan gunung apl, bannr, tanah
longsor, angm puting beliung, erosi Pantal kenatkan paras
muka air Laut, pencemaran logam berat, dan tumpahan

miryak.
Avat [H _

Hurul' &
Yang dimaksud denegan "alur pelavaran’ adalah perairan
yang dan xedl kedalaman, lebar, dan bebas hambatan
pelavaran lainnya diangeap aman untul: dilayar,

Huruf b
Culkup jelas.

Hyrud ¢
Cukup jelas.

Hurui d
Alur migras. biota Laurt antara fain Alur miprasi mamalia
Laut jcetacear), scperti paus, lumba-lumba dan ikan
duyung termasuk berbagal jerus biota Laut beruayva
lainnya tertmasuk jenis penyua.

Hurul e

Yang dimaksud dengan “perairan wajib pandu” adelah
suatu wilayah peraitan vang karvena kondisinya wajb
dilabkukan pemanduan bagh kapal becrakyean 306 {lima
ratus) grose fonaege atay lebabn

Hurul | . ..

SK MNo 0E6734 A



Axat (5]
Cukup jelas.
Avat [7)

Huruf a

SH No 0BT A
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HurLif f

Yang dimaksud dengan "sarana hantu navigas pelayaran
adalah peralatan atan sistem yanp berada di luar kapal
vang didesain dan dieperasikan untuk mennghkatkan
keselamatan dan etisiensi bernavigas) kapal dan/ atau tala
lincas kapal.

Yang dimaksud dengan C“telekomunikasi pelayaran”
adalah iclekomunikast khusus uniuk keperluan dinas
pulayardn yang merapakan o sellap peImAancaran,
penginman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar,
suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalul sistcin
kawat, optik, radio, atan sistern elektromapgnetik lainnya
dalam dinas bergerak pelayaran vang merupakan bapian
dari keselamaran pelayacan.

Hurul g

Cukup jelas,

Yang dimaksud dengan “daerab latihan miiter” adalah
wilayveh vaox  disiapkan  2iau digunakan antuk
meningkatkan kemampuan perorangan danfataun satuan
dalam rangka mceoghadapr kemungkinan ancaman
musLih.

Huraf b

Yang dunaksud dengan "daerah uji cobe peralaran dan
persenjataan milicer” adalah wilavah vang disiapkan atau
diganakan unnsk melakukan up coba Adat Thame Sistem
Bunjala alay peralatan perlabacac lainnya oleh insians
wang berwenang melakiukan gl coba dan telabh dyaman
keamanannya,

Huruf ¢



Hurul

Huruf

Huruf

Pasal 11
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C

Yang dumeksud dengan 'dacrah penyimpanan barang
eksplosil dan peralatan pertabanan berbahava lainnva”
sdalah wilayah yang disiapkan atau digunakan sebagai
rempat penvimpanan serta pemeliharean baban peladak
dan berbahaya lainnya sesuai dengan Krilera telonis vang
ditentukan oleh Markas Besar Terlars  Nasional
Indonesia.

d

Yang dimaksud dengan "dacrah disposal amunisi dan
perdlatan pertahanan berbahaya lamnya’ adalah suatua
tempat  yang dislapkan atau digunakan  untuk
memusnahkan amunisi atau  peralatan perrahanan
berbahava lainnya vang ditetapkan oleh Markas Besar
Tentara Nasional Tndonesig dan dijamin keamanannya,

£

Cuktip jelas.

Cukup relas,

Fasal 12

Cukup jelas.

Pasgal 13

Cukup jelas.

Fa=sal 14
Ayan (1]

Hurufb

Hunaf

SH No (86792 A

a
Cukup jelas.
b

Angka 1

Eencana  petdivian danfalan penempatan
Bangunan dan [nstalasi di Laut yanp paling sedikit
merndal:

A, lelsk peograbs;

booata ...
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b. data hidre oscanograll,  yang  melput
batirnetrs, pasang surat, pelombang, @rs.
galinifas; dan

. geomorfolop dan geslog Laat, vang meliputl
kondisi  geomorfologl,  jems  dan struktar
batuan, serta subsival dasar Taat.

Anpks 2
Cukup pelas.
Anghke 3

Renceng detail vang paling sedikit memuat:

- parbar telos,
b, perhitungan telkms;
€.  Toneana angparan dan sy, dan
4. metode pendinan danfatau  penempatan
Bangunan dan Ilnstalasi di Laut vang ramah
lingkungan.

Anpka ¢
Cubkup jelas,

Angka o
Cukup jelas.

Angka &
Cukup jelas.

Anigka 7
Cukap jelas.

Angka 8
Culoup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Avat (2]
Cukup jclas.

SE Mo DEET91 A
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Pasal 15
Cukup jclas.
FPasal 16
Axat [1]
Huruf a
vang dimaksud dengan “bahan pelapis antiteritip” adalah
lapizan pelindung, car, lapisan perawalan permukaan,
alay peralatan vang dyganakan di atas kapal onluk
mengencalikan aran mencegabh menempelnya arganisme
vang tidak dimgmkan.
Cat  antiteritip tidak bolelh mengandung otburyl fin
compounds scsuni Keteniuan  pengendalian  antiteritip
feariti-fouling system)
Huruf b
Cukup jelas.
Hurul ¢
Cukup jelas.
Avat {2)
Cukup jelas.
Pasal 17
Hurul a
Angks 1
Cukup jclas
Angla 2
Trata hidrografli dan oscanogral meliput batimelri, pazang
sarul, pelembang, arus, kaalitas air (pH, kekeruhan,
kecerahan, BOD  oksipen terlarut).
Angka 3
Ceomorlologl dan genlogih Laut melipat kondisi
geomoriclog), jemis dan stroktor batuan, serta substrat
dasar Laut,
Huruf b
Cukunp jelas.
Hurul v
Cukup jelas.

Pasal 18 . ..

oK Mo G367 A
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Pagal 18
Cukp jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Fasal 20
Huraf a
Cukup |clas.
Huruf b
Cuykupr jelas.
Huruf ¢
Ancaman hencana di Laut antara lam berupa gempa buamd,
tsunami, gelombang ekstrem, golombang Laut  berbabas,
lerusan punung api, banjic, tanah longsar, angin puting beliung,
erosi Pantal, dan Kenaikan paras muka air Laut.
Pasal 2t
Huruf a
Cukup jelas.
Huml b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan ‘tencana kontinjensit adalah suatu
proses percncanaan torhadap keadaan yvang tidak menentu
untuk mencegah atau menanggulangi secara lehih baik dalam
situeai darurat atan krncs denegan menyepakatn skenario dan
tujuan. wenetapkan tindakan tcknis dan mengjeral, serta
rnpgapan  dan  pengerahan  potensl yang  telah disehygan
bersama.
Huraf d
Cukup jelas.
Huraf ¢
Cukup Jelas,

Huraf T, ..

SH No UBOTED A
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Hurafl f

Prafil dasar Laut antara lain mermuat relicf, merfelogl, dan jerus
substrat dasar Laut.

Turuf g

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Pasgal 22
Avat (1}
Hurul a
Cukup jelas.
Hurul b
Cukuip jelas.
Huruf «
Cukup jelas.
Huraf d
Yang dimaksud dengan "titik pendaratan flanding points/)
adalaby titik awal dan/atau tink akhir pipz atau kabel
bawah Laul dan/ataw posisi bangunan danfatau {asilitas
utama kegiatan.
Aveat [2)

Cukup jclas.
Fasal 23

Huruf a

Cukup jelas,

Fluraf b

Cukup jelas.

Huruf ¢ ...

Sk Mo (JB47RR A
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Huraf ¢

Pradesmin lerdiri atas pemilihan pengembangan  allernatif,
kritenia desain, termasuak  sel Pantal, lata  letalk, bentuk
perngatnanan  Pental, dap  meterial pengamanan  Pantai
Petigembangan alternatif pengemanan Panlai dapat berupa
pelindungan buatan farttficial protection), pelindungan alamu
fmatural protection), penyesualan terhadap perubshan alam,
penururiah riziko dampek vang mungkio terjadi, dan antisipasi
lerhadap kemungkinan terjadinya beneana alam.

Pelindunpan buatan meliputi pembaneunan struktoe lunak
e structure), strukour keras fhoed structure], dan kombinasi
anlara struktur lunal dan strukiur keras.

Hurui d

Cokup jelas.
Hurut e

Cukup jclas.
Huruf [

Cukup jelas.

FPasal 24

Cukup jelas.

FPasal 25
Hurul a

Angka 1

Culkup jelas.
Angka I

Data hidrografl dan vseanografl meliputd batimetn, pasang
surut, pelembang, dan arus.

Anglka 3
Geomorfologi dan geclogi Laul  melipun kondisi

gecmorfolegl, jenis dan struktur batusn, zerta substrat
dazar Laut.

Hurf b
Cukup jelas.

Humale . . .

Sk No EHESE A
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Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pusal 26
Cukiugp jelas.

Paszal 27
Avar (1)
Huruf =
Cukup jelas.
Hural b
Cukup jelas,
Huruf ¢

Dresain pembangkit listrik energi gelombang yang berupa
OWC.WEC antara lain herupa near shore hottom standing
OWC, foating-structured WECE  with  interiar OWC,
breahuruter-integrated OWC, dan multi- OWC demees.

Hurul d

Yang dimaksud dengan "respon hidro elasuk” adalah
perilaku clasts dar strokosr & Laut yang umum terjadi
pade struktur apung vang sanpat besar dan berbahan
TITRACY.

Perilaky elastis ini dapar menimobulkan cfek merosak
pada struktur apung tersetall.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Hutwul |
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Aval [2) ...

Ik Mo 03635T A
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Aval (2]

Cukup jelas.
Avyat {3

Hurul a

Desain sistetn pembangkit ligird: tenaga konversi energi
panas Laul jocean thermal energr conversion [OTRC)
antara lain bergpa OTEC sistern terturup, OTEC sisiem
tertruka, dan OTEC sistem hibnda,

Hurui b
Cukup jelas.
Hutul ¢
Cukup jelas.
Hurud ¢t
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup ielas.
Hural |
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jclas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayar (4]
Culup jclas.
Avat [5)
Huruf a

Desain insiakasi pembangkit lisirik enerm aris Laut
antara kain berupa near-share Lague 2REXgY QENErqior dlau
off-shore wave energy generalor,

Huruf ty
Cukup jelas,

Hurulfc . .
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Hurul ¢

Cukup jelas.
Huraf d

Cukup jelas.
Huruf c

Cubup jelas.

Ayal 5]
Cukup jelas.
Avat {7T]

Hurul a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Hurul &

Cukup jelas.
Hurud 4

Cikup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf {

Yang dimaksud dengen "ruang bebas™ adalab maang yang
dihatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling
dan di zepanjang konduktor Baluran Udara Tegangan
Tiney [BUTT]. Saluran Udata Tegangan Eksira Tingpi
(RUTET], atau Saluran Udara Tegangan Tinggl Afus
Scarwh {SUTTAS] di mana tidak boleh ada benda di
dalamnva demi kesclamatan manusia, makhluk bidup,
dun benda lainnya serta keamanan aperasi SUTT, SUTET,
dan SUTTAS.

Jarak ...

SK Mo 86855 A
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Jarak bebas minimum bherupa jarak bebas minimum
vertikal dari kenduktor. Jarak bebas minimum vertilcal
dari kenduktor adalah jarak terpendek sccara vertikal
antara konduolktor SUTT, SUTET, dan SUTTAS dengan
permukaan bumi atan benda di aras permukaan bumi
vang tidak boleh kurang dari jarak vang telah ditetaphkan
demi keselamatan manusia, makbluk hidup, dan benda
lainnyva serta kecamanat operasi SUTT, SUTET, dan
SUTTAS.

Humfl p
Cukup jelas.
Thaaf
Cukup jolas.
Hurul i
Cukup jelas.
Hurual )
Cukup jekas.
Huruf k
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasgal 29
Culup jelas.
Pasal 20
Avat (1)
Yang dimaksud dengan “pota Laut Indonesia’ adalah sebuah
peta yvang didesain khusus untuk memenuhi kepentingan
navigasl pelayaran yvang menggambarkan  konfiguras: gaos
Punial, dasar Laut, kedalaman air, bahaya navigasi, alat baniu
navigasi, area lepo jangkat, dan fitur lainnya yang erkait seria
memiliki standar dan spesilikaz1  Mmtemationel Hpdrographic

Organizetions yang dipublikazikan coleh lembaga hidrografy di
[ndemesia.

Axat (2}
Cukup jelas.

Avar (3] . ..
Avar 3]

SK No (86989 A
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Cukup pelas.
Aval (4

Culkup jelas.

Pazal 31

Cukup jclas.

Pazal 32

Cukup jelas.

Puazal 33

Avat [1)
Cukup jelas.
Avat (2]

SK No (86533 A
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Cukup jclas.
Avat |3)

Cukup jelas.
Ayal (4

Huul a

Clkup jetas.

Humuf b

Cukup jelas.

Fharuf ¢

Cukup jelas.

Hurut A

Hak dan kewajiban negara lain di Wilayah Peraran dan
Wilavah  Yurisdiksi  lerkait  dengan pembonekaran
Batpunan dan Instalasi di Laut antara lain akiviias
perikanan, kebebasan navigasi dan penerbangan, serle
pelindungan  Hnpkunpan  Lawl. Selain itu dalam
perfbongkaran Bangunan dan Instalasi di Lauc perhs
memberikan  publikasi vang jelas dalam peta  Laut
Indonesia rerhadap kedalaman, posisi, dan dimensi dan
Bangunan dan Instalas) di Laut yang tidak seluruhnya
dibongkar.

Hurufc ...
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Huruf e
Culcup jelas,
Avar |3
Cukup jelas.
Avat {B]
Cukup jelas.
Aval [7)

Culsup jelas,

Faszal 34

Ayar (1)
Alitv fungsi Bangunan dan Instalasi di Laul untuk kepentingan
Jain antara lam alih lungsi Bangunan dan Instalasi di Lautuntuk
kegiantan usaha minyak dan gas bum untuk rigs o reefs,
kegialan penelitian, atau wisatu bahari.
Yang dirnaksud dengan ‘rigs (o reafs” adalah pengaliblungsian
Bangunan dap Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha mmyale
dan gas bumi yang sudah tidak dipergunakan laglh mongadi
terumbu buatan.
Alik fungs Bangunan dan Instalasi di Lantuntuk kegiatan usaha
minyak dan pas bumi untuk kegiatan penclitian antera lain
berupa pemasanpan alat perekam data arus Lawl dan data
konduktivitas, temperatur, dan  kedelaman {conductivily,
temperature, depth (CTER).
Alih fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut uniuk kegiatan usaha
mitwak dan pas bumi untuk wisata bahar antara lain berupa
pembangunan ponginapdn.

Byt (2]
Cukup jelas.

Ayat (3]
Cukup jelas.

Avat [4}
Cukup jelas.

SK No 08A852 A
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Avat {3]
Cukup jelas,
Avat {6
Cukup jelas.
Pazal 35

Hurul a
Cukup jelas.

Huruaf b
Yang dimaksud dengan "stasiun tadio Pantai” adalah stasiun
darat dalam dinas bergerak pelayaran.

Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Vang dimaksud denpan "buku petunjuk pelavaran” adalah
buku kepanduwan behari yvang bersl petunjuk  atau
keterangan yang dipergunakan sebapal pedoman bag nara
awak kapal agar dapat berlayar dengan selamat.
Angka 3
Cukup jelas.
Paszal 26
{Cukup pelas,
Pasal 37
Cukup elas.
Pasal 38
Avat i)
Fehabilitzai ekosistern Laut dilakukan terhadap rerambu karang,
mangrove, lamun, esiuaci, lagana, teluk, delta, gumuk pasir,
Fantal, dan/atau popllast ikan.
fyat (2]
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas,

Pasal a0 ..
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Pasgal 40

Cukup jelas,
Fasal 41

Cukup jelas.
Pazal 42

Cukup jclas.
Pasal 43

Culeup jelas.
Pasal <4

Cukup jelas.
Paszal 45

Axat (1)
Cukup jclas.
Aval [2)
Hurk a
Rumpun merupakan alat bantu penanghapan ikan vang
menggunakan berbapgal bentuk dan jenis pemikarfacrakcor
dari bends padat, herfunpgsi untuk memikat ikan agar
berikumpul, wvang dimanfzatkan  untuk  meningkatkan
efisiens dan elektivitas penanpkapan ikan.
Huruf b
Lampu merupakyan alar banm uncuk mengumpulkan ikan
dengan menggunakan pemikal fatrakior berupa lampu atau
cahava vang berfungsi untuk memikat tkan agar berkumpul.
Avat [3)
Cukup jelas.
Ayal [4)
Cubiug jelas.

Fasal 46
Cukup jelas,

Pasal 47 . _ .

SK Mo DBGE0 A
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Fasal 47

Ayar 1]
Log book Penangkapan Than merupakan laporan harian tertulis

nakhoda mengenai kegivtan perikanan dan operasional haman
kapal Penangkap [kan.

Ayat {2
Cukup jelas.
Avat {3
Cukup jelas.
Avar (4]
kg gelas.
Pasal 48
Cukup jclas.
Pasal 49
{Cukup jelas.
Pasal 50
CLkap jelas.
Pasal o1
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jclas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pazal 54
Cukup jelas,
Pazal oo
Cubkup j=las,
Pasal 3
Cukup jclas.

Paszal 57

Cukup jelas,

Pasal 28 ., .

SK No 086849 A



Paszal 58
Ayat {1]
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Hural a

lkan Hasil Domesrikasi memupakan jemis ikan liar yang
telah beradaptasi dengan lingkungan budy daya dan hisa
Lereproduksi, minimal dalan 2 (dua) generas,

Huruf b

lkan Hasil Intreduksi merupakan lkan yang bokan asli
dan/ataun tilak berasal dan alam darat dan Laut
lndonesia yuny dikenali dan/atan diketahul dimasukkan
ke dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Megara Repuhblik
Tndornesia.

Huruf ¢

Tkan Hasil Femuliaan merupakan Tkan yang dihasilkan
dari  ranpksian Kemparan  untuk mernpertshankan
kemurnian. menghasilkan jenls atau varelas ikan vang
sudah ada, danfarau ontuk menghasilkan jenis arang
varietas baru vang lebih unpeul

Hurual d

Asat [2)

lkan produk rekavasa genetik meropakan sumber daya
ikan dan spesies biota perairan lainnya vang sebapian
besar ataw sefluruh daur hidupnva berada di air vang
dihasilkan rdari penerapan teknik rekayasa genetik.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sk No (Ro84E A

Calon  Induk merupakan Tkan  hazil  selelksi yang
ipersicpkan untuk dijadikan indulk.

Induk Ikan merupakan Ikan pada wmur dan ukuran
lertent vang  telahh dewasa  dan digunakan wntuk
menkghasillkan berh ikan,

Avar |3y ...
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Avat [3}

Hurud a
Benih Sebar merupakan Tkan dalam gmuar, bentuk, dan
ukuran lerlenty vang belum dewasa, tcrmasuk telur,
larva, dan biakan mumi alga yvang dibudidayakan untuk
tujuan pembesaran dan bukan dijpadikan induak.

ITuruf b
Benih Bina merupakan lkan dalam omur, bentuk, dan
ukuran terrentu yang beolum dewasa, termasuk telur,
larva, dan biakan murni alga yang dibudidayakan untuk
eijaclikan induk.

Avat (4

Hurut a
{talon [nduk dan/atau Induk Penjenis merupekan Calon
Induk <dan/atan Induk likan Hasil Pemuliaan di bawah
pengawasan  dan  penguassan yang  melaksanakan
pemuliaan.

Hurul b
{"alon Induk dan/atau Indul Daser merupakan Calon
Indulk dan/atan Induk lkan keturunan pertama dar
induk penjenis yang memenwhi Slandar Mutu kelas induk
dasgar.

Huruf ¢

Calan Induk danfatau Induk Polok merupakan Calon
Induk dan/atan Induk lkan keturunsn pertamea dar
mduk dasar atao induk penjenis vang memenuhi Standar
Mutu kelaz induk pokok dan diawas: aleh Pemerintalh
setelah dilakukan pelepasan jenis danfatau varctas ikan,

Pasal 59 | | .

SK No 036847 A
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Pasal 59

Cukup jelas.
Fasal &0

Cukup jelas.
Pasal £1

Cukup |clas.
Pasal &2

Cukup jetas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pagsal €4

Cukup jelas.
Pasal 65

Culcup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal &7

Culkup jelkas.
Pagsal &

Cukup jelas.
Pagal &0

Cukup jelas.
Pasal T

Cubup pelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Fasal 72

Cukup jelas.
Pazal 73

Cukup jclas.

Fasal 74 . ..

SHK Mg (186840 A
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Pasal 74
Cukup tclas,
Pasal 75

Avat (1)
Cukup julas.
Axat [Z)
Hurut a
Pernyvakit ikan penting merupakan  penyakil kan yang
berpotenst menimbulkan wabah.
Huraf b
Penyakit 1kan tertcntu merupakan penyakll iKan bara yang
berpotensi menimbulkan wabah dan belum termasuk dalam
penyakit itkan peoting.
Avat |3
Culup jelas.
Aval {4]
Culkup jelas.
Ayat (3]
Culup jelas.

Pagal 7&

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jclas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 74

Culkup jeles.
Pasal B

Cukup julas.
Pasal &1

Cukup pelas,

Pasal 82 _ . .
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Pasal &2

Culoup jelas.
Pazal 83

Cukup jclas,

Pasal 84

Culkup jelas.
Pasal £5
Cuboup jelas,
Pazal 56
Avat [1}
Huruf a
Dalam hal terdapar Standar inlernasional, SNI diramuskan
harmonis dengan Standar internasionsl.
Hurul b
Cukup jolas,
Hurtifl ¢
Cakup jelas.
Avart |2
Cukup Jelas
Avat (3
Cubup Jelas
Avat (4
Codex Almentarius Commision merupakan badan Standardisas
intetnasional vang menyusun Standar pangan global.

Pazal 87

Avat [1}
Cukup jelas.
Avat 2]
Cukup jelas.
Avat (3]
Hurul a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Humufe . ..
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Yang dimaksaud denpgan “tidak berasal dari kegiatan Perikanan
vang mealanggar bhukutm, fclale dilapotiean, dae ridak diafur™
adalah tidak berasal dan kegliatan ilfegal, vroeported end
urreguioled frshure.

Ketentuan

im bertyjuan unluk membenkan disinsentif

terhadap keglatan Hlegal, unreported and unrequinted fishing,

Hurf d

Cukup jelas.

Avar (4

Fagal A8

Cukup jelas.

Huyrif a

Cukup jelas.

Huruf b
Ruangan penpolahan antara lain ruang penerimaan Bahan Baku,

Hurul

Cukup jclas.

Humarl d

Pa=al 99

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal |90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelaa.

Puasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jetas,

Fazal 94

Cukup jclas.

SK Mo 130843 A

PENERNRATAT, FUANR pergermasan, dan ruang penvimpanat.

Pasal 95 .. .
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Avar |1y

Huruf =

Cukup jclas.

Huruf b

Cukugp jelas.

Huruf ¢

Cukup jclas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf =

Yang dimaksud dengan “hahan lamnya” adalah haban pangan
vang digunakan dalam proses pengelahan,  dan/fatau
pembuaten produk hesil perikanan. Contoh: garam, gula,
tepung terigil, lepung tapuika.

Yang dimaksud dengan “tara pangan” adalah bahan pangan
yang aman digunakan sebapal pangan, tdak memmbnlkan
racun, dan tidak membahayakan manusia.

Huruf [

Cukup Jelas,

Hurui g

Yang dimaksud denpgan “bahan tambahan pangan™ adalah
bahan  wvang  ditambahkan ke delam pangan  untuk
mempengarthl sifat atan bentuk Pangan. Conleh: pengawel,
antioksidan, humecktan, pcmbentuk gcl, pengental,

Humgf h

Crkup jelas.

Avat 2]

Cukup jelas.

Avat |3)

Pasal 95

Cukup jelas.

Ayal (1]

SK Mo 0865421 A

Cukup jelas.

Avar (2} ...
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Avat [2)
Cukup jclas.
Avat (3]
Huruf =
Fasilitas pencuci tangan yang tersedia dalam jumlah vang
memads  can memenuhi  persvaratan adalsh fidak
dioperasionalkan dengan tangan, harus dengan air mengalir,
dilengkap dengan  pettengkapan  sanitasi sepert sabun
antiseptik, disinfektan, dan pengering tangan yang higienis,
serta ditemnpatkan di dekat piniu masuk dan tempal yang
diperlukan, serts selalu dijaga dalam kondisi bersih dun
sHnIfer.
Hurut b
Fasilitas tuiler tersedia dalam jumlah yang moemada dan
memecnuhi  persyaratan  yaitu  berfungsi baik, ndak
berhubungan langsung dengan rudngan penanganan dap
pengalahan, dilengkapi dengan fasilitas sanitasi, dan selalu
dijaga dJalam kondisi bersih dan saniter, memiliki ventilasi
vang memadai, serta jumlah toilet disesueikan dengan jumlah
karvawan dan memperiimbangkan kebatuhan toilet unmak
karyawan laki-laki dan karvawan perermpuan, serie semua
toilet haras berfungsl dengan baak.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurul e
Cukup jclas.
Fasal %7
Avat (1)
Huruf =
¥ang dimaksud dengan “reagensia” adalah bahan kimia yang
dipunakan untuk pengujian taboratens.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurul «

SK Mo QRREL | A

Cukup jelas.
Avat (2) . - .



Axvat [2)

Cukup jclas.

Axval [

Cukun jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

FPazal 04

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jclas.
Pasal 1401

Cukp jelas.
Pasal 102

Culup jeotas,
Prsal 103

Cukup jelas.

Pazal 104

Cukup jelas.
Pasal 105

Cukup jelas.
Pasal 106

Cukup jelas.
Pasal 107

Culup jalas.
Pasa] 10A

Cukup jelas.
Fasal 109

Cukup jelas.
Fasal 114

Cukup jelas.

5K No 0Ra341 A
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Pazal 111

Culuap jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pagal 113

Cukup |clas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas,

Pasal 116

{Cukup |clas.

Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 1t5

Aval [ 1)
Hurufl a

i

f !
e

FRESIDEN
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Cukup jelas.
Hurul b
Fang dimaksud dengan “pelabuhan negara tujuan™ adalah
pelabuhan di  negara  angeota Orpanizasi Pengeleloan
Perikanan  Regional {Regiernal  Fisheres Management
OrganizationEFMO) pada wilavah RFMO yvang sama.
Hurul o
Cukup jelas,
Huruf d
Cukup jclas.
Hurual e
Cukup jelas.
Huruff
Pelabuban Muat ke pelabuhan pegara  tojuan untuk
penpangkutan lkan hidup twuan ekspor.
Hurul g
Cukiup jolas.

Aval (2] ...
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Avat {2
Cukup jelas.

Pasal 119

Culolp jelas.
Pagal 120

Cukup jelas.
FPasal 121

Cukup jelas.
Pasal 122

Kapal pendukung operas) penangkapan [kan yrang alkan dioperasilian
moneikutl keotcntuan penvelengparaan penzinan berasaha berbasis
nsiko di bidang pengangkutan lkan.

Fasal 123

Fapal pendukung operasional Pembudidavaan lkan adalah kapal yang
dipunakan untuk mengangkut sarana antara lam pakan ikan, chbat
ikan, pupuk, alat dan mesin untuk Pembudidayaan lkan, dan
pragsarana Pembudidavaan Ikan berupe kKeramba, serta sebagai alat
transporiasi pembudidaya dalam melakukan kegiatan usahanya,

Paszal 124
Cukup jelas,

Pazal 125

Axat (1)
Yang dimaksud denpan “modifikasi Kapal Perikanan® adalah
perombakan yang mengubah fungsi danfataw fizik kapal.

Aveat [Z)
Yang dimaksud dengan “industri galangan kapal dalam negeri
Lelum memadai™ antara lain galangan kapal dalam neger 1idak
marmnpl mernprdduks kapal sesus dengen persyaratan tekmis
yang chbutuhkan dan/ataa kapasitas galangan kapal dalam
negern tidak dapat memenuhi jumiah/velume dan/atau jangka
waktu paling lama 2 {dua} tabun pembangunan kapal.

Paszal 126 ., .
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Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jclas.

Pasal 12U

Culkup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasat 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup pelas.

Pasal 134

Cukup |elas.

Pa=sal 1335

Avat [1})

Cukup jelas.

Aval [2)

Yang dimaksud denpgan

PRFE % 1LPE M
REPUBLIK INOOMERLA

-39 -

“kctentuan

nternasonal™  adalah

ketenturan internasional yvang mengatur mengenal keselamatan
herdasarkan kondisi  karakteristik  kapal
prrikanan Indonesia.

kapml

Ayat ()

perikanat,

Yanpg dimaksud dengan “standar kapal nonkonvens berbenders
lndonesia® adalah standar kapal nonkonvensi yang khusus

mengatur

perikanan  dengan

tempertimbanskan

karakteristik dan kearifan lokal kapal perikanan Indonesia.

Sk Mo (E6E3T A
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Ayat (4]
Cukup jelas.

Pasal 136

Culup jelas.
Pasal 137

Cukup jelas.

FPasal 134

Ayrar 1]
Cubup jelas.

Avat {2
Yang dimaksud dengan “pendaftaran Kapal Perikanan™ adalah
pendaltaran kapal vang berbeda dengan pendaltaran kapal dalam
rungka memperaleh tanda kcbangsaan., Pendaftaran  kapal
perikanan merdpakan  pencatatan  kapal pentkanan  sebaga)
bagian dari upava pembatasan penangkapan ikan dalam rangka
penpelolaan perikanan vang bertanggung jawak.

Axvat [3)
Cukup jelas.

Axat [3)
Cuakup jelas.

Ayat (o)
Cukup jelas.

Avvat [
Cukup jelas.

Ayat V)
Cukup jelas.

Pagal |33

Avat (1)
Cukup jelas.

Ayal (2]
Fang dimaksud dengan "landa pengenal Kapal Perikanan™ adalak
serangkalan kodelkast yanp mencerminkan identitas kapal
perikanan yang tercanturn pada Bulku Kapal Perikanan.

Ayat [3)
Cukup jelas.

Fazal 140 ., .
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Pasal 1)
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pazal 143
Cukup jclas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Fagal 145
Cukup jelas.
Fazal 146
Cukup jclas.
FPasal 147
Culp jelas.
Pasal 148
Axat (1]
Hurut a
Yang dinaksud dengan "Perairan terbatas” adalah perauran di
sekitar Pihak vang ditentukan oleh Pemerintah Pusal dimana
linekal kesclamatan menjadi bahan pertimbangan Pemerntah
Pusat yang memungkinkan standar kualihkasi dan sertilileas
bagi Nakhoda dan Perwira Kapal Perikanan ditetapkan lebih
reridlaby dan tingkatan vang  diperuntukan bagi daerah
pelavaran di [uar vang ditentukan  batasnva.  Dalam
menenikan hlag  perairan ferbatas, Admimisrtass waph
memperiimbangkan pedoman  vang  dikembangkan  oleh
{JrEanisast.
Huruf b

SK Mo G80835 A

Yang dimaksud dengan “Perairan tidak terbatas” adalah selain
dari peraican terbatas.

Avat [2} . ..



Bpat (1)

Culup jclas

Aval (3]

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jclas.

Faszal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Culkup jelas.

Pazal 1la2

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Fazal 15k

Cukup jelas.

Pas=al 137

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas,

Pasal 159

Culup jclas.

Fazal 160

Cukup elas,

Pazal 141

Cukup jelas.

SK No {18683 A
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Pagal 162

Cukup jelas.

Pasal 1623

Cukup jelas.

[Pasal 1464

Cukup jel=s.

Pazal 165

Cukup elas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jclas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 170

Cubkup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas,

Pasal 172

Cukup jelas.

Pagal |73

Cukup jelas.

Paspl 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pa=al 176

Cukup jelas,

SK Mo 56533 A
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Pasal 177

Lukup |clas.

Pasal 17H

Cukup jelas.

Pasgl 179

Cukup jelas.

Pasal 182G

Cukup jelas,

Pasal 181

Culup jelas.

Paszal |82

Cukup jelas.

Faszal 183

Cukup jclas.

Pasal 154

Culoup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186
Avat [1)

Cukup jelas.

Avat [2)

Cukup jelas.

Avar (1)

Cukup jelas.

Ayar (4)

Penawaran secara bebas dan meninegkal dilaksanakan dengan
vara jurn lelang menetapkan harga dagar 1eclenny, kemudian
peserta lelang dapet menvampaikan ponawaran harga tersebat
secara bebas sampai didapatkan penawaran harga terlingg.

SK Mo 036832 A
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Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jclas.

Pagal 184

Cukup jeles.

Poaal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Paszal 1435

Cukup jelas.

Pasal 1965

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas,

Pazal 114

Cukup jelas.

Fazal 1949

Cukup jelas.

Pagal 200

Cukup jelas.

SH Mo (86831 A
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Paszal 201 ...



Pasal 201

Culup jelas.

Paszal X2

Crekup jelas.

Pasal 203

Cukup |clas.

Pasal 204

Cukup |elas.

Pasal 22

Cukup xlas.

Pazal 205

Cubup jclas.

Pagal 207

Cukup jelas.

Pasa] 206

Cukup jelas.

MPasal 20%

Culup jelas.

Paszl 210

Cukup |elas,

Pasal 211

Culkcup jelas.

Paazl 212

Cubkup jelas,

Pasal 213

Cukup jelas.

Fasal 214

Cukup jelas.

Pas=al 215

Cukup jclas.
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Pusal 216

Cukup jelas.
Pasal 217

Cukup jelas.
Fazal 214

Cukup jelas,
Paszal 21%

Cukup jelas.
Pasal 220

Cukup jclas.
Pasal 221

Cukup jelas.
Pasal 222

Cukup jelas.
Pasal 223

Cukup jelas.
Paszal 224

Cukup jelas,
Pazal 225

Cukup jelas.
Pasal 226

Cukup jelas.
Fasal 227

Culkup jelas.
Paspl 228

Cukup jclas.
Pasal 229

Cukup jelas.
Pasal 230

Cukup jelas,

Pasal 231 ...

SK Mo 036829 A



Pasal 231

Cukup jelus.

Pazal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Culup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pazal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Fasal 235

Cukup jelas.

Pazal 239

Cukup jelas.

Pasal 340

Cukup jelas.

Pasat 24

Cukup iclas,

Fasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas,

Faszal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

SK Mo 084828 A

HFRF LIDF M
REFUAL I R FMNE 5 1A

- 45 -

Fazal 246 . . .
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Pasal 246

Cukup jelas.
Pasa] 247

Culkup jelas,
Pasal 248

Cukug jelas.
Pasal 249

Cukup jelas.
Pusal 250

Cukup jelas,
Pasal 251

Cuklp jelas.
Pasal 252

Cukup jelas.
Pusal 253

Cukup jelas,
Fasal 254

Cukugy jelas,
Pasal 255

Cukup jelas.
Pasal 256

Culup jelas.
Pasal 257

Cukup jelas,
Fazal 258

Culkup jelas,
Pasal 255

Cukup jelas.
Pazal 260

Cukup jelas.

Pasal 261 ., ..
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Pasal 261

Cukup jelas.
Pasal 262

Cukup jclas.
Pasal 263

Cukup jelas,
Pasal 263

Cukup jelas.
Pasal 265

Cukup jelas.
Pasal 2660

Avat (1)

Hural a

PRF-ILE M

- S} -
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Dokumen Perizinan Berusaha merupakan dekumen usaha

Fembaldidayaan

Ikan

mencantumbkan  kapal

pendukung operasi Pembudidavaan Ikan sebapai salah satu

garansa Pembudidayaan Tkan.

Hurul &

Cukup jclas.

Hurif ¢

Cukup jelas,

Huoral d

Culiup jelas.

Avat [2)
Cukup jclas,

Pasal 267

Cukup jelas.
Pasal 268

Cukup jelas.
Fasal 204

Culup jelas.

SK Mo REGETH A
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Pasal 270

Cukup jelas.
Pasal 271

Cubkup jelas.
Pasal 272

Cukup jelas.
Fasal 273

Cukup jelas,
Paszal 274

Cukup jeias.
Pasal 275

Cukup jelas.
Pasal 276

Ayat 1]

Neracs Komoditas metupakan dama dan infeemasi yang memuat
antara lain ketersediaan dan keburuhan komaoditas dalam kurun
waktu lerientu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.

Ayal (2

Cukup jelas.
Aval [

Cukup jelas.
Avat (4]

Cukup jetas,
Avat [}

Cukup jeles.
Avat {f)

Cukup jelas.
Ayat [T}

Cukup jclas.

Pasal 277 . ..
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Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelus.

Pazal 281

Cukup jclas.

Fasal 2582

Cukup jelas.

Pazal 283

Cukup jelas.

Fasal 284

Cukup jelas.

Pasaj 285

Cukup jelas,

FPasal 286

Cukup jelas.

Faszal 287

Cukup jelas,

Pasal 285

Cukup jelas.

Pasal 289

Cukup jelas.

Pasal 290

Cukup jelas,
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Pasal 291

Cukup jelas.
Pasal 292

ukup jolas.
Pasal 293

Cukup jelas.
Pasal 204

Cukup jelas.
Fasal 295

Cukup jelas.
Pasal 2976

Cukup elas,
Pasal 297

Cukup jelas.
Pasal 298

Cukup jelax.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6639
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